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ABSTRAK

Nama . ANDI TITIN ASHARI
No. Mahasiswa : 0906595541
Judul Tesis . Interpretasi Terhadap Implementassétur Sistem Manajemen

Kinerja Polri Pada Polres Metropolitan Jakarta Bara
Isi Ringkasan

Tesis ini diangkat dari sebuah penelitian kuafittghtang pengimplementasian
Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Metilcata Barat. Sebagai sebuah hasil
penelitian tesis ini dimaksudkan untuk memberikambparan tentang terbentuknya
tindakan tidak prosedural personel Polri dalam rmepgmentasikan suatu kebijakan
yang dipengaruhi oleh kemampuan interpretasinyaagagb individu yang dapat
mempengaruhi struktur.

Polres Metro Jakarta Barat sebagai salah satwgupmbak pelaksana kebijakan
Polri pada jajaran Polda Metro Jaya, telah mengmphtasikan Sistem Manajemen
Kinerja Polri sebagai kelengkapan administrasiasegtarat formal penilaian kinerja
personel Polri. Namun demikian, berdasarkan hastefitian disimpulkan bahwa
implementasi Sistem Manajemen Kinerja Pada PolrefraviJakarta Barat belum
berjalan secara optimal. Masih terjadi penyimpangamyimpangan di antara prosedur
normatif dan praktik sesungguhnya di lapangan pteia personel Polri.

Penyimpangan itu terbentuk sebagai hasil intespresubjektif mereka atas
kontradiksi struktural yang terjadi. Sebagai komsshksinya pemaknaan itu
menghasilkan tindakan-tindakan yang berbeda dessgour normatif yang telah
ditentukan yang terbentuk sebagai sebuah struldmm kentang Sistem Manajemen
Kinerja Polri. Tindakan tidak prosedural ini akaangat mempengaruhi bahkan
menghambat tercapainya tujuan dari di tetapkanngbijdkan tersebut, vyaitu
mewujudkan perbaikan dan peningkatan kualitas jarnsrsonel Polri.

Tesis ini, mengaplikasikan berbagai teori yangk&eaan dengan tindakan-
tindakan individu. Teori utama berasal dari peksipeterpretif interaksi simbolik oleh
George Herbert Mead, Blumer, dan Goffman. Sert&itzgda teori dan konsep lain yang
di anggap relevan untuk mengkaji permasalahan danefiti, yaitu : teori strukturasi
oleh Anthony Gidden, teori implementasi kebijakdehoGeorge C. Edwards, konsep
birokrasi Weber, dan konsep pembentukan kebijakam lerank T.Paine.

Oleh sebab itu, guna meningkatkan pemahaman damtrken para personel
Polri untuk dapat melaksanakan Sistem Manajemamerié Polri sesuai dengan
prosedur normatifnya, optimalisasi sosialisasiafjean dan pengawasan adalah sangat
penting. Selain itu dalam rangka efektifitas ddesiensi, maka perlu adanya
penyempurnaan terhadap metode Sistem Manajemen rj&inBolri melalui
pengaplikasian sistem informasi teknologi sebagata dbase, yang dapat diakses
langsung oleh para personel Polri. Dengan demikignerja personel Polri dapat di
kelola dengan lebih professional, transparan, @antabel.

Kata Kunci : Interpretasi, prosedur, Sistem Mana&erKinerja Polri, personel Polres
Metro Jakarta Barat.
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ABSTRACT

Name : ANDI TITIN ASHARI

No. Student : 0906595541

Thesis Title . Interpretation of the ImplementatafrPerformance Management
System National Police In the Metropolitan Distriblice West
Jakarta.

Content Summary

This thesis is based on a qualitative study onirttfdementation of the Police
Performance Management System in West Jakarta Midhoe. As a result of this
thesis research is intended to provide an overgkthe formation of police personnel
procedural acts in implementing a policy that i$luenced by the ability of its
interpretation as an individual who  can affect  thestructure.
West Jakarta Metro Police as one end of tombajemphters at national police ranks
Jakarta Police have implemented a performance neama&g system as the
completeness of the national police administraéind the terms of formal performance
appraisals national police personnel. However, dase the results of the study
concluded that the implementation of performancenagament systems in jakarta
metro west district police has not run optimallyhefe are still deviations between
normative procedures and actual practices in #id by the national police personnel.

The deviation was formed as a result of their stthje interpretation of the
structural contradictions that occurred. As a cqonsece of meaning that result in
actions that are different from normative procedthiat has been determined that
formed as a new structure of the Police Performaktamagement System. No
procedural actions will greatly affect even hin@gtainment of the objectives of the
enactment of the policy, namely to realize perfaro®aimprovements and improved
quality national police personnel. This thesis &pthe various theories concerning the
actions of individuals.

The main theory comes from the interpretive perspeof symbolic interaction
by George Herbert Mead, Blumer, and Goffman, ad wael some teory and other
concepts that are considered relevant to assessngoblems under study, namely: the
theory of structuration by Anthony gidden, the theof policy implementation by
george c. Edwards, weber concept of bureaucracytte concept of policy formation
by frank t. Paine.

Therefore, in order to enhance understanding amehgbonent of the national
police personnel to be able to implement the natipolice's performance management
system in accordance with the normative proceduspsimization of socialization,
training and supervision is very important.

In addition, in order to effectiveness and effiggn it is necessary
improvements to the method of performance managemsgatems through the
application of national police information systeethnology as a database, which can
be accessed directly by the national police permsbminus, the performance of national
police personnel can be managed with a more priofess transparent and accountable.
Key words: interpretation, procedures, nationaliggo performance management

systems, personel of metropolitan distric police stwejakarta.
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INTERPRETASI TERHADAP IMPLEMENTASI
SISTEM MANAJEMEN KINERJA POLRI
PADA POLRESMETROPOLITAN JAKARTA BARAT
POLDA METRO JAYA

BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Permasalahan

Kekerasan dalam masyarakat merupakan isu yangtsesigean dengan
kondisi sosial politik Indonesia saat ini.Berbagaristiwva pada beberapa tahun
terakhir menunjukkan bahwa seakan hukum dan kevabawpemerintah sudah
tidak dianggap lagi oleh masyarakat. Penyerangarpdagrusakan kantor-kantor
pemerintah seperti yang dialami olehPolsek BiauegBoBuol Sulawesi Tengah
pada tanggal 31 Agustus 2010 dan kantor Bupati GBwlawesi Selatan pada
tanggal 10 Januari 2011, sertabeberapatindakanjailg mengarah kepada
pelecehan simbol-simbol negara oleh para pengurgsk, merupakan contoh
nyata kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Sosiolog Prof Mely G.Tan dalam perkuliahannya dodgfam Pasca
Sarjana Kajian lImu Kepolisian Universitas Indomegiada tanggal 1 Oktober
2010, memberikan penjelasannya tentang fenomesebig, bahwa :

Saat ini masyarakat Indonesia berada pada titikstesi Sosial”
yang disebabkan oleh kekecewaan dan ketidakpuasshadap
kinerja pemerintah pasca reformasi yang dinilaiubyel dapat
mewujudkan harapan-harapan masyarakat akan petamgka
kualitas hidup dan masa depan yang lebih baik.aSitsemakin
diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan keiad
keteladanan dari para tokoh politik yang padaralai berdampak
terhadap krisis kepercayaan masyarakat kepada peamerdan
berujung pada rentannya gejolak emosional masyaraka

Pemerintah yang diharapkan dapat berperan sebagditator untuk
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarak@didielum mampu secara
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maksimal mengakomodir tuntutan-tuntutan tersebbDirektur Lembaga Survei

Indonesia (LSI) Agustinus Prasetyo Hadi dalam papaya tentang hasil survey
selama setahun terhadap kinerja pemerintahan SBaiadbang Yudhoyono dan
Wakil Presiden Boediono pada tanggal 1-10 Oktob@&102 di Jakarta,

menguraikan bahwa “tingkat kepuasan masyarakiaadep kinerja pemerintah
saat ini masih sangat rendah terutama pada emgetdpelayanan publik yang
memperoleh rapor merah, yaitu pada bidang hubunggmnasional, bidang

ekonomi, bidang penegakan hukum, dan bidang politik

Oleh sebab itu, Kepolisian Negara Republik Ind@nesbagai salah satu
bagian dari fungsiCriminal Justice Systerdi Indonesia dengan tugas pokok
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, gakken hukum,
melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ®IUNo.2 Tahun 2002
Pasal 13), tidak terlepas dari stigma negatif madgd berkaitan dengan kinerja
dan profesionalismenya. Data yang di himpun olelmiso Kepolisian Nasional
(Kompolnas) pada tahun 2009 menunjukkan tinggingamiain masyarakat
terhadap Polri dengan jumlah 1070. Demikian jugasainpaikan oleh Ketua
Presidium Indonesia Police WatchNeta S Pane pada tanggal 1 Juli 2010,
mengatakan bahwa “kinerja Polri terutama sejak ibahpdari TNI sekitar 11
tahun silam masih belum dapat menunjukkan peniagkianerja yang signifikan,
kalaupun ada dibawah 10 persen. Polisi dinilai maglum mampu membangun
kepercayaan publik.Hal ini terlihat dari data IPWals banyaknya keluhan
masyarakat terkait kinerja Polri”.

Tidak dapat dipungkiri dalam periode tahun 2009ban saat ini, Polri
mengalami berbagai permasalahan internal terkailyipgangan kinerja dan
profesionalisme personelnya. Permasalahan-peratasaltersebut berdampak
serius terhadap citra buruk Polri dimata masyar8kalangkan diketahui bersama,
bahwa sejak awal reformasi sampai dengan saat oli Blah menetapkan
berbagai program pembenahan terhadap aspek-aspdiniental institusinya
yaitu pada bidang struktural, instrumental, dariual.

Namun demikian, program tersebut belum berdampgkfétan terhadap
perbaikan kinerja institusi Polri. Penyimpangampmpangan perilaku
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khususnya yang berkaitan denganal-administrasi (kolusi, korupsi, dan
nepotisme) masih menjadi beban Polri untuk di skda.

Irfan Islamy (1987:14) di dalamPrinsip-prinsip Perumusan Kebijakan
Negara’menyebutkan, bahwa penyebab utama terjadinya keri@enyimpang
berupamal-administrasikolusi, korupsi, dan nepotisme) oleh para pejgloalik
disebabkan oleh :

Rendahnya professionalisme aparat, kebijakan patabriyang
tidak transparant, pengekangan terhadap kontrolalsogdak
adanya manajemen partisipasi, tumbuh suburnya ddeol
konsumtif dan hedonistik dikalangan penguasa dadaktadanya
sanksi yang tegas dan adil terhadap mereka, komidigntu saja
berdampak kepada kinerja birokrasi.

Sementara itu, dalam era reformasi saat ini makgarasangat
mengharapkan terciptanya Kepolisian Indonesia yamgokratis dan professional
serta menjunjung tinggi hak-hak sipil.Sebagaimarengy disampaikan oleh
Bambang Pujiono (staf pengajar pada universitasAlademi Sekretaris Budi
Luhur Jakarta), sebagai berikut :

a. Tuntutan Demokrasi

Dalam era demokrasi saat ini, masyarakat memitlok ukur
kondisi keamanan dan ketertiban yang diinginkanmk&e dengan
peran polri sebagai pelindung dan pengayom masgark&ndisi
yang didambakan diantaranya :

Pertama Polri harus tetap menghormati hak asasi manused
menjalankan tugas-tugasnya. Nilai-nilai HAM akannmberikan
kontrol pada tindakan polisi, sehingga di era demasik ini
tindakan anarkis seperti penganiayaan, penyerliem tindakan-
tindakan asusila lainnya dapat berkurang.

Kedug Polri harus berani menangkap para penjahat negeperti
koruptor dan para teroris. Para penjahat negasmselni masih
aman, namun di waktu yang akan datang, polisi haegera
menangkap mereka. Citra polisi akan meningkat, jpalisi
menunjukkan keberaniannya untuk menangkapi penjabgara

tersebut.
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Ketiga, polisi harus menciptakan ketertiban dan keamamaam,
karena selama ini keamanan dan ketertiban umumachelograng
langka. Masyarakat merasa kurang nyaman dan anaenk
meningkatnya pelaku kriminalitas dengan berbagai duso
operandi. Untuk itu, di era demokrasi nanti, bagaienpolisi bisa
memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.
Keempat polisi bisa menyatu dengan masyarakat sehinggadie
kerjasama yang saling menguntungkan. Jarak yaray lebtara
polisi dan masyarakat harus segera dijembatani,enkar
bagaimanapun juga, polisi butuh masyarakat dan likepa.
Untuk itu, polisi juga harus belajar nilai-nilai dekrasi, sehingga
dapat mengeliminasi kesan militer dalam masyarakat.

b. Tuntutan Profesionalisme
Untuk bisa menunjukan profesionalismenya, ke deydisi harus
melakukan beberapa hal berikiRertama, memperbaiki kondisi
internal institusi. Perbaikan karakter polisi ténseharus dimulai
sejak awal perekrutan sampai dengan menjelang Merakasa
baktinya. Metode, prosedur, dan proses pembinaesomié polisi
harus jelas sehingga dapat menghasilkan polisi yargarakter
professional.
Kedua, polisi harus memposisikan diri sebagai institusng/a
berbeda dengan militer (TNI). Reformasi culturatlpealilakukan
oleh polisi, sehingga menghadirkan polisi yang Kidzersifat
militeristik.
Ketiga polisi harus lebih mengoptimalkan pendekatan #apa
masyarakat berkaitan dengan tugasnya. Langkah emdesak
dilaksanakan dalam rangka mengikuti dinamika madr Polisi
dapat belajar banyak dari masyarakat tentang deasolrang
sebenarnya. Dengan demikian, polisi dapat mengetahu
problematika masyarakat.
Keempat pada tataran global, polisi juga harus memperkeaR

sama dengan lembaga kepolisian internasional. Ksajaa ini
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sangat penting dalam rangka pertukaran informasita se
kemungkinan terlaksananya pelatihan untuk menikgkat
ketrampilan dan keahlian dalam bekerja. Ketrampian keahlian
yang berstandar internasional akhirnya menjadi garay standar
dalam menangani perlindungan dan pengayoman pasiganaéat.
Polisi harus segera berbenah untuk menghadapirkidtmokratis
masyarakat, serta dalam rangka mendukung penciptaan

pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Menyikapi perkembangan tersebut, Polri sebagdtituss pemerintah
yang terbuka dan responsif dengan segala dinamisialstetap berupaya
semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan amaefbrmasi melalui
pembenahan segala aspek didalam organisasinyapbdik bidang operasional
maupun bidang pembinaan personel .

Menindak lanjutituntutan masyarakat terhadap pkaba kinerja
Polri.Pemerintah menyusun dan menetapkan ProgrdormRa&si Birokrasi untuk
dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahammasuk Polri. Ke dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencamb&gunan Nasional
Jangka Panjang 2005-2025, khususnya pada Bab IV, R#aaturan Menteri
Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:Per/P&MNI7/2008, tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.Dengan memfokusgada 8 sasaran

program, sebagai berikut :

1. Program transformasi budaya, dengan misi, mengtavieir dan
menghilangkan nilai-nilai budaya organisasi yangtkaproduktif dengan
tuntutan perubahan, untuk digantikan dengan nilai--dan budaya
organisasi yang sesuai dengan kondisi saat ini.

2. Program manajemen perubahan, dengan misi mengsttlauh sumber
daya dan peluang yang dimiliki agar semua pihak afemi maksud dan
tujuan dari pada perubahan dan arahnya, sehinggautu komitmen
bersama seluruh anggota dalam mensukseskan penubatzn

pembaharuan tersebut.
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Program organisasi dan ketatalaksanaan, melaksanadtavinisi Visi dan
Misi lembaga yang sesuai dengan tuntutan perubdfelakukan analisa
beban kerja guna menentukan struktur organisag gtektif dan efesien.
Program Quick Wins, dengan misi membangun keyakindsm
kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan 4agomnognggulan, yaitu
program pelayanan SIM dan BPKB, pelayanan cepdtad@ap setiap
pengaduan dan laporan masyarakaidk response transparansi dibidang
penyidikan dengan SP2HP (Surat Pemberitahuan Pbekegan Hasil
Penyidikan), serta transparansi dan objektifitabidding rekrutmen
anggota Paolri.

Program manajemen sumber daya manusia, dengan masgelola
kualitas sumber daya manusia agar mampu mengaaakingnggerakkan
roda organisasi secara professional, efektif dasieh serta peka terhadap
aspirasi dan tuntutan perubahan.

Program remunerasi, dengan misi menata kemb#&nsipenggajian yang
dinilai belum adil dan proporsional, karena sistpemggajian yang ada
belum dikaitkan dengan sistem penilaian kinerja.

Program evaluasi kinerja, dengan misi mendiagnaosaliki awal kinerja
lembaga dengan melihat dari aspek kualitas kepemanp perencanaan
kinerja, efektifitas dan efesiensi organisasiny@asps manajemen sumber
daya manusia, penerapan sistem pengaanggaran iberkeerja,
pengukuran, analisis dan manajemen informasi lkansgrta manajemen
prosesnya.

Program profil Polri 2025, menentukan kriteria pod®olri baik sebagai
individu maupun lembaga, yang sesuai dengan tuntpgaubahan dan

tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2025.

Reformasi birokraspada hakekatnyaadalah “ suatuupaya sistematis dan

terpadu untuk mewujudkan kepemerintahan yang balklJam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Goqd

GovernancgReformasnengandung arti pengubahan, perombakan, penataan,

perbaikan, dan penyempurnaan sedangBaokrasiberkaitan dengan aparatur,
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lembaga instansi, organisasi pemerintah, pegawaepetah, sistem kerja dan
perangkat” (Sedarmayanti , 2007:324).

Berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrassiadal (RBN)
tersebut, pada tanggal 30 Januari 2009 di canangkagram Reformasi
Birokrasi Polri yang diluncurkan oleh Presiden SloeBambang Yudhoyono di
Markas Besar Kepolisian Negara Republik IndoneBiangan menetapkan 5

program unggulan Polri, yaitu :

Program Budaya dan manajemen perubahan
Program Organisasi dan tata laksana
Program Quick Wins

Program Manajemen Sumber Daya Manusia

o bk 0N PR

Program Evaluasi kinerja dan profil Polri 2025

Program pembenahan Manajemen Sumber Daya Manusrapakan
suatu langkah strategis Polri dalam menyikapi uiam masyarakat terhadap
perbaikan kultur kinerja Polri. Djamin (1995) mdagkan sistem pembinaan
personel merupakan salah satu unsur organisasi gangat penting dalam
operasionalnya karena berfungsi untuk meningkakaalitas, kompetensi, dan
menghasilkan kinerja yang efektif serta kontriboptimal dalam memajukan
organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi Sumber Mayausia Polri
(SDM) sebagai pengemban tanggung jawab pembinaarb&uDaya Manusia ,
menetapkan langkah-langkah strategis pengembaragapeshingkatan SDM Polri
melalui penataan “Manajemen Sumber Daya Manusiaig@emenetapkan
kebijakan pengembangan SDM Polri kearah “peningkétalitas dan kuantitas
dalam rangka menciptakan SDM Polri yang professjdeamoral, dan modern”.

Pengembangan dan penataan Manajemen Sumber Dayasi&ldPolri
diarahkan pada penataan (Blue Print SDM Polri, 2009):

1. Sistem perencanaan sumber daya manusia Polri.

2. Sistem rekrutmen dan seleksi.
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Sistem pendidikan dan latihan.
Sistem penilaian kinerja.

Sistem karir .

o g bk~ w

Sistem kompensasi.

Penataan manajemen sumber daya manusia Polri meujait langkah
strategis yang dapat memperbaiki permasalahan &ngagilam sistem pembinaan
SDM Paolri saat ini. Bukan menjadi rahasia lagi jgistem manajemen pembinaan
SDM Polri masih banyak dilakukan dengan cara-casmgy konvensional,
pendekatan persondike and dislike ketidaktransparanan, serta tidak didasarkan
padameryt systempengembangan berdasarkan prestasi keljahyimpangan
manajerial tersebut berimplikasi terhadap motivdesn iklim kerja serta rasa
keadilan anggota dalam suatu organisasi, dan padenga berdampak buruk
terhadap kinerja organisasi Polri dimata masyarakat

Sedangkan Sedarmayanti (2007:13) mengatakan, bahwa

“apabila manajemen SDM dapat dikelola dengan ballen membantu
organisasi dalam meningkatkan dan memperbaiki Kasagang melekat
pada manusia, meningkatkan kontribusi, kemampuam kicakapan
mereka, mengembangkan sistem kerja dengan kimegjgi tyang meliputi

prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti, silkempensasi dan insentif
yang tergantung pada kinerja, menciptakan iklim gyaroduktif dan

harmonis, memastikan penilaian penghargaan betdasgrestasi kerja,
serta memastikan kesamaan kesempatan bagi sekiemeie

Mengakomodir permasalahan-permasalahanyang berkaétagan sistem
manajemen sumber daya manusia Polri tersebut,fiigM Polri merumuskan
dan menetapkan kebijakan tentarfgstem Manajemen Kinerja Polri” yang
disyahkan dalam Peraturan Deputi Kapolri Bidang Bembaya Manusia Nomor
1 Tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010.

Didalam peraturan tersebut, Sistem Manajemen Kan@&wplri (SMK)
diartikan sebagai sebuah metode yang disusun dajama mendorong
peningkatan kinerja anggota Polri dan mengembangkammpuan kerja, serta
menjadikan adanya standar yang jelas dan baku daésnberian penilaian atas
prestasi kerja anggota Polri secara objektif (kar&MK diantaranya berisikan

sistem penilaian kinerja personel Polri).
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Dalam proses operasionalnya, Sistem Manajemen jdiR@lri menetapkan
sebuah kerangka konseptual yang terdiri dari 4 pahmakerja, yaitu tahap
Perencanaan Kinerja, tahap Pemantauan dan Bimbitejzap Penilaian Kinerja,
dan tahap Evaluasi Kinerja.

Pentingnya Sistem Manajemen Kinerja bagi perbaian kemajuan
organisasi Polri.Menginspirasi penulis untuk melaltu kajian tentang
implementasiSistem Manajemen Kinerja di dalam asgen Polri.Implementasi
dalam tulisan ini mengandung arti pelaksanaan uprdaadang dimana berbagai
aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjgdan-sama untuk menjalankan
kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuabijakan atau program-
program kebijakan tersebut (Lester dan Steward(Rdd@alam Budi Winarno
(2007:144).

1.2 M asalah Pendlitian

Penetapan Sistem Manajemen Kinerja sebagai sebmelode
pengelolaan kinerja personel Polri merupakan suangkah strategis dalam
rangka mewujudkan SDM Polri yang professional, mmeal, dan modern
sebagaimana Visi Pembinaan SDM Polri (Blue PrinvSBolri, 2010-2025).

Namun demikian, haltersebuttidak akan terwujud @aaaganya dukungan
dari para personel Polri sebagai aktor pelaksamgakan di dalam organisasi
Polri, untuk dapat mengimplementasikan kebijakamseteut sebagaimana
prosedur normatif yang telah ditentukan.

Di ketahui, bahwa selama ini Polri telah menetapkegitu banyak aturan
atau kebijakan-kebijakan tertulis dalam bentuk Ream-peraturan, Keputusan-
keputusan, Juklak, Juknis, damanualslainnya untuk di pergunakan sebagai
pedoman pengaturan tata kerja Polri dalam melaksanagas pokoknya sebagai
pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegékinhudan pemeliharan
keamanan masyarakat ( UU No.2 Tahun 2002) . Namemikian, dalam
praktiknya masih di temukan juga adanya penyimpaipganyimpangan prosedur
suatu peraturan atau kebijakan yang di lakukan péehanggota Polri.
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Demikian halnya dengan pengimplementasian Kebijak&rstem
Manajemen Kinerja Polri pada Polres Metro JakartaraB Polda Metro
Jaya.Informasi awal yang di peroleh dari Kabag Samd@umber daya
manusia)selaku penanggung jawab pelaksanaan damawasan SMK,
memberikan pemahaman bahwa meskipun SMK Poltelah dilaksanakan dan
menjadi kelengkapan administrasi seluruh persBokl dan juga telah di jadikan
syarat formal bagi penilaian kinerja dalam ps#alaan bidang pembinaan SDM,
khususnya pada kegiatan seleksi pendidikan, pelatidan kejuruan. Namun
dalam praktiknya, masih di temukan adanya tindakatakan yang tidak sesuai
dengan prosedur SMK yang telah ditetapkan. Selmgaoh dalam pelaksanaan
penilaian kinerja, banyak anggota yang memberilamlgian karena di pengaruhi
oleh unsur subjektifitas.Sehingga nilai yang dilaer tidak sesuai dengan kinerja
sesungguhnya dari anggota yang di nilai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam panehiisecara khusus
penulisakanmencoba mengkaji tentang tindakan tofekedural personel Polri
pada Polres Metro Jakarta Barat dalam mengimpleasiain kebijakan SMK
Polri. Untuk selanjutnya permasalahan tersebut akfkaitkan dengan
kemampuan interpretasi yang dimilikioleh personalriPsebagai individu.
Dengan kata lain, bahwa penelitian ini akan mengkaptang tindakan
interpretasi yang di lakukan oleh personel Poldania mengimplementasikan
prosedur kebijakan SMK Polri, yang pada akhirnyainyelikasi terhadap
terbentuknya tindakan tidak prosedural.Adapprosedur dalam tulisan ini
diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesadebuah aktifitas (Kamus
Besar Bahasa Indonesia).

Pemikiran ini di landasi oleh sebuah teori tindakasial oleh Max Weber
yang menyatakan, bahwa “tindakan atau perilakuusiaradalah sesuatu yang di
bentuk berdasarkan makna subjektif dari individauapelakunya” (Kamanto,
1993:12). Untuk selanjutnya perspektif interpratifdi kembangkan oleh George
Herbert Mead (1931) dalam teorinya insteraksionismaegnbolik yang
menekankan, bahwa “setiap individu memiliki kemaarpumenafsir dan

sehubungan dengan itu membuat pilihan untuk mekantyperilakunya yang
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relevan.Individu itu tidak hanya dibentuk melainkaga secara aktif membentuk
dan menciptakan lingkungannya” (Kamanto, 1993:35).

Dengan permasalahan penelitian sebagaimana dioralkaatas, maka
secara khusus penelitian ini akan mengkaji tentang
1. Kebijakan strategis Sistem Manajemen Kinerja Polri.
2. Pemaknaan dalam proses pengimplementasian prosetigtem
Manajemen Kinerja Polri oleh para personel Polrdgdolres Metro

Jakarta Barat.

Adapun pertanyaan penelitian di rumuskan sebaggiuie

1. Apa yang melatar belakangi pembentukan kebijakai $dlri?

2. Bagaimana implementasi kebijakan SMK Polri padaeg3dvietro Jakarta
Barat?

3. Bagaimana interpretasi dalam pengimplementasiaaguwsSMK Polri
mempengaruhi terbentuknya tindakan tidak proseghaaonel Polri ?

1.3  Tujuan Penélitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahanyang lebih
mendalam tentang kebijakan Sistem Manajemen Kineghi serta tindakan-
tindakan interpretasipersonel Polri dalam mengimgletasikan prosedur Sistem
Manajemen Kinerjapada Polres Metropolitan Jakaai@B.

1.4. Manfaat Pendlitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masieara teoritis
maupun praktis.
1. Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkargbhea untuk memperkaya
kajian dalam Ilmu Kepolisian, khususnya untuk meamah pengaruh
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interpretasi terhadap terbentuknya tindakan mengirgppersonel Polri

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

2. Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat beikan kontribusi bagi
penyempurnaan implementasi Sistem Manajemen Kiaja khususnya
pada Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro JalgarBpkan juga
penelitian ini dapat menyumbangkan informasi spes#intangbagaimana
personel Polri mengembangkan kemampuan interpngtasisebagai
individu dalam mengimplementasikan berbagai pro#ekijakan Polri

yang berimplikasi terhadap terbentuknya tindakadakanunprocedural

15. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan penelitian difokuskan kepadakemampuaerprietasi
personel Polri dalammengimplementasikanproseduer8isMianajemen Kinerja
Polri pada Polres Metropolitan Jakarta Barat Pblé&ro Jaya.

Dipilihnya Polres Metropolitan Jakarta Barat sebag&asi penelitian
dengan pertimbangan, bahwa Polres MetropolitanrtiaBarat memiliki peranan
cukup strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas pgodlokdi wilayah operasional
Polda Metropolitan Jakarta Raya. Hal ini didasarkéas pertimbangan bahwa
Kota Madya Jakarta Barat merupakan salah satuaseéggiatan ekonomi dan
hiburan malam di DKI Jakarta. Kodya Jakarta Bangajmerupakan titik kumpul
pendatang dari berbagai suku, ras dan agama yaag ienimbulkan kerawanan
terjadinya konflik SARA.

16 Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan caraahilmuntuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertéata ilmiah berarti,
kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ceilkuan, yaitu rasional, empiris,

dan sistematiRasiona) berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengara-cara
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yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaranusisEmpiris, berarti
cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati olehcpandera manusia sehingga
orang lain dapat mengetahui dan mengamati carayeaadigunakarSistematis
artinya proses yang digunakan dalam penelitian nitenggunakan langkah-
langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiono, 2PJ10

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis idalah metode
kualitatif. Metode kualitatif dinamakan juga metodmstpositivistik karena
berlandaskan  pada filsafat postpositivisme dan bdise sebagai
paradigmainterpretif dan konstruktif. Digunakan ukntmeneliti pada kondisi
objek yang alamiah, yang berkembang apa adanyak ttimanipulasi oleh
peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengadihamika pada objek tersebut,
dimana peneliti adalah instrument kunci (Sugiorid,®8).

Sementara itu Parsudi Suparlan (1995:6), menjetasgandekatan
penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya ppdasip-prinsip umum yang
mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yangladem kehidupan manusia,
atau pola-pola.Hubungan diantara variabel-variae&njutnya dianalisa dengan
menggunakan teori yang objektif.

Boedhisantoso dalam Suparlan (1995:8) menggunadtdahi studi kasus
untuk menjelaskan konsep metode kualitatif terseb8tudi ini harus
memperhatikan enam hal mendasar, yaitu : 1) me@yajideskripsi yang
mendalam dan lengkap sehingga informasi-informasigydisampaikan nampak
hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mentapaat untuk memainkan
perannya; 2) penelitian benar-benar berpijak dibwartinya betul-betul empirik
sesuai dengan konteksnya; 3) bercorak holistikmmépyajikan informasi yang
fokus dan berisikan pertanyaan-pertanyaan yangingepénting saja untuk
menggambarkan pola yang terjadi; 5) disajikan dabmhasa biasa dan bukan
dengan angka-angka untuk berbicara dengan pemleacany

1.6.1 Perspektif Penelitian

Penelitian ini di dasarkan pada perspektif deslkrigmalitis, artinya

penelitian di lakukan dengan mengkaji sejumlah lasgeng bertujuan
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untuk mendeskripsikan atau menjelaskan masalahlip@meyang akan
diteliti (Parsudi Suparlan, 1995:60). Dasar peramdan pemilihan
metode ini adalah diharapkan metode ini dapat meakare gambaran

yang lebih komprehensif tentang permasalahan yizg di kaji.

1.6.2 Instrumen Pendlitiandan Pengumpulan Data

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data.rbg@kenelitian
kualitatifinstrumennya adalah orang atauman instrumentyaitu peneliti
itu sendiri yang berfungsi menetapkan fokus peaelitmemilih informan
sebagai sumber data, melakukan pengumpulan datelairaialitas data,
analisis data, menafsirkan data dan membuat kesam@ias temuannya
(Sugiono, 2010:8).

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dardaten
terhadap masalah penelitian yang akan di ditelmaka teknik
pengumpulan yang di gunakan adalah obse(pasticipation)wawancara
mendalam(depth interview)dan kajian dokumen (Sugiono ,2010:222).

1.6.2.1 Wawancara

Wawancara dilakukan  dengan teknik wawancara
semiterstruktufsemistruktur interview)yaitu dengan berpedoman
kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan ibgaiss-garis
besar permasalahan yang akan ditanyakan. Namunmdala
pelaksanaannyadi kembangkan sesuai dengan situasiatia- data
yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, dimana fihak g yan
diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

Pada umumnyawawancara berlangsung pada jam-jara dina
sekitar pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 15.06.\Wamun,

semaksimal mungkin proses wawancara tersebut tidak
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menggangguaktifitas pokok mereka. Sehingga wawantetap
dapat terlaksana dalam suasana yang cukup santai .

Pada umumnya kegiatan wawancara yang dilakukan di
awali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan \ebih
bersifat umum, untuk mengetahui pendapat dan pemaha
mereka tentang SMK Polri. Peneliti berusaha menaldag secara
cermat hal-hal yang disampaikan oleh para informadsm
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi merekak un
menyampaikan pendapat dan ide-idenya terkait fokus
permasalahan yang di tanyakan.

Agar hasil wawancara dapat terekam dengan baikamak
dalam pelaksanaannya digunakan alat bantu bedigitl voice
recorder damote book Khusus untuk penggunaan alat perekam,
terlebih dahulu peneliti meminta persetujuan daragnforman.

1.6.1.2 Kajian Dokumen

Kajian dokumen dilakukan dengan mengumpulkan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakarterSis
Manajemen Kinerja Polri. Seperti Peraturan DeputnBer Daya
Manusia Polri No.1 Tahun 2010 Tanggal 23 PebruatDZTentang
Sistem Manajemen Kinerja Polri, Surat Perintah udefSumber
Daya Manusia Polri No. Pol : Sprint/ 98/ I/ 2010nggal 29
Januari 2010 Tentang Tim Pokja (kelompok kerja) y@sanan
Sistem Manajemen Kinerja PolrLaporan Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja Polri PadaeBoMetro Jakarta
Barat Dan Jajarannya Nomor : B /02/V/2010/ Restabdr, Serta
beberapa dokumen lainnya yang memiliki relevansigda kebijakan
SMK Palri.

I nforman Pendlitian

Di dalam Peraturan De SDM Kapolri No.1 Tahun 2088tdang

Sistem Manajemen Kinerja Polri Pasal 1 (Ketentuanubh) dijelaskan,

bahwa Sistem Manajemen Kinerja selanjutnya disingk®lK adalah
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sistem yang mengidentifikasi dan mengukur kineglairsih anggota Polri
Polri.

Oleh karena itu, informan pada penelitian ini adgdara anggota
Polri Polres Metro Jakarta Barat, yang dipilih ggbaketerwakilan
personel Polri berdasarkan fungsi, pangkat, daratgabAntara lain
‘Wakapolres, Kabag Sumda, Kasat Intelkam, Wakasaikbm, Kabag
Progar Bag Ren, Wakasat Bimmas, Kanit V Sat IntalkaKBO Bimmas,
Kanit Binpolmas Sat Bimmas, Kapolsek Kebon JerulgniK Binmas
Polsek Cengkareng, Kanit Harda Sat Reskrim, Karov®s SiePropam,
Bintara unit Bimmas, Bintara unit Intel, Bintara I&&k Cengkareng,
Bintara unit Provost.Selain itu untuk menyempurmakiata dilakukan
juga wawancara dengan 2 (dua) staf Biro Jiansti2aMs8olri selaku tim
perumus SMK Polri.

Selain itu, guna memperoleh pemahaman yang lelsitensatis
tentang Sistem Manajemen Kinerja Polri, dilakukamyaj wawancara
singkat dengan tim perumus kebijakanSMK pada ahdWabes Polri
sebagai penanggung jawab kebijakan dan stratedi Pol

Pendekatan yang dipergunakan dalam menetapkan mafor
didasari oleh dua alas@&@ertama ketersediaan waktu penelitian (tiga
bulan terhitung sejak Januari hingga Maret 2Klddug kesediaan waktu
para informan untuk bertemu dan di lakukan wawamcaehubungan
dengan padatnya rutinitas operasional di wilayalreBoMetropolitan

Jakarta Barat.

1.6.4 AnalisisData

Analisis data adalah proses mencari dan menyusgars
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancatatan lapangan, dan
bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudahadipatian temuannya
dapat diinformasikan kepada orang lain. (Bogdan)arda Sugiono
(2010:244).
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Dalam penelitian ini analisis data dilakukan gm mengacu
kepada metode analisis data oleh Miles dan Huber(i884), yang
mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis dagdititif di lakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus mmersampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam sisatiata terdiri dari
kegiatan:

1. Reduksi datadata reductio
Mereduksi data berarti merangkum , memilih hal-lahg pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tetaa polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan reekdn
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penehtuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan meryearbila
diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan ggaraklektronik.

2. Penyajian datedata display
Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisakiilkan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategoriwchart dan
sejenisnya.Yang paling digunakan untuk menyajikaata ddalam
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang fergiaratif. Dengan
mendisplay data, maka akan memudahkan untuk menmaiparyang
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasasen yang telah
dipahami tersebut.

3. Verification (Conclusion Drawiny
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menukiles and
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasimpulan
dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temumru yang
sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupaipdesatau
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih renesngng atau
gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan
mengorganisasikan atau merangkum data-data ygmegoteh pada saat
penelitian di lapangan. Dalam hal ini data yangerbfeh pada saat

penelitian di Mabes Polri  maupun di Polres Metakaita Barat.
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Kemudian memilih data-data yang penting dan memiéilevansi dengan
tema dan masalah penelitian yang akan dikaji, y#etkait dengan
bagaimana terbentuknya kebijakan SMK Polri sertgalmaana individu
personel Polri mengimplementasikan SMK Polri yaetatt memiliki

kekuatan normatif untuk dilaksanakan sebagaimaosedurnya di dalam
Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Mantika Tahun 2010
dengan mengacu kepada kemampuan individu melakuhk@npretasi
terhadap realita yang dihadapinya.Untuk selanjutnyanjabarkannya

dalam suatu teks berbentuk narasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat ke dalam enam beiputi :

Bab | Pendahuluan
Bab | menjelaskan latar belakang pentingnya topilipilih, masalah dan
tujuan penelitian yang akan dikaji, manfaat darasat penelitian, metodologi

penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka

Bab Il menguraikan kajian kepustakaan yang meriamakonsep-konsep
dan teori-teori yang dijadikan landasan untuk mdmbgermasalahan pada Bab-
bab berikutnya. Bab 1l terdiri atas Sub-Bab, yaitinjauan umum Adminsitrasi
Publik, Administrasi Kepolisian Negara Republik émésia, Kebijakan Publik,
Implementasi Kebijakan Publik, Manajeman SDM, Refasi Birokrasi Polri,
Reformasi Manajemen SDM Polri, Sistem ManajemeneKa Polri, Konsep
Weber tentang Birokrasi, Teori Interpretif : Intesgonisme Simbolik, Teori

Strukturasi Gidden dan Kepustakaan Penelitian.

Bab I11 Gambaran Umum Polres Metropolitan Jakarta Bar at
Bab Ill, membahas sejarah umum Kepolisian NegaauBlik Indonesia

dan Gambaran umum Polres Metropolitan Jakarta tBgaag berisi uraian
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tentang : Susunan Organisasi dan Pembagian Tugagdiag Jawab, Visi dan
Misi Polres, Sasaran Prioritas, Kebijakan StrateDiata Kasus Menonjol, dan

Program Kegiatan Polres Metropolitan Jakarta BBfaR011

Bab 1V Kebijakan Strategis Sistem Manajemen Kinerja Polri
Bab IV ini secara khususmembahas tentang berbadayamg melatar

belakangi di tetapkannya kebijakan Sistem Manajeliearja Polri.

BAB Vinterpretas Terhadap Implementass Prosedur Kebijakan Sistem
Manajemen Kinerja Polri
Bab ini menguraikan pembahasan tentang gambaramumplementasi
Sistem Manajemen Kinerja pada Polres Metro Jalatat dan interpretasi yang
terjadi pada proses pengimplementasian Sistem Idisveay Kinerja tersebut oleh

para personel Polri pada Polres Metro Jakarta Barat

BAB VI Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dan menyajikan keadenp yang
dihasilkan oleh penelitian ini. Kesimpulan berupsnusan ulang dan jawaban
singkat atas pokok permasalahan sebagaimana yahgdiaraikan pada Bab-bab
diatas.Selanjutnya terdapat rekomendasi tentangepgpurnaan implementasi

Sistem Manajemen Kinerja Polri.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

21 Kerangka Teori dan Konsep

Bagian ini menguraikan beberapa teori dan konsem \@ipergunakan
didalam penulisan ini dan memilikirelevansi dengarmasalahan penelitian yang
akan dikaji. Berkaitan dengan pengertian teori d¢ansep,Parsudi Suparlan
didalam “limu Kepolisian” (2008:4-5)memberikan pelajsannya sebagai berikut:

“llmu pengetahuan dapat dilihat sebagai seperanp&agetahuan yang
berisikan kebenaran atau teori yang mencakup gg@éda yang tidak
terbatas yang diperoleh melalui metode ilmiah yaedaku, yang teori
atau kebenarannya dapat diuji dengan menggunaké&dengang sama.
Inti dari ilmu pengetahuan adalah teori.Tanpa addaegri maka kumpulan
pengetahuan tersebut hanya berupa kumpulan pengetdian bukan ilmu
pengetahuan.Teori adalah konsep.Teori adalah sepeatyataan yang
menjelaskan mengenai hakekat hubungan diantaraepektnsep, atau
variabel-variabel, atau gejala-gejala yang tercatalam masalah kajian
atau masalah penelitian. Namun tidak setiap konséalah sama
dengan teori. Karena konsep dapat juga berupa sghermyataan yang
menggambarkan sesuatu gejala yang nyata maupun diaagangkan

ataupun yang ada dalam imajinasi.Sebuah teori @eljenarannya dan
diakui sebagai benar oleh anggota-anggota komtmiah, yaitu para abhli

yang kompeten dalam bidang ilmu masing-masing. &eny selalu

mengikuti metode ilmiah, yaitu metode-metode yargyldiku dalam

bidang-bidang ilmu masing-masing yang berada dalbatas-batas
objektifitas dari si penguji;dimana keterlibatan amin dan nilai-nilai

budaya dari si penguji dengan secara sadar digagagjaruhnya. Dengan
demikian, ilmu pengetahuan pada hakekatnya bensikeori atau

kebenaran.Lebih tepatnya berisikan teori-teori yadidgkung oleh konsep-
konsep, dan metode-metode.Konsep-konsep merupakaesentasi dari
ciri-ciri atau hakekat gejala, diseleksi sesuai adet yang digunakan,
untuk membuat teori”.

211 Tinjauan Umum Administras Publik
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Administrasi merupakan cabang ilmu sosgdqjal scienceyang
sasaran analisisnya adalah segi-segi tertentikelidupan bermasyarakat
dan berorganisasi (Djamin, 1995:xii). Mengutip papatDonovan dan
Jackson (1991:9) Administrasi diartikan sebagahamna pemerintahan,
kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, kegraglakukan analisis,
menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusanjmipangan-
pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan indiVidien kelompok
dalam menghasilkan barang dan jasa public, dangaelzena bidang
kerja akademik dan teoritik (Yeremias, 2008:2).

Administrasi juga merupakan suatu proses yang dsagan
berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka memdapaan dengan
cara memanfaatkan secara bersama orang dan matetali koordinasi
dan kerjasama (kegiatan perencanaa, pengorgamsedamkepemimpinan
termasuk kedalam definisi tersebut). Adapun tuggsd administrasi
meliputi  kegiatan = mengidentifikasi  kebutuhan, mdadesikan,
menginterpretasikan, dan menggunakan tujuan om@sirsgbagai tuntutan
program pelayanan, mengamankan sumber daya keyarigsititas,
sumber daya manusia, dan Dberbagai bentuk dukungannyé,
mengembangkan program dan pelayanan, mengembaisgkdtur dan
prosedur organisasi, menggunakan kepemimpinan dalproses
pembuatan kebijakan, pengembangan prosedur, damsigprinsip
operasi, mengevaluasi program dan kepegawaian asecar
berkesinambungan, dan membuat perencanaan setetukesh penelitian,
dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubatzany
dibutuhkan dalam organisasi pelayanan manusia.

Batasan-batasan tersebut diatas secara langsurgpim@mggapan
yang ada selama ini bahwa administrasi selaluikizartsebagai kegiatan
ketatausahaan atau berkaitan dengan pekerjaan toerige, membuat

laporan administrative kepihak atasan, dan sebggain

2111 Ruang Lingkup Administrasi Publik
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Administrasi publik terdiri dari enam dimensi sé&gis
sebagai berikut :
Dimensi Kebijakan
Dimensi Struktur Organisasi
Dimensi Manajemen
Dimensi Etika

Dimensi Lingkungan

o a0k 0w NP

Dimensi Akuntabilitas Kinerja

Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan
keputusan untuk penentuan tujuan dan cara ataunatifeterbaik
untuk mencapai tujuan tersebut.

Dimensi struktur organisasi berkenaan dengan perayat
struktur yang meliputi pembentukan unit, pembadiagas antar
unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujdan target,
termasuk wewenang dan tanggung jawabnya.

Dimensi Manajemen menyangkut proses bagaimana
kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat deémphtasikan
(digerakkan, diorganisir, dan dikontrol) untuk meapai tujuan
organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen.

Dimensi etika memberikan tuntunan moral terhadap
terhadap administrator tentang apa yang salah eiaar b

Dimensi lingkungan adalah suasana dan kondisi aekit
yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada yaitnemusi
kebijakan, struktur organisasi, manajemen, dangang jawab
moral.Penyesuaian dimensi-dimensi tersebut terhadapensi
lingkungan adalah berkenaan dengan tuntutan untrkbuktikan

dan mempertanggungjawabkan kinerja.

2.1.2 Administras Kepolisian Negara Republik Indonesia
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Administrasi Kepolisian merupakan administrasi Nagatau
publik yang secara khusus mengurus dan mengorggmesimasalahan
Kepolisian RI. Oleh karena itu Kepolisian Rl merkaa spesialisasi dari
administrasi publik, maka pengembangan konsepamaimplementasinya
mengacu pada konsepsi administrasi publik dengaiképi oleh sistem
nilai, tata norma, dan kaidah-kaidah Kepolisian®amin, 1995:xiv).

Lebih lanjut disampaikan oleh Djamin (1995:38), Wwahlimu
Administrasi membedakarpublic dan private administratioRublic
administration mempunyai ciri-ciri : tidak berpihak dan adil, emtasi
pada pelayanan kepada masyarakat, keuangan da@yarangpendapatan
Negara, bersifat terbuka terhadap masyarakat, @@gdipilih secara
selektif, dan mempunyai hierarki. Sedangkpnvate administration,
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : dimiliki swaskeuangan diatur oleh
harga pasar, keuntungan sebagai insentif utamasaibgr dengan
perusahaan lain, bebas menerima dan memberhepekgwai.

Organisasi Polri merupakan satu kesatuan, satisipodisional
maka titik berat pengorganisasiannya adalah meng&epada
kewilayahan.Sebagai kepolisian nasional, Polri gharsasikan secara
vertikal, utuh dan terintegrasikan dari tingkat gtuke seluruh tanah air.
Dengan organisasi secara vertikal tersebut, akas jpaila jalur pembinaan
teknis operasional dari Mabes Polri sampai padargaj Polri terdepan
(Polsek). Organisasi pengemban fungsi-fungsi tels@isara berjenjang
memiliki kualifikasi kemampuan yang bertingkat pMakin tinggi
tingkatnya, makin tinggi pula, baik bidang teknipetasional maupun
pembinaan, seperti personel, keuangan, logistic, sgdagainya. Dengan
penjenjangan kemampuan itu eselon yang lebih tingiggn dapat
memberikanback up operationpada jajaran yang ada di bawah bila
diperlukan. Sebutan organisasi Polri menurut suswye saat ini adalah :
Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek, dan Pos Palisi.

Manajemen dalam organisasi polisi atau proses-pragministrasi

yang diatur dan dikendalikan oleh pejabat-pejaatiaistrasi kepolisian
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mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengatysarsonalia,

pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan pgggiemn.Tugas-tugas

polisi diperinci dalam sejumlah fungsi sesuai denigguan organisasi.

Prinsip-prinsip organisasi yang diterapkan Polalad :

1.

Prinsip pembagian habis tugas, berarti bahwa tygd®k dan
fungsi Polri dibagi dalam Markas Besar (Mabes) saniantor
polisi didaerah yang terkecil.

Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi sejelangkin,
sehingga duplikasi daoverlapping.

Prinsip fungsionalisasi, dimaksudkan bahwa dilingkan Polri ada
unit yang secara fungsional bertanggung jawab siasu bidang
substansi kepolisian, sehingga dalam hal memerllkesja sama
atau koordinasi dengan unit lain dalam atau lugawoisasi Polri.
Fungsionalisasi menentukan siapa yang harus bekama dengan
siapa serta jelas pula siapa yang harus memprakeggasama
tersebut.

Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,abgerbahwa tidak
satupun unit organisasi dilingkungan Polri yang adaperdiri
sendiri. Tiap unit baik vertikal atau horisontal mngakan bagian
dari keseluruhan, karena itu mutlak adanya koosiinategrasi
dan sinkronisasi bila pelaksanaan tugas akan bargdcara efesien
dan effektif.

Prinsip kontinuitas dan konsistensi, untuk lebih nfamin
pelaksanaan yang efesien, efektif dan ekonomissetiep kegiatan
manajemen, maka perlu adanya kontinuitas dan Kensisdalam
perumusan kebijaksanaan, perencanaan dan pelakskegiatan-
kegiatan operasional.

Prinsip jalur dan staf, bentuk ini tepat digunakédeh Polri karena
terdapat deliniasi tugas dan fungsi antara unit-arganisasi yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokgkn@asi
dengan unit-unit organisasi yang bertanggung jawatiuk
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melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang Iekkis
maupun administrasi.

7. Prinsip kesederhanaan, bentuk organisasi disesudiagan tugas
pokok dan fungsi yang menimbulkan beban kerja ya@danjut,
yang menjadi ukuran dibentuknya suatu unit organisa

8. Prinsip fleksibilitas, diperlukan agar organisasdak dibuat
sedemikian kakunya, sehingga mengurangi kemampudok u
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan livgghku

9. Prinsip pendelegasian wewenang yang jelas, menginganya
wilayah RI, maka dalam pelaksanaan tugas, fungsi mkranan
Polri dari pusat sampai pada eselon terendah pada
pendelegasian wewenang, yang memungkinkan pejavaaHan
untuk bertindak secara efektif, tanpa setiap kamimta petunjuk
dari pusat.

10.  Prinsip pengelompokan tugas yang homogen, olemé&areasnya
tugas-tugas yang harus dilakukan Polri, baik tygasok maupun
tugas-tugas yang menunjang, maka pengelompokan s haru
dilakukan sehomogen mungkin, seperti tugas reskesamaptaan,
pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya.

11. Titik berat pengorganisasian Polri, sebagai kejaolisnasional
adalah secara kewilayahan dalam arti wilayah RBglibthabis
dalam daerah kepolisian dengan mempertimbangkayepeaian
dengan wilayah administrasi pemerintahan untuk

mensinkronisasikan hubungan kerjasama.

Sementara itu, Parsudi (2008:147) mengulas Admasst
kepolisian,sebagai sebuah sistem, yang terdiriwatasr-unsur yang saling
berkaitan satu sama lainnya dalam hubungan fungjsisebagai sebuah
satuan yang bulat dan menyeluruh, yang memprosasikaia menjadi
keluaran. Sebuah sistem terdiri atas unsur-unsuatga sejumlah sub-
sistem.Unsur-unsur utama yang ada dalam sebuadmsidari sebuah

administrasi adalah orang-orang yang menjadi palakpnya. Orang-
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orang atau para pelaku tersebut, masing-masingaladséama dengan
status-status dan peranan-peranan. Sehingga seiziam administrasi
sebenarnya terdiri atas peran-peranan dari paekyelang menjalankan
sistem tersebut.

Sebuah sistem dapat dilihat sebagai sebuah strpigda waktu
penekanan dalam melihat sistem tersebut adalahpemdaan-peranan dari
para pelakunya.Karena, yang namanya struktur adsbbah bangunan
peranan-peranan dan hubungan-hubungannya satundiemgyaya sebagai
sebuah satuan kegiatan yang secara keseluruhan rosgspmasukan
menjadi keluaran (Parsudi, 2008:147).

Selanjutnya disampaikan, bahwa polisi diseluruhadiorganisasi
seperti organisasi militer, mengikuti model RobBeel dan mengikuti
teori birokrasi klasik dari Weber, dimana diterapksatuan komando,
rentang kendali, dan delegasi kewenangan dari k&mwah yang
coraknya terpusat seperti piramida, dengan hierg@hkg ketat dari pusat
kedaerah-daerah, dan dengan disiplin tinggi, pemkan dan
pemantapan kebudayaan polisi, sumber daya, manajetar lingkungan
organisasi kepolisian.

2.1.3. Kebijakan Publik

Menurut kamus Administrasi Publik (Candler dan Blan
1988:107) publik policy adalah pemanfaatan yang strategis terhadap
sumber daya pemerintah.

Carl friedrich memandang kebijakan sebagai suath #indakan
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau petakrdalam suatu
lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-haanbdan peluang-
peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk ggemakan dan
mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan ataeafisasikan suatu
sasaran atau suatu maksud tertentu.

Selanjutnya, James Anderson (1969) mengatakan blablgkan

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud gaepkan oleh
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seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengat@gu snasalah atau
suatu persoalan.

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijak@mnjadi ciri
khusus dari kebijakan publik.Kebijakan publik memypai sifat “paksaan”
yang secara potensial sah dilakukan.Sifat mematkgadak dimiliki oleh
kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisagsia, hal ini berarti
bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang tiasmasyarakat.Sifat
kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipalsgcara lebih baik

bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori.

214 Implementass Kebijakan Publik(policy implementation):
Per spektif Teoritik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krudelbm
proses kebijakan publik. Suatu program  kebijakan rusa
diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujaag diinginkan.

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatam dianahkan
pada realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal @&idministrator
mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpieiasian menerapkan
kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir denarengatur sumber
daya, unit-unit,  dan  metode-metode  untuk = melaksamak
program.Melakukan interpretasi berkenan dengan enentahkan bahasa
atau istilah-istilah program kedalam rencana-reacalan petunjuk-
petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menaapkberarti
menggunakan instrument-instrumen, mengerjakan ata@mberikan
pelayanan rutin (Gordon,1986).

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertiangyluas,
merupakan tahap dari proses kebijakan segera lsgieteetapan undang-
undang. Implementasi dipandang secara luas mempumakna
pelaksanaan undang-undang dimana berbagai akg@anisasi, prosedur,
dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalaniaoiakan dalam

upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atauggm-program.
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Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomamg kompleks
yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu prosestu skeluaran
(outpud) maupun sebagai suatu dampalt¢ome.

Ripley dan Franklin (1982), berpendapat bahwa impletasi
adalah apa yang terjadi setelah undang-undang aplit@n yang
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntunigpemefit) atau suatu
jenis keluaran yang nyatgtangible output) Istilah implementasi
menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti yaeaan maksud
tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil ydingginkan oleh para
pejabat pemerintah.Implementasi mencakup tindakaaitan oleh
berbagai aktor khususnya para birokrat yang dimdkeu untuk membuat

program berjalan.

2.1.4.1.Model Implementasi Kebijakan Publik (George
C. Edwards)

Dalam khasanah ilmu kebijakan negara banyak

dikembangkan model-model atau teori-teori yang

membahas tentang implementasi kebijakan, namun pada

penulisan ini hanya akan dibahas model implementasi

kebijakan yang dikembangkan oleh Goerge C.Edwards

(1980)  “Implementing Public Policy”.

Menurut Edwards, sebagaimana yang diuraikan oleh

Budi winarno didalanKebijakan Publik :Teori dan Proses
(2007:174), Implementasi kebijakan adalah salaln tsdtap
kebijakan publik. Jika suatu kebijakan tidak tegtaiu tidak

dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dar

kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalam
kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan
dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakaigy y
telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin gkga

mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang
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diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana
kebijakan.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards
mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yakni
prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehinggatu
implementasi kebijakan berhasil ? Dan hambatan-hganb
utama apa yang mengakibatkan suatu implementaal §ag
Edwards, menjawab dua buah pertanyaan itu dengan
membicarakan empat faktor atau variabel krusiahrdal
implementasi kebijakan publik, yaitu : komunikasimber-
sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah la

dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal pentingndala
komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistemisin
kejelasan. Menurut Edwards persyaratan pertama bagi
implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwaekee
yang melaksanakan keputusan harus mengetahui &ga ya
harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijdian
perintah-perintah harus diteruskan kepada persyanig
tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah aoatd
diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus ratwan
harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.
Edwards mengidentifikasi enam faktor yang

mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi jlaéln,
yaitu kompleksitas kebijakan publik, keinginan untidak
mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya
consensus mengenai tujuan-tujuan Kkebijakan, masalah

masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, medghin
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pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan

kebijakan pengadilan.

2. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan
secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jikaa pa
pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka
implementasi inipun cendereung tidak efektif.Dengan
demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang
penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber
sumber penting tersebut meliputi : staf yang memselda
keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan stuga
tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang
diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatagaker

guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

3. K ecender ungan-kecenderungan/Tingkah laku

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan
merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi
penting bagi implementasi kebijakan yang efekifJpara
pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakaenta,
dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinasabe
mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang
diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demiki
juga sebaliknya, bila tingkah laku atau perspgbdifspektif
para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusa
maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadiksem
sulit. Seringkali suatu kebijakan dilaksanakan oleh

yurisdiksi yang lain, hal ini berakibat semakirrbigka
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interpretasi terhadap kebijakan yang dimaksud dianhial
ini benar-benar terjadi maka akan berakibat padsakm
sulitnya implementasi kebijakan, sebab interpretasig
terlalu bebas terhadap kebijakan akan semakin nrsojie
implementasi yang efektif dan besar kemungkinan
implementasi yang dijalankan menyimpang dari tujuan

awal.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang pakmmg
bahkan  secara  keseluruhan  menjadi  pelaksana
kebijakan.Birokrasi baik secara sadar atau tidalaisa
memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan
kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah
sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak haeyada
pada struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam
organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan ditusi-
institusi pendidikan dan kadangkala suatu sisterokasi
sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kehijaka
tertentu.

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin
mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup
keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya.
Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih
dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimaneraka
menjalankan kegiatan tersebut.

Yang pertama, berkembang sebagai tanggapan ihterna
terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumbepaixi
pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam
bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan

tersebar luas. Yang kedua,berasal terutama daainaek
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tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komkamite
legeslatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-
pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifatjk&bn yang
mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pentahin
Perbedaan ini akan berpengaruh pada implementasi
kebijakan dalam beberapa hal, yakni bahwa perbedaan
perbedaan ini acapkali menghalangi perubahan-peanmba
dalam kebijakan, memboroskan sumber-sumber,
menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan
menghalangi kondisi, membingungkan pejabat-pejphda
yurisdiksi tingkat yang lebih rendah, menyebabkan
kebijakan-kebijakan berjalan dengan tujuan-tujuaangy
berlawanan, dan menyebabkan beberapa kebijakan
menempati  antara  keretakan-keretakan  batas-batas

organisasi.

2.1.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Gary Dessler (1997:2), Manajemen sumber daya mamasrujuk

kepada praktik dan kebijakan yang diperlukan umgnjalankan aspek

orang dan personel dari jabatan manajemen, meliputi

1.

© © N o 0o &~ w

Melakukan analisis jabatan (menetapkan sifati gekerjaan
masing-masing karyawan);

Merencanakan kebutuhan tenaga pekerja dan méraalon
pekerja;

Menyeleksi para calon pekerja;

Memberikan orientasi dan pelatihan bagi pargdwan baru;
Menata olah upah dan gaji (kompensasi karyawan);
Menyediakan insentif dan kesejahteraan;

Menilai kinerja;

Mengkomunikasikan;

Pelatihan dan Pengembangan;
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10. Membangun komitmen karyawan;
11. Dan apa yang hendaknya diketahui seorang nranagéuang yang
adil dan tindakan afirmatif, kesehatan dan keselam&aryawan,

keluhan dan hubungan (relasi) tenaga kerja.

216  Sistem Manajemen Kinerja: Perspektif Teoritik

Manajemen kinerja adalah suatu proses yang dirgnearuk
meningkatkan kinerja organisasi, kelompok dan idiv.Manajemen
kinerja mencakup  pengkajian ulang terhadap kinergecara
berkesinambungan dan dilakukan secara bersamasbekda kesepakatan
mengenai sasaran, persyaratan pengetahuan, keddmpetensi, rencana
kerja dan pengembangan, serta pengimplementasmana peningkatan
dan pengembangan lebih lanjut.Manajemen kinerjfahdauatu cara untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisa&sompok, dan individu
dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai delagget yang telah
direncanakan, standar dan persyaratan kompeteng tgah ditentukan
(Suryadharma (2010:1-2).

Manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalangeteda
sumber daya yang berorientasi pada kinerja yangakuk&n proses
komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan denganciptakan visi
bersama dan pendekatan strategis serta terpadgaséle&uatan pendorong
untuk mencapai tujuan organisasi (Wibowo, 2010:9).

Sedangkan Kinerja atayerformanceendiri diartikan sebagai
gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksasaatu program
kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasangmar, visi, dan misi
organisasi yang dituangkan melalui perencanaategtsasuatu organisasi.
(Moehiriono,2009:10).

Oleh karenanya, menurut model mitsavyer, kinerja individu
pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa fshttu :

1. Harapan mengenai imbalan;

2. Dorongan
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Kemampuan;
Kebutuhan dan sifat;
Persepsi terhadap tugas;

Imbalan internal dan eksternal;

N o g M w

Persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuassgen k

Dengan demikian defenisi kinerja ataperformance dapat
disimpulkan sebagai berikut: hasil kerja yang dajiedpai oleh seseorang
atau sekelompok orang dalam suatu organisasi lethra kuantitatif
maupun kualitatif, sesual dengan kewenangan das ttenggung-jawab
masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisarsangkutan
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuaiagengpral maupun

etika.

2.1.6.1 Tujuan Manajemen Kinerja

Noe, dkk (1999) menyebutkan tiga tujuan manajemen
kinerja, yaitu :

1. Tujuan Strategik, manajemen kinerja harus mengaitka
kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Pelaksastrategi
tersebut perlu mendifinisaikan hasil yang akan mgh¢aperilaku,
karakteristik pegawai yang dibutuhkan untuk melak&an
strategi, mengembangkan pengukuran dan sistem urbakia
terhadap kinerja pegawai.

2. Tujuan Administratif, kebanyakan organisasi mengdam
informasi manajemen kinerja khususnya evaluasirjanentuk
kepentingan admistratif, seperti : penggajian, @SN
pemberhentian pegawai dan lain-lain.

3. Tujuan Pengembangan, manajemen Kkinerja bertujuan
mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil dingi
kerjanya. Pegawai yang tidak berkinerja baik perleandapat

pemberdayaan melalui training, penempatan yang edgok dan
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sebagainya. Pihak manajemen perlu memahami apayaag
menyebabkan pegawai tidak berkinerja baik, apdbkéor skill,
motivasi, dan lain-lain sehingga dapat diambil lkailglangkah

perbaikan kinerjanya.

2.1.6.2 Manfaat Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanga ba
organisasi, tetapi juga manager, dan individu (Wit@010:10).

1. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi, antam
adalah dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan
tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memasi
pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilainil
Inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan
meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakanikanba
dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis
perencanaan karir, dan mendukung program perubahan
budaya.

2. Manfaat manajemen Kkinerja bagi manajer, antaia |
berupa : mengusahakan klarifikasi kinerja dan rewap
perilaku, menawarkan peluang menggunakan waktuaeca
berkualitas, memperbaiki kinerja tim dan individual
mengusahakan penghargaan non financial kepada staf,
mengusahakan dasar untuk membantu pekerja yang
kinerjanya rendah, digunakan untuk mengembangkan
individu, mendukung kepemimpinan, proses motivasn d
pengembangan tim, mengusahakan kerangka kerja untuk
meninjau kembali kinerja dan tingkat kompetensi.

3. Manfaat manajemen kinerja bagi individu, antéam:
memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan menduku
untuk tampil baik, membantu mengembangkan kemampuan

dan kinerja, peluang menggunakan waktu secara
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berkualitas, dasar objektifitas dan kejujuran untuk
mengukur  kinerja  masing-masing  pekerja, dan
menformulasikan tujuan dan rencana perbaikan ceharfa

dikelola dan dijalankan.

2.1.6.3 Ruang Lingkup Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja bersangkutan dengan masalah
pengelolaan semua sumber daya dalam organisasi mangadi
masukan, proses, pelaksanaan kinerja, keluaran regsili kerja,
dan manfaat atau dampak dari suatu kinerja.

1. Input/masukan, berkaitan dengan keahlian, gahgan dan
kepiawaian yang dibawa oleh individu kepada
pekerjaannya.

2. Proses, bagaimana individu berperilaku  dalam
melaksanakan pekerjaan mereka.

3. Output/keluaran, hasil yang dapat diukur dicapé&h
individu menurut tingkat kinerja yang dicapai dalam
melaksanakan tugas.

4. Outcome/dampak, dampak dari apa yang telah alicdph
kinerja individu terhadap hasil kelompok, departemanit
kerja atau fungsi serta organisasi. Ini adalah rikounsi,
yang merupakan ukuran yang penting bagi efektifitas

pekerjaannya.

2.1.6.4 Prinsip Dasar Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja bekerja atas prinsip dasar yaaqatd
dijadikan acuan bersama agar dapat mencapai hasig y
diharapkan. Prinsip dasar manajemen kinerja adalddersifat
strategis, merumuskan tujuan, menyusun perencanaan,

mendapatkan umpan balik, melakukan pengukuran, kunlcda
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perbaikan kinerja, sifatnya berkelanjutan, mené&iata budaya,
melakukan  pengembangan, berdasarkan pada kejujuran,
memberikan pelayanan, menjalankan tanggung jawedapat

consensus dan kerja sama serta terjadi komunikasahh.

2.1.6.5 Model Manajemen Kinerja

Model manajemen kinerja sangat bervariasi disebabka
pandangan yang berbeda dari para pakar manajenidersi@but
disebabkan karena perbedaan dalam latar belakanges@alaman
masing-masing sehingga memberikan  penekanan  yang
berbeda.Namun perbedaan tersebut hendaklah dildetgai sifat
saling melengkapi dan memperkaya.

Oleh karena itu setiap organisasi yang ingin merkena
manajemen kinerja sebaiknya mengembangkan modelerydiri
sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan danukeboya
sendiri.Namun demikian prinsip-prinsip dasar peegygbaraan
manajemen kinerja yang tidak dapat diabaikan tekepus
diperhatikan agar dapat mencapai tujuan yang dikag
(Wibowo, 2007:32).

Meskipun setiap organisasi ingin mengembangkan
manajemen kinerja sesuai versi dan kebutuhannyty tgperlukan
kerangka kerja konseptual sehingga proses yangt tdppat
dikembangkan dan dilaksanakan. Kerangka kerja iaerupakan
panduan bagi manajer, karyawan dan kelompok, sghineglas
kegiatan manajemen kinerja apa yang diharapkarpdgawainya.

Berikut ini disampaikan dua (2) Kerangka kerja leptsal
Manajemen Kinerja, yaitu :

1. Model Daur Manajemen Kinerja Amstrong (1994) imei
aktifitas berikut ini :

a. Penentuan Strategi serta Sasaran organisasi
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1) Persiapan pernyataan nilai serta misi yang
dikaitkan dengan strategi organisasi

2) Penetapan sasaran organisasi dan
departemen
b. Penetapan Rencana dan Kinerja
1) Kesepakatan mengenai akuntabilitas, tugas,

sasaran,tuntutanpengetahuan,keahlian  dan
kompetensi serta ukuran kerja.

2) Kesepakatan mengenai rencana kerja dan
“action plan” untuk pengembangan SDM
dan peningkatan kinerja

C. Pengelolaan secara Berkesinambungan Sepanjang

Tahun

1) Pemberian umpan balik secara teratur.

2) Evaluasi perkembangan secara berkala

d. Evaluasi Kinerja secara Formal

1) Persiapan oleh manager dan karyawan
secara individu untuk suatu evaluasi formal

2) Evaluasi kinerja tahunan, yang kemudian
mengarah kepada kesepakatan kinerja baru

e. Pengembangan dan Pelatihan

1) Program pengembangan dan pelatihan yang
didasarkan atas hasil evaluasi kinerja

2) Pengembangan yang lebih informal akan
berlangsung disepanjang tahun dalam bentuk
bimbingan, konseling, on-the-job training
dan aktivitas pengembangan diri.

2.1.7 Reformas Birokrasi Polri

Reformasi birokrasi adalah“suatu upaya sistema#is terpadu
untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, (Sedgntig 2007:324)".
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Reformasi yang dijalankan oleh Polri adalah suatosgs yang
berkesinambungan dalam membangun dan memperkuattitade
mewujudkan visi dan misi secara nyata, meningkatkéesiensi dan
efektifitas struktur organisasi, membangun kaptaslimengembangkan
instrument dan fasilitas pelayanan, serta memparibaidaya dan etika
profesi secara konsisten. Semua proses tersebuujuser untuk
mewujudkan pelayanan yang bernilai tambah bagi araggt.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaxsgara
(MenPAN) No.15 Tahun 2008 tentang Buku Pedoman rReisi
Birokrasi yang dikeluarkan oleh tim Reformasi Birag Nasional, Polri
termasuk institusi yang harus melaksanakan refarbmakrasi. Untuk itu,
pada tanggal 19 Desember 2008 dikeluarkan Surant&®er Kapolri
(Sprint Kapolri) No.Pol.: Sprint/2134/X11/2008 tagal 19 Desember 2008
tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pailntuk menyusun 5
(lima) program prioritas pembenahan Polri (SDM ltidn, 2010:10).
Kelima bidang tersebut mencakup program pembenglzta bidang
operasional maupun pembinaan Polri, sebagai berikut
1. Program pembenahan budaya manajemen, dengamengielola

seluruh sumber daya dan peluang yang dimiliki aganua pihak

memahami maksud dan tujuan dari pada perubaharardémya,
sehingga tumbuh komitmen bersama seluruh anggotamda
mensukseskan perubahan dan pembaharuan tersebut.

2. Program restrukturisasi dan tata laksana, mafaisan redevinisi
Visi dan Misi lembaga yang sesuai dengan tuntutarub@ahan.
Melakukan analisa beban kerja guna menentukan tstruk
organisasi yang efektif dan efesien.

3. Pelaksanaaquick wins dengan misi membangun keyakinan dan
kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan 4 pnognggulan,
yaitu program pelayanan SIM dan BPKRBuick responseatau
pelayanan cepat terhadap setiap pengaduan dan amapor
masyarakat, transparansi dibidang penyidikan den§&2HP
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(Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikseita
transparansi dan objektifitas dibidang rekrutmeggaia Polri.

4. Program Manajemen SDM dan remunerasi. Programaj@aaen
SDM dengan misi mengelola kualitas sumber dayausiaragar
mampu mengawaki dan menggerakkan roda organis@sirase
professional, efektif dan efesien serta peka texpaabpirasi dan
tuntutan perubahan.Program remunerasi, dengan menata
kembali sistem penggajian yang dinilai belum adibnd
proporsional, karena sistem penggajian yang adanbelikaitkan
dengan sistem penilaian kinerja.

5. Program evaluasi kinerja dan profil Polri 202fengan misi
mengdiagnosa kondisi awal kinerja lembaga dengaihatelari
aspek kualitas kepemimpinan, perencanaan kindgéfifgas dan
efesiensi organisasinya, proses manajemen sumlyar danusia,
penerapan sistem penganggaran berbasis kinerjagulpeman,
analisis dan manajemen informasi kinerja serta jeamen

prosesnya.

2.1.8 Reformas Manajemen Sumber Daya Manusia Polri

Salah satu tuntutan masyarakat terhadap Polri ladetavujudnya
sumber daya manusia Polri yang professional.Dakmgka mendukung
tercapainya reformasi birokrasi Polri, maka fun§&M (sumber daya
manusia) Polri mengemban tanggung jawab perubalealunpenataan
manajemen sumber daya manusia, (Edy Sunarno,2010:10

Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM merogakgkah
paling strategis dalam mewujudkan paradigma batdu Bebagai polisi
sipil (civilian police)Dalam upaya mewujudkan tuntutan dan harapan
masyarakat tersebut ditetapkan langkah-langkah tegisa bagi
pengembangan dan penataan SDM Polri yang sejalagadearah
reformasi Polri sebagaimana diatur dalam Grand&jr&olri 2005-2025.
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Secara strategis, dimensi pengembangan SDM dianakktuk
mencapai rasio yang ideal antara jumlah polisi ganduduk.Sehingga
implikasinya pada peran dari komposisi kekuatan SBdli yang terdiri
dari anggota polisi sebagai tenaga utama tugaskpkaqoolisian dan PNS
(pegawai negeri sipil) pada Polri sebagai tenagapleung, serta pegawai
tidak tetap sesuai kebutuhan keahliannya.  Hingghuntaini anggota
Polri telah mencapai 400.000 personel, (Edy Sun&@o0).

Pada dimensi operasional, fokus pada program @ayaia dan
terpadu terkait pengembangan SDM polri dengan progakselerasi
transformasi perubahan kultur Polri melalui peridmamindset. Program
aksi tersebut mencakup perumusgnideline mengenai manajemen
pembinaan sumber daya manusia Polri yang mencakegiatkn
‘perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, sisterdigigan dan latihan,
sistem penilaian kinerja, sistem karir, dan siskempensasi.

Pembinaan SDM polri untuk menentukan sasaran if@sor
dilakukan melalui program pengembangan SDM, yaiamipangunan
kekuatan dan pengembangan kemampuan personel [@elngan
mempertimbangkan dan memprediksi faktor-faktor yamgmpengaruhi
perubahan situasi kondisi dalam banyak hal. Segedgrafis, demokrafi,
karakteristik masyarakat dan budaya lokal, tatgreamerintahan pusat dan
otda, kondisi perekonomian nasional (keuangan aegadangan devisa
negara, inflasi, kebijakan moneter dan fiscal)tss&ntangan tugas yang
dihadapi Polri.

Sebagai pedoman kedepan telah dirumuskan Visi dasi M
Pembinaan SDM Polri sebagai berikut :

Vis Pembinaan SDM Polri adalah, “Mewujudkan personel Polri
yang Profesional, Bermoral, dan Modern, yang tewgeil sentra pelayanan
yang terdekat dengan masyarakat, untuk memberikaringungan,

pengayoman dan pelayanan masyarakat”.
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Misi Pembinaan SDM Polri adalah sebagai berikut :

Melakukan pengkajian dan perencanaan kebutuliz folri,
baik kuantitatif maupun kualitatif, yang tergelaseluruh kesatuan
kewilayahan dan satuan kerja Mabes Polri.

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penerir8&d Polri
yang berdasarkan prinsip bersih, transparan damtaibel.
Merumuskan frame work kurikulum yang berjenjang dan
berkelanjutan disemua tingkat dan jenis pendidiialingkungan
Polri.

Merumuskan kebijakan transparansi pendidikanlimjkungan
Polri, guna memperoleh hasil didik yang berkualitas
Merumuskan kebijakan serta menyelenggarakammeasian dalam
jabatan berdasarkan prinsimerit system (kemampuan) dan
echievemenfpencapaian), serta memberikamward (imbalan) dan
punishmer{sanksi hukuman).

Merumuskan Kkebijakan penyederhanaan kepangkagaria
memproses kenaikan pangkat SDM Polri.

Meningkatkan kesejahteraan SDM Polri yang baikiddng
kesejahteraan materiil, moril, mental rohani, jasimleondisi psikis
maupun kondisi kesehatan.

Melakukan upaya akselerasi guna memantapkanhzemaan kultur
polisi sipil yang demokratis, protagonist, trangparakuntabel, dan
menjunjung tinggi HAM.

Memproses pengakhiran dinas personel tepat waktu

Mengefektifkan  fungsi pengawasan  terhadap rdelu

penyelenggaraan manajemen SDM Polri guna menghindar

terjadinya berbagai bentuk penyimpangan.

Pembinaan SDM Polri juga mencakup asas-asas sdiegait :
Asas Legalitas, yaitu asas yang mempersyaratkiamya dasar
hukum, ketentuan undang-undang, dan peraturan gengn

undangan bagi setiap tindakan polisional.
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2. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan, sebagaingigara penegak
hukum, maka para anggota Polri harus senantiasgunjeng
tinggi hukum dan keadilan dalam pelaksanaan tugasny

3. Asas Kewajiban, pada asas ini melekat tanggamegl) secara
individu dari setiap petugas polisi.

4. Asas Kemandirian, pembinaan SDM mensyaratkaak tadanya
intervendi atau pengaruh dari internal maupun ekate

5. Asas Akuntabilitas, dalam hal pelaksanaan rekeat calon
anggota Polri, harus dapat mempertanggung jawaldegala
sesuatunya mengenai proses rekrutmen tersebut.

6. Asas Transparansi, transparansi dalam prosesipaam SDM
Polri pada hakekatnya adalah taat asas yang bera&oara
universal, ataupun ketentuan lain yang telah diatialam
perundang-undangan.

7. Asas Efektifitas dan Efesiensi , pembinaan SCitiRarus sesuai
dengan kaidah yang berlaku, dilaksanakan secaad&na dengan
memanfaatkan sumber daya yang tepat dan efesieng ya
diwujudkan melalui pemanfaatan fasilitas dan anggaagar hasil
yang dicapai sesuai dengan rencana.

8. Asas Partisipasi, partisipasi berasal dari nraggd untuk
menangkal dan mencegaht erjadinya penyimpanganilakper
yang dilakukan oleh anggota Polri.

9. Asas Preventif, dalam melaksanakan tugas danemaavgnya,

Polri mengutamakan tindakan pencegahan.

2.1.9 Konsep Weber Tentang Birokrasi

Pengertian klasik mengenai birokrasi oleh Max WelE64-
1920) di dalam Kamanto (2000:12), adalah “ orgasigang memiliki
fungsi tertentu yang diatur dengan peraturan, esganini mematuhi
prinsip-prinsip hierarki, unit yang ada dibawahatkol dan dikendalikan
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oleh atasannya, ketentuan administrative, keputuskm peraturan
dituangkan dan dicatat secara tertulis.

Pemikiran Weber tentang birokrasi pada dasarnyakbe pada
teori sentralnya mengensaosial actior tindakan sosial.Menurutnya tidak
semua tindakan manusia dianggap sebagai tindalssal.sBuatu tindakan
hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tinddkesebut dilakukan
dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, damwrie@tasi pada
perilaku orang lain.

Menurut Weber, suatu tindakan ialah perilaku manugang
mempunyai makna subjektif bagi pelakunya.Karenautiiuk memahami
sebuah tindakan, makna dan motif yang mendasadakan harus
ditempatkan sebagai focus utama kajian tentan¢pgarindividu.

Selanjutnya dijelaskan, terdapat empat tindakamksgang dapat
diidentifikasikan menurut makna yang dilekatkan gathdakan itu (1)
Zweckrational; (2) werrational; (3) Affective Actip (4) Traditional
Action.Zweckrationatliterjemahkan sebagai technocratic thinking
dalam pengertian itu, tindakan yang dimotivasi ol&tveckrational
merujuk pada hadirnya kesadaran yang jelas ak@dmapipilihan rasional
atas cara untuk mencapai tujuan.

Weber percaya bahwational actionmenjadimode of actioryang
dominan dalam masyarakat industrial, mengeser kantitindakan yang
dimotivasi oleh nilai Wertrationa), perasaan atau emosaffective
action), atau tradisi ttaditional actior). Dalam kaitan dengan ini, Weber
memandang birokrasi sebagai hasil bekerjanya prossenalisasi atas
eksistensi dari sebuah organisasi yang memilikiainjyang jelas dalam
sebuah konteks sosial masyarakat industrial.

Dengan kata lain, birokrasi dalam pandangan Weaeéa plasarnya
adalah tindakan rasionalZWeckrational) yang dilembagakan yang
didalamnya melibatkan usaha pengaturan dan peniggemdadividual
berdasarkan sejumlah aturan yang bersifat ras{cstabnal rules)dengan
tujuan akhir terjadinya efesiensi teknis organisd3engan demikian

birokrasi merepresentasikan sistem pengendadigst§m of contrplyang
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mencoba memastikan bahwa kemampuan teknis indidichanfaatkan
secara efektif.

Dalam pandangan Weber, di samping sistem pengendali
birokrasi juga menyangkut masalah legitimasi yaagad bersumber dari
otoritas tradisional, karisma, atau otoritas legaional. Otoritas legal-
rasional, adalah yang menjadi dasar dari sebuatkrbsi modern yang
tipe idealnya menurut Weber memiliki enam ciri uéam(1) hadirnya
hirarki; (2) hubungan yang bersifat impersonal; {8)sedianya aturan
secara tertulis; (4) promosi dilakukan atas dagsastpsi; (5) terdapat
spesialisasi pembagian kerja; dan (6) pengutamada ipilai efesiensi.

Dalam penjelasannya, Weber menerangkan bahwa agickdalah
sebuah organisasi yang berorientasi pada pencapaigan yang
didasarkan pada prinsip-prinsip rasional guna paicg/a tujuan secara
efesien. Para anggota birokrasi dijenjangkan beras hierarki yang
menghubungkan mereka dalam sebuah mata rantai kimmgchain of
commongl yang tugas dan kewajibannya dinyatakan dalanmaattertulis
yang bersifat impersonal dalam pembagian kerjakdilan berdasarkan
spesialisasi untuk sebuah tujuan akhir, yakni fgog/a tujuan organisasi
secara efesien.

Sebagai catatan akhir dari deskripsinya tentangkiasi, Weber
percaya bahwa Negara dan sector ekonomi moderk tiusgkin dapat
berkembang tanpa kehadiran birokrasi rasional \ypalalbegitu, Weber
juga mencemaskan apabila birokrasi Negara dibiankangawasi dirinya
sendiri.Dalam paandangannya, terdapat dua alasamautmengapa
birokrasi Negara perlu diawasi. Pertama, dalam &aad krisis
kepemimpinan birokrasi tidak akan berjalan secéeitié Para birokrat
pada umumnya dididik untuk mengikuti perintah darenjalankan
organisasi menurut rutinitas dari pada untuk mernmjaprakarsa dan
mengambil keputusan untuk menanggapi krisis.Kedalgm masyarakat
kapitalis, petinggi birokrasi berpotensi mengalahda tekanan yang
datang dari kekuatan yang mewakili kelompok pemaosisthubungan

dengan itu menyesuaikan peran mereka untuk memekelhituhan
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kelompok tersebut.Karena itu, Weber menyarankantirnggrya untuk
memastikan terdapatnya control yang memadai datempan terhadap

birokrasi Negara.

2.1.10 Interaksionisme Simbolik Sebagai Perspektif Teoritik Utama

Pip Jones (2009:23) menjelaskan, bahwa Manusiaadalah
mahluk sosial dan hampir semua yang di lakukannddtehidupannya
berkaitan dengan orang lain.Produk dari pengarubialsotersebut
melahirkan yang disebut dengan tindakan atau pgeriiadividu yang
bermakna.Pengaruh yang paling penting terhadafakerindividu adalah
perilaku individu lain terhadap dirinya yang fokyanbukan pada aturan
kebudayaan secara umuneofi struktural konsensus), atau distribusi
tidak merata dari keuntungan yang dinikmati dalamsyarakat teori
struktural konflik). Melainkan pada hubungan sosial manusia satu sama
lain (individual social encountejsyakni bagaimana berbagai pihak dapat
memahami satu sama lain sehingga interaksi terfasiensi kehidupan
sosial terletak pada kemampuan luar biasa manusik umengelola apa
yang terjadi disekitar mereka, kemampuan merekakumielekatkan
makna pada realitas, dan kemudian memilih untuknaizk menurut cara
tertentu dalam interpretasi. Inilah yang disetieoti inter pretif atau teori
tindakan.

Teori tindakan (Marx Weber), menekankan pentingkgfautuhan
untuk memusatkan perhatian pada kehidupan sosigkai mikro, cara
individu berinteraksi satu sama lain dalam kontdigbungan sosial secara
individual, bukan tingkainakro yakni cara seluruh struktur masyarakat
mempengaruhi perilaku individu. Bagi teanterpretif, masyarakat adalah
hasil akhir dari interaksi manusia, bukan penyebab.

Dalam teori interpretif, tindakan itu adalah proddhri suatu
keputusan untuk bertindak, sebagai hasil dari @ikiHampir semua yang
kita lakukan adalah hasil dari memilih tindakan gam suatu cara tertentu

bukan cara lain. Ini adalah pilihan purposif, atherorientasi pada
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tujuan.Kita memilih di antara banyak pilihan kares@bagai manusia, kita
mampu mengarah kepada tujuan atau hasil dan meiigardakan untuk
mencapainya. Oleh karena itu, hampir semua tindakanusia adalah
tindakan yang disengaja/sukarelal(intary) : kita mewujudkan tindakan
tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang dikendak

Keputusan/tindakan menentukan tujuan yang kitdn milakukan
sesuai dengannterpretasi kita mengenai dunia di sekeliling.Manusia
menjadikan masuk akal latar atau situasi dimarearkiénemukan diri kita
dan mewujudkan tindakan sesuai dengan situasiM&nggunakan teori
tindakan untuk kepentingan ini berarti memilih afpag dilakukan sesuai
“definisi situasi yang bersangkutan”. Hampir serfatar yang kita jadikan
masuk akal melibatkan lebih dari hampir segalaaesyang kita lakukan
dalam kehidupan yang terjadi bersamaan dengan ahdiam.Sebagian
besar situasi yang harus kita definisikan untuk fhlembagaimana
bertindak adalahiindakan sosial yaitu tindakan yang kita pilih sesuai
interpretasi kita mengenai kelakuan orang lain malkonteks yang
bersangkutan.

Interkasionisme Simbolik (1S) adalah salah satu teori interpretif
atau teori tindakan yang paling terkenal.Sasaramdgleatannya ialah
interaksi sosial; kata simbolik mengacu pada penggn symbol-simbol
dalam interaksi yang didalamnya berisi tanda-tansi@grat-isyarat, dan
kata-kata (Kamanto, 2000:35).

Interaksi simbolik menawarkan gagasan penting taten
bagaimana para pelaku terlibat dalam sebuah irdersidsial yang di
tandai oleh proses interpretasi yang kompleks unmakghasilkan makna
yang khusus dari mana tindakan sosial mereka itdagarkan. Dalam
pandangan perspektif interaksi simbolik.Para pela&tinteraksi dengan
menggunakan simbol-simbol yang di dalamnya beaisila-tanda, isyarat-
isyarat dan kata-kata.Perspektif ini mempelajajeblsecara simbolik dan
melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang dméaindrom, et.al, 2001)
di dalam Jusuf (2004).Sejumlah pemikir utama yamgniveri arah dasar
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dalam perkembangan perspektif interaksi simbolikadiaranya George

Herbert Mead, Herbert Blumer, dan Erving Goffman.

Herbert Blumer (1922) dalam Kamanto (2000:36)alsaeorang
penganut pemikiran Mead, menjabarkan pemikiran Meaehngenai
interaksionisme simbolik. Menurut Blumer, pokok ipgk interaksionisme
simbolik ada tiga, bahwa:

1. Manusia bertindak (ack) terhadap sesuatu (thirmg dasar makna
(meaning) yang dipunyai sesuatu tersebut baginya.

2. Makna yang dipunyai sesuatu tersebut, berasal mtancul dari
interaksi sosial antara seseorang dengan sesamanya.

3. Makna diperlakukan melalui suatu proses penafgirdarpretative
process), yang digunakan orang dalam menghadapatsegang
dijumpainya. Yang hendak ditekankan Blumer di sagh bahwa
makna yang muncul dari interaksi tersebut tidak itbegaja

diterima oleh seseorang melainkan ditafsirkan bénleahulu.

Sebagai peletak dasar dari perspektif interaksiomisimbolik,
Mead menekankan pembahasannya pada hubungan-ballkalproses
intrepretif dua arah). Individu tidakhanya harus nméami bahwa
tindakan seseorang adalah produk dari bagaimanaeiaginterpretasi
perilaku orang lain, tetapi bahwa interpretasi akbn memberi dampak
terhadap pelaku yang perilakunya diinterpretasgearcara tertentu pula.
Pengaruh interaksionisme yang paling umum adakaidgngan bahwa
kita menggunakan interpretasi orang lain sebagkii Bkita pikir siapa
kita”. Berarti citra diri (self-image)kesadaran mdigas kita adalah produk
dari cara orang lain berfikir tentang kita. Akibgan dalam hal ini “saya
adalah apa yang saya pikir engkau berfikir tentsmyg@”. Citra diri adalah
produk dari proses interpretative-alokasi maknaransatu orang dengan
orang lain-yang bagi teori tindakan adalah akar slEmua interaksi sosial
(Pip Jones, 2000:142-143).

Mead, memandangelf (diri) berkembang dari keadaan yang

serupa yang mewujudkan rohani, yaitu memunculkanbai-simbol
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signifikan dari tindakan-tindakan sosial. Diri aalalindividu yang menjadi
objek sosial bagi dirinya berarti bahwa individu memperoleh makna-
makna yang diartikan oleh orang lain di sekelilipgnMeskipun diri telah
berkembang dengan sempurna, ia tetap akan berdsafaisperubahan
yang dialami oleh kelompok itu. Hal ini bukanlaliusaatunya dasar dari
perubahan diri itu, seperti yang dijelaskan Meadarma uraiannya
mengenai perbedaan antara “me” dan “I” sebagai thse diri.ltu
merupakan organisasi diri yang biasa dan menurat.ladmengandung
sikap orang lain yang dikelola sebagai panduan bagkah laku orang
itu. Oleh karena kita memasukkan sikap orang laituki membentuk
kesadaran diri maka kita mengingat kembali tingledia kita.

Dengan kata lain, Mead berargumentasi bahwa Es®RO
membentuk konsep dirinya dengan jalan mengambdpedtif orang lain
dan melihat dirinya sendiri sebagai objek melalasetfase tertentu.
Pertama fase bermain dimana individu itu memainkan pesasial dari
orang lain. Tahap ini menyumbang perkembangan kemumam untuk
merangsang perilaku individu itu sendiri menurutspektif orang lain
dalam suatu peran yang berhubungan dengaKeitlug fase pertandingan
yang terjadi setelah pengalaman sosial individu beskembang.Tahap
pertandingan ini dapat dibedakan dari tahap bermi@ngan adanya suatu
tingkat organisasi yang lebih tinggi. Konsep dindividu terdiri dari
kesadaran subjektif individu terhadap perannya y&hgsus dalam
kegiatan bersama itu, termasuk persepsi-persepsing harapan dan
respon dari yang lairketiga, fase mengambil peran, yaitu ketika individu
mengontrol perilakunya sendiri menurut peran-penarum yang bersifat
impersonal.Fase ini terdiri dari harapan-harapansiandar-standar umum
yang berguna untuk merencanakan dan melaksanakdragae garis
tindakannya. Menurut Mead, pengambilan peran ia Iohengatasi suatu
kelompok atau suatu komunitas tertentu secara ergien atau juga
mengatas batas-batas kemasyarakatan.

Selanjutnya, dalam pandangan Mead di dalam J(@004),

organisasi definisi-definisi, sikap-sikap, konsepri dindividu yang
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subjektif, dan organisasi kelompok-kelompok, insttinstitusi sosial, dan
masyarakat itu sendiri bersifat eksternal. Keseryaiaaling berhubungan
dan saling bergantung, karena baik organisasinatenaupun eksternal
muncul dari proses komunikasi simbol. Organisasiatanemperlihatkan
inteligensi manusia dan pilihannya.Dengan munculnydelegensi,

individu-individu dapat melampaui banyak batas yamgncul dari sifat

biologis atau lingkungan fisiknya.

Gagasan utama Mead pada dasarnya menekankan baitar
sosial yang didalamnya berisi tentang peran-pecsimlsadalah sesuatu
yang tidak tetapfixed) atau tidak berubah tetapi senantiasa dimodifikasi
selama interaksi. Dengan kata lain, Mead mengalahwha setiap
masyarakat, termasuk organisasi sosial, memilikruksir yang
didalamnya menyediakan pengetahuan tentang kepatogsperilaku.
Walaupun demikian, Mead berargumentasi bahwa setrapvidu
memiliki kemampuan menafsir dan sehubungan denganmembuat
pilihan untuk menentukan perilakunya yang relevandgat jelas disini
bahwa, Mead beranggapan individu tidak hanya dibentelainkan juga
secara aktif membentuk dan menciptakan lingkungaiasmereka.

Secara lebih umum, esensi pandangan utama y&amldangkan
para pemikir dari tradisi interaksi simbolik pad@sdrnya melihat individu
sebagai pemilik pengetahuan yang makna subjektidityasilkan melalui
dan bersama-sama individu lainnya dalam sebuahak#esosial.Dalam
pandangan ini, pengetahuan adalah kekuatan insttahngang membuat
individu memiliki kemampuan untuk menafsir dan mewib dunia
disekitarnya menjadi relevan bagi kehidupan mereka.

Perspektif ini berargumentasi bahwa pengalamdakpemenjadi
dasar dari mana interpretasi tentang sesuatu itasidkan dan yang
kemudian diperbaharui kembali melalui interaksii@dsarena itu, objek,
situasi, dan peristiwa tidak memiliki pengertianngandiri.Sebaliknya
pengertian adalah interpretasi atas pengalaman yhogntuk secara
subjektif.Dalam pengertian ini, individu tidak badak atas dasar respon
yang telah ditentukan terlebih dahulu.Interpretdsayena itu, bukan
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tindakan bebas melainkan dibentuk melalui interaks@seorang

membentuk pengertian.

Argumentasi inilah yang menjadi dasar dari tigappsisi interaksi
simbolik yang dikembangkan oleh Blumer (1969) yamgnyatakan
bahwa, pertama, individu mendasarkan tindakannyas atasar
makna.Kedua, makna adalah sesuatu yang dibangunalumel
interaksi.Ketiga, makna adalah sesuatu yang sesantiperbaharui dan
dinegosiasikan melalui interpretasi secara aktéholndividu selama
berinteraksi dengan individu lainnya.

Poloma (2003:258-273) di dalam Jusuf (2004), nykas ide-ide
dasar interaksi simbolik yang dikembangkan olemi&usebagai berikut :
1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksigymerupakan

akumulasi atas berbagai tindakan manusia yang bengan

dengan kegiatan manusia lain.

2. Interaksi simbolik mencakup “interpretasi tindakasedangkan
interaksi non simbolik hanya mencakup stimulus-oesp yang
sifatnya sederhana.

3. Objek-objek tidak memiliki makna yang intrinstik,akna lebih
merupakan produk interaksi simbolik

4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal (dr irinya),
tetapi juga bisa melihat dirinya sendiri sebagaekb

5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretativey ydbuat oleh
manusia sendiri.

6. Tindakan itu saling terkait dan disesuaikan oleggata-anggota

kelompok.

Namun, pengaruh orang lain baru separuh darieprasteraksi
yang ditekankan oleh interaksionisme simbolik.etaksionisme simbolik
menekankan peran aktif yang dimainkan manusia dg@entiptaan diri
sosial gosial selvesmereka. Menurut Interaksionisme simbolik, karena
kita segera belajar bahwa orang lain akan mengirgesi perilaku kita,

kemampuan interpretif kita memungkinkan kita untolemanipulasi

Universitas Indonesia

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.



52

interpretasi kita sesuai dengan pandangan kitadeyh diri sendiri. Kita

menggunakan kapasitas kita agar reflektif untuk ghedirkan seseorang
yang kita ingin orang lain berfikir tentang kitait& memainkan peranan
dalam cara yang kreatif agar orang lain merespdasienurut yang kita
kehendaki. Akibatnya kita mengelola , atau mengatama, respons-
respons orang lain dengan cara menghadirkan drr&ith sedemikian

sesuai dengan yang inginkan mereka berfikir tentdteg Kita menjadi

aktor-aktor diatas panggung kehidupan, menuliskais-garis kehidupan
kita (Pip Jones, 2000:145).

Ahli teori interaksionisme simbolik yang biasangidnubungkan
dengan penekanan permainan peranan kreatif inalagalving Goffman
(1922-82). Dalam bukunydresentation of Self in Everyday Lif£969),
Goffman menyajikan konsepsinya tentang kehidup@mksebagai suatu
panggung pertunjukan dalam mana para pefaktorg berperan menurut
apa yang mereka pahami sebagai sebuah keharusgmmgnterminkan
harapan situasional.Dalam setiap interaksi, kariéma selalu terdapat
sejumlah pertunjukan.Kajian dan teori yang reled@mgan konsep ini
disebutdramaturgi. Dramaturgi adalah suatu peristiwa sosial yangihar
dilihat dan dikaji melalui observasi dan apa yangeblutnya sebagai
analisis kerangka.

Menurut Goffman di dalam Jusuf (2004), setiap radtsi selalu

melibatkan sejumlah aturan sosial (sosial rulesh d#&ual yang

dipraktekkan atas pemahaman pelaku yang terlidatrdanteraksi sosial
itu sebagai mencerminkan harapan-harapan sosiabilpseseorang itu
bertindak secara tidak konsisten dengan harapaal sms maka ia akan
melakukannya secara diam-diam untuk memuaskan dranagra pelaku
lainnya. Karena itu, dalam setiap interaksi, pels&sungguhnya memiliki
dua panggung : panggung luar yang mencerminkampaararang lain dan
panggung dalam yang mencerminkan keinginan-keimgssadiri pelaku.
Setiap pelaku secara konstan mengelola dua panggutkegtika terlibat

dalam interaksi sosial.
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Menurut Goffman, dalam interaksi sosial yang naenigil bentuk
sebualperformance selalu terdapat apa yang dia sebut dengan pagggun
depan front stagé dan panggung belakangack stage Panggung depan
merupakan penampilan pelaku yang berfungsi didateode yang umum
dan bersifat tetap untuk mendefinisikan situasii [pedaku lainnya yang
menjadi penonton dalarperformanceitu. Selama kegiatan rutin pelaku
akan memperlihatkan dirinya yang ideal sebagaimdiharapkan oleh
masyarakat berdasarkan status sosialnya : “seqraladku yang sedang
terlibat dalam performance cenderung menyembunykematan, fakta-
fakta, dan mitif-mitif yang tidak sesuai dengaraattirinya dan produk-
produknya ideal”’. Walaupun demikian, pelaku memikikecenderungan
untuk berperilaku seakan-akan routine yang adaafsely” inilah yang
terpenting.

Pada karyanya yang laiAsyluns, Goffman (1961) menegaskan
bahwa individu bukanlah sekedar produk dari sistealam institusi total
sekalipun, individu memainkan peran aktif yang dapempengaruhi
struktur, bahkan membentuk struktur baru.Dalam maentasinya, ia
mengatakan bahwa, “ dalam setiap hubungan soséd|usdapat di
temukan pelaku yang menggunakan metode untuk nmeefgagk dengan
orang lain yang di anggap harus di patuhi”. Hatimkak saja terjadi dalam
institusi total, tetapi sesungguhnya juga terjadach masyarakat luas.

Pemikiran Goffman tentang Dramaturgi itu tidalpaiadipisahkan
dari konsep yang sebelumnya di kembangkan olehl€hEiorton Cooley
tentanglooking-glass-selGagasan dasar tentang konsep tersebut di dalam
Jusuf (2004) pada intinya menyatakan bahpertama individu selalu
membayangkan bagaimana ia di lihat oleh orang lkedug individu
membayangkan bagaimana orang lain itu membuat gi@niltentang
dirinya. Ketiga, individu mengembangkan apa yang disebut dersgdin
feelingsebagai hasil dari bayangan dirinya tentang penilarang lain.

Konsep Cooley tentandooking-glass-selfdan konsep Mead
tentang self menjadi dasar dari perkembangan selanjutnya dsaoi t

interaksi simbolik Goffman. Dari konsep Mead tewgtaself yang
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merupakan bayangan dari “I" dan “Me”, Goffman memgangkan
konsep yang di sebutnya dengan istifanucial discrepancy” untuk
menggambarkan ketegangan diantara apa yang dikaarafeh orang lain
untuk seorang bertindak dan apa yang sesunggulecgaasspontan ingin
di lakukan oleh orang itu. Sebagai akibatnya sesgprmemiliki
kebutuhan untuk mengelola citra dirinya ketika ibet dalam suatu
interaksi sosial. Sebuah kebutuhan yang di satakpitapat memuaskan
harapan orang lain dan di pihak lain dapat menghkah individu dari
ketidak konsistenan di antara harapan sosial dgaakan yang di lakukan.
Ini semua yang kemudian menghasilkan konsepression management
(Goffman 1961 di dalam Jusuf :2004).

Dalam konteks ini Goffman menyebut bahwa semuastpea
sosial memiliki sifat dramaturgi, karena semua blentperilaku
mempunyai implikasi yang potensial bagi konsep pla pelakyactors)
yang terlibat di dalamnya. Suatu tim dramaturgglald sekelompok orang
yang bekerja sama untuk mementaskan suatu penanteitentu, karena
kebulatan arti mengenai kegiatan-kegiatan yangakiukdan di tentukan
oleh konteks di mana kegiatan itu terjadi, sekaligaunculnya jarring-
jaring pemahaman bersamah&red understandingsebagai kerangka
analisis di mana peristiwa-peristiwa sosial ityectei

Sebagai catatan penutup, dalam teori dramatuagi@offman
mengatakan bahwa perilaku individu dalam kontelsassemestinya di
pahami dalam kerangka aktor-panggung-sebuah pessentiri Self
presentatioh yang di dalamnya melibatkan proses-proses maaspul
simbol dan manajemen kesamression managementntuk tujuan-

tujuan interaksi sosial yang berkelanjutan.
2.1.11 Strukturasi Anthony Gidden (1984)
Teori strukturasi merupakan teori umum dari akssiao Teori ini

menyatakan bahwa manusia adalah proses mengamliicarmeniru beragam

sistem sosial. Dengan kata lain, tindakan manuslalah sebuah proses
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memproduksi dan mereproduksi sistem-sistem sosialgyberaneka ragam.
Interaksi antar individu dapat menciptakan strukgang memiliki range dari
masyarakat yang lebih besar dan institusi budayey yabih kecil yang masuk
dalam hubungan individu itu sendiri.

Individu yang menjadi komunikator bertindak secsirategis berdasarkan
pada peraturan untuk meraih tujuan mereka dan tsager menciptakan struktur
baru yang mempengaruhi aksi selanjutnya.Hal inekarpada saat individu itu
bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhannya, kamdéersebut menghasilkan
konsekuensi yang tidak diinginkan (unintended cqueaces) yang memapankan
suatu struktur sosial dan mempengaruhi tindakaivichditu selanjutnya.

Struktur dinyatakan seperti hubungan pengharapaonipok peran dan
norma-norma, jaringan komunikasi dan institusi @ostdimana keduanya
berpengaruh dan dipengaruhi oleh aksi sosial.Siruktenfasilitasi individu
dengan aturan yang membimbing tindakan meraka.Ad¢d@pi, tindakan mereka
juga bertujuan untuk menciptakan aturan-aturan lelm mereproduksi yang
lama.Manusia menurut teori ini yaitu agen pelakiupean yang memiliki alasan-
alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan mampu maigm alasan itu secara
berulang-ulang.Aktivitas-aktivitas sosial manusra bersifat rekursif dengan
tujuan agar aktivitas-aktivitas sosial itu tidakakisanakan oleh pelaku-pelaku
sosial tetapi diciptakan untuk mengekspresikanng#i sebagai aktor/pelaku
secara terus menerus dengan mendayagunakan setunmberdaya yang
dimilikinya.Pada dan melalui akivitas-aktivitasnyagen-agen mereproduksi
kondisi-kondisi yang  memungkinkan  dilakukannya \akdis-aktivitas
itu.Tindakan manusia diibaratkan sebagai suatu pettaku yang terus menerus
seperti kognisi.

Strukturasi mengandung tiga dimensi, yaitu sebagakut: Pemahaman
(interpretation / understanding), yaitu menyatakara agen memahami sesuatu.
Moralitas atau arahan yang tepat, yaitu menyatakaa bagaimana seharusnya
sesuatu itu dilakukan. Kekuasaan dalam bertindaku ynenyatakan cara agen
mencapai suatu keinginan. Tiga dimensi struktumsisimempengaruhi tidakan
agen.Tindakan agen diperkuat oleh struktur pemahanmmaoralitas, dan

kekuasaan.Dalam hal ini agen menggunakan aturaaratuntuk memperkuat
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tindakannya.Dalam satu kelompok yang telah terberswukturnya, masing-
masing individu saling membicarakan satu topiketeii.Dalam strukturasi, hal
ini tidaklah direncanakan dan merupakan konsekugargy tidak diharapkan dari
perilaku anggota-anggota kelompok.Norma atau atyeary ada diinterpretasi
oleh tiap individu dan menjadi arahan tingkah lakereka. Kekuatan yang
mereka miliki memungkinkan mereka untuk mencapjiatu dan mempengaruhi
tindakan orang lain.

Dalam prakteknya, tindakan seseorang dapat dipehigardan
mempengaruhi beberapa struktur yang berbeda dalaktuwyang sama.
Pertemuan lebih dari satu struktur ini kemungkia&an menimbulkan: Mediasi,
yaitu struktur yang satu menjadi perantara munulstyuktur yang lain. Dapat
dikatakan produksi dari suatu struktur dapat merberstruktur baru atau
melengkapi struktur yang sudah ada.Kontradiksi,tuyastruktur yang satu
mengatasi atau menghapus struktur yang lama.Haldisebabkan adanya
pertentangan yang memicu konflik antar struktur irsgga menghasilkan
perubahan struktur yang berguna untuk mengatasicatya konflik yang

berkepanjangan ataupun menghapus struktur yandp sidadé relevan.

2.2  Kepustakaan Penelitian

Dalam penulisan ini, di pergunakan beberapa b&agian kepustakaan

yaitu :

1. Disertasi Prof. Dr. Jusuf, MM (2004) dengan juduReserse Dan
Penyidikan : Sebuah Studi Tentang Interpretasi Daplementasi Penyidikan
Kasus Kriminal”.

Disertasi tersebut mengkaji mengenai bagaimanayigi&n reserse
dilingkungan organisasi reserse kepolisian memipeakna dan sehubungan
dengan itu merespon undang-undang dan peraturamrhtéetulis lainnya yang
beroperasi sebagai protokol normatif yang mengéatalproses penyidikan.
Selain itu Disertasi tersebut membahas bagaimama palaku melakukan
interpretasi terhadap birokrasi dan interaksi y&argadi dengan mereka sebagai
penyidik dan dengan para terperiksa.
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Secara umum Disertasi tersebut menyimpulkan, babkvwadi perbedaan
diantara prosedur normatif dan yang senyatanyaptimentasikan oleh para
anggota reserse.Perbedaan tersebut muncul sebagdi ifterpretasi secara
subjektif dan intersubjektif para pelaku terhadapksur yang diyakini sebagai
respon yang fungsional, efesien, efektif, dan pktfludan bukan karena
kurangnya pemahaman dan pengabaian terhadap prosedumatif
itu.Rasionalitas ini berkembang sebagai responmaitss atas struktur yang
dipahami oleh para pelaku sebagai mengandung kidkeratruktural.

Sebagai akibatnya, para pelaku memproduksi malargy yberstandar
ganda dan penuh ambivalensi yang berlaku secaleedeeruntuk setiap pelaku
dan setiap kasusnya.Tindakan dilematis tersebutupakan fungsi atas
interpretasi subjektif mereka terhadap berbagai eksitas struktur dan

pengalamannya ketika berinteraksi dengan lingkuisgaral mereka.

2. Laporan Hasil Penelitian Lembaga Manajemen Fakutkonomi (LM-
FEUI) tentang “ Manajemen Sumber Daya Manusia Pblilan Juli-Desember
2004 didalam buku “Reformasi Berkelanjutan : Instit Kepolisian Republik
Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia Polri (2006)".

Penelitian tersebut bertujuan untuk memberdayadteuktur organisasi,
pemantapan sistem, kebijakan dan operasi sumbexr pegdukungnya, untuk
membangun secara jangka panjang seluruh kompongmesulaya manusia Polri,
melalui pembenahan yang holistik, serta diarahkastaprekomendasi pada aksi
nyata dan produktif dalam mewujudkan fungsi fundatale polisi sebagai
pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hugangayom, pelayan dan
pelindung agar dapat terwujud apa yang diharaplenroasyarakat.

Hasil penelitian menyebutkan, bahwa hingga saamianajemen SDM
Polri masih bersifat pragmatis, melakukan perbailkdau penyesuaian bila
memang mendesak, dan dengan cakupan perbaikan $epgajang dapat dilihat
langsung kebutuhannya. Ditemukan berbagai perntemalaistem manajemen
SDM Poalriyaitu :

a. Permasalahan Perencanaan SDM
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Sistem perencanaan SDM Polri belum dilakukan sekanaperensif

dan integrative.

(1) Putra Daerah, rasio jumlah anggota Polri jauh lekindah dari
jumlah penduduk khususnya pada tingkat Bintara Bamtama.
Hal tersebut disikapi dengan menetapkan kebijdkaal boy for
local job. Sementara itu, kebijakan tersebut menimbulkan
permasalahan baru yaitu : (a) kualitas sumber daysy masih
belum merata lintas daerah, (b) kemauan dan keangdDM calon
yang berbeda-beda tentang penempatan calon tersibutidak
sesuai dengan kuota bagi daerah tertentu, (c) karglan yang
menjadi anggota Polri bukan karena kemauan beksegual
harapan Polri, tetapi karena berbagai pertimbarafitis yang
sulit bersaing memasuki Universitas, kepastian nezoieh kerja,
(d) dikuatirkan muncul masalah semakin mengentabgrmangat
kedaerahan dan menipisnya semangat kebangsaan kafdeks
Negara Kesatuan Republik Indonesia, (e) sistem elteis
membutuhkan anggaran biaya yang mahal.

(2) Masa tugas dan mobilitas jabatan, pada umumnyaotadglak
mengetahui berapa lama seseorang sebaiknya dimatasi
dipromosi. Dari sisi kenaikan pangkat dan jabattarkesan
pengelolaan yang dilakukan oleh Polri masih belwerdasarkan
perencanaan dengan standar baku. Istilah yanggsdii@mukan
saat wawancara adalah “manajemen jendela” yangyareorang
anggota akan lebih diperhatikan kariernya apab#ang-sering
terlihat atasan atau yang berwenang membuat keputus
Dampaknya adalah munculnya persaingan karir yatak tifair
oleh sekelompok anggota Polri yang merasakan adaaydatan
oleh alasan-alasan di luar prestasi kerja.

(3) Komposisi gender, belum ada perencanaan mengemapdsisi

SDM dalam kaitan dengan gender.
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(4) Data dan informasi masih sangat terbatas untuktddiganakan
menyusun strategi perencanaan dan pengembanganePolasuk

pegawai negeri sipil Polri.

b. Sistem Rekrutmen

(1) Kegiatan penerimaan yang telah berjalan selambdahim sesuai
dengan pedoman penerimaan calon anggota Polri.

(2) Pelaksanaan kegiatan belum transparan, anggota yemgjadi
panitia kurang kompetensi dan tidak memiliki keah]i sering
terjadi intervensi dari pihak yang lebih tinggi &na
kewenangannya, supervise pelaksanaan pengendalian d
pengawasan belum berfungsi optimal sehingga masih

memungkinkan terjadinya penyimpangan.

c. Pendidikan Polri

(1) Kurikulum pendidikan yang ada belum mendukung perian
Polri yang professional, materi pelatihan yang agak dengan
kemahiran sebesar 70% akan menghasilkan peseria yhdg
lebih berorientasi pada kemampuan teknis (yang bisagarah
jadi tukang pukul)dan kurang berorientasi pada dsneerpuji dan
patuh hukum (untuk mampu jadi pengayom dan peligdun
masyarakat).

(2) Fokus pembahasan materi lebih pada teori dan kudamdpangi
dengan praktek.

(3) Tenaga pengajar pada umumnya belum memenuhi harapan
(kualitas dan kuantitasnya) sehingga kurang menuykproses

belajar mengajar.

d. Sistem Penilaian Personil Polri
(1) Selama ini daftar penilaian yang berlaku baru dikh atasan
apabila diminta oleh bidang pembinaan personel kurttyuan

tertentu, sehingga tidak ada penilaian yang dilakulsecara

Universitas Indonesia

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.



60

berkala dalam waktu tertentu untuk memperoleh mési yang
lebih objektif dan tidak berdasarkan penilaian aesa

(2) Hasil  penilaian yang berlaku belum ditujukan untuk
pengembangan personil/anggota dan tidak dijadikebagai
data/informasi dalam pengambilan keputusan dibiczDiyl.

(3) Sistem penilaian prestasi masih menggunakan metgatey
memberi peluang bagi penilai untuk menilai secanajektif.
Dimana prosedur yang berlaku adalah atasan menaberik
penilaian kepada bawahan tanpa melibatkan persamnegl dinilai,
sehingga personel yang dinilai tidak mengetahuil lyasg dibuat
oleh atasan.

(4) Hasil penilaian hanya formalitas saja, tergantumag deberapa
sering seseorang menghadap atasannya akan senskimpua

hasil penilaiannya.

e. Pengembangan Karir

Pengembangan karir adalah pergerakan jabatan estasi mulai dari

jabatan terendah sampai tertinggi dalam suatu @asin meliputi

mutasi atau rotasi (perpindahan jabatan ke jabgtrg setara) ,

promosi (perpindahan jabatan ke jabatan yang lebdyi), demosi,

dan pengakhiran tugas.Pembinaan karir personeéfeng teguh pada
prinsip merit system dan achievemengang transparan dan
berkelanjutan.

(1) Sejauh ini pemberian penghargaan kepada personel ya
berprestasi menonjol masih merupakan praktek yangag jarang
dilakukan. Pola pembinaan yang ada dipersepsikanih le
menekankan pada pemberian hukuman terhadap penjtakg
negative.

(2) Kenaikan pangkat jabatan masih didasarkan padalajeni
subjektif, karena belum adanya ketentuan bakus jdi@n tegas

yang diberlakukan secara konsisten.
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3. Laporan Hasil Penelitian Tim Peneliti PPITK PTH10 tentang “Pola
Pengembangan SDM Polri Dalam Upaya Mewujudkan Rets@olri Yang
Profesional”.

Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami pabgegan sumber
daya manusia di institusi Polri saat ini, mengeitdhktor yang mempengaruhi
pola pengembangan sumber daya manusia Polri saané@mganalisis potensi
dampak pengembangan sumber daya manusia dengasagablai, memberikan
alternatif pengembangan sumber daya manusia bsrkasipetensi di Institusi
Polri dengan berbagai konsep teoritis.

Kesimpulan dan rekomendasi dari hasil peneliteasebut adalah, bahwa
pengembangan SDM di institusi Polri saat ini ceadgr memiliki pola yang
belum sistematik dan dilakukan secara parsialpfakeébijakan pimpinan, sistem
pengendalian personel, sistem penilaian kinerjgsieisi manajemen Kkarir dan
ketersediaan anggaran merupakan faktor yang merapgngola pengembangan
SDM Paolri saat ini, implikasi pengembangan SDM Pdengan pola saat ini
cenderung berpotensi menurunkan motivasi, meninaoulkstress Kerja,
menurunkan kepercayaan personel, dan mengerdilkém-nitlai keadilan,
diperlukan alternatif pengembangan SDM berbasis gatemsi diinstitusi Polri
dengan menetapkan sistem penilaian kinerja seepaa t
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BAB |11
GAMBARAN UMUM POLRESMETROPOLITAN JAKARTA BARAT

3.1. Sgarah Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian merupakan salah satu institusi yangagpenting dalam suatu
negara. Polisi berasal dari bahasa Belapditie mengambil dari bahasa
latinpolitia berasal dari kata Yunarpoliteia yang berarti warga kota atau
pemerintahan kota. Dalam arti modern, kata poéklt berubah pengertiannya
menjadi suatu institusi umum yang mengatur tatatibtedan hukum.
Keberadaannya terkait erat dengan ketertiban, keamadan kenyamanan
kehidupan masyarakat (Sutanto, 2005:ii).

Organisasi kepolisian di Indonesia berubah dandmbang serta saling
berkaitan dengan perkembangan politik dan sistemepatahan (Awaluddin
Djamin,1995:163). Dalam zaman Hindia Belanda, kisgol pada waktu itu tidak
dapat dikatakan bersifat nasional, karena adanylaabai macam kewenangan
dari Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung,deesdan Asisten Residen,
demikian pula susunan organisasi di dalam kepalisendiri.

Pada zaman Jepang, sistem administrasi kepolmsengikuti pembagian
administrasi militer Jepang, yang terbagi-bagi @nteomando Angkatan Darat
yang terpusat di Singapura dan yang berpusat dirtteaklan komando Angkatan
Laut yang berpusat di Makassar untuk Indonesia doagiimur, kemudian
pemerintah pendudukan Jepang membentuk Departeeoli&ian tersendiri.

Dalam zaman revolusi fisik, setelah proklamasp#isian ditempatkan di
bawah Departemen Dalam Negeri dan sebagainya mengiadaan sebelum
Perang Dunia ke Il. Tanggal 1 juli 1946, selurulgas dan fungsi kepolisian
ditempatkan pada Djawatan Kepolisian Negara Rekpuhtionesia dan Kepala
Kepolisian Negara langsung bertanggung jawab kepadainan pemerintahan
yaitu Perdana Menteri.

Pada zaman RIS yang hanya berumur 6 bulan, jalbapala Kepolisian

RIS, dipegang oleh R.S. Soekanto, sedang Kepolisegara bagian RI dipimpin
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oleh R.Sumarto. Dalam masa RIS ini, Kepolisian Ri§a bertanggung jawab
kepada Perdana Menteri RIS, dan Kepala Kepolisimgakh-Negara Bagian
bertanggung jawab kepada masing-masing kepala patean negara bagian
atau menteri yang ditetapkan oleh masing-masingahieBagian.

Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesataggal 17 Agustus
1950, Polri kembali menjadi Kepolisian Negara ydegyada dibawah Perdana
Menteri.Wilayah kepolisian mengikuti pembagian acistratif pemerintahan dari
propinsi, karesidenan, kabupaten, kecamatan dagagtya.

Pada periode 1950-an dan 1960-an, Polri benarlmoaom sepenuhnya,
berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksangas dan fungsi kepolisian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yamakibeduga dalam hal
pengelolaan ke dalam, Polri otonom sesuai dengagrgam kerja dan anggaran
yang ditetapkan Pemerintah.

Para Perdana Menteri sampai tahun 1957, yang @exapatasan dari
KKN berganti kurang dari satu kali setahun. Dalaerigde ini KKN R.S.
Soekanto membangun Polri, seperti Reserse, SabBaigade Mobil, Polisi
Perairan, Polisi Udara, Polisi Lalu Lintas dirumasksecara jelas dan dibangun
dengan pesat. Ratusan Perwira Polri dikirim beldeluar negeri terutama
Amerika Serikat untuk mendalami bidang-bidang ssi@nal kepolisian,
laboratorium, identifikasi criminal, serta komunskakepolisian. Periode ini
ditandai juga oleh pemberontakan-pemberontakan IDI-PRRI-Permesta,
Peristiwva Daud Beureuh, RMS, Andi Azis, perjuandjgan Barat dan lain-lain,
maka kesatuan Polri terus menerus bahu membahanl@mngkatan perang dalam
penumpasan.

Setelah kembali ke UUD 1945, Polri dibawah Menteertama (yang
diluar negeri secara protokoler diperlakukan seb@gedana Menteri) dan dengan
TAP MPRS 1960 dan UU No. 13 Tahun 1961, Polri dialyan sebagai bagian
dari ABRI dan tetap otonom dalam wewenang dan tamggawab pelaksanaan
tugas kepolisian di seluruh wilayah RI. Oleh karémaR.S. Soekanto dinilai
wajar disebut sebagBapak Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisesuai UU No.13

Tahun 1961, Kapolri adalah pimpinan teknisnya.Kapakecara fungsional
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bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokoKudgsi-fungsi kepolisian,
seperti yang diatur dalam peraturan perundang-gata(tidak hanya KUHP dan
KUHAP).

Susunan organisasi Polri dari Markas Besar sak#pbds-pos polisi yang
terkecil telah mengalami berkali-kali perubahanni@suk sebutamémenclature)
nya, seperti Kppro, Komdak, Korandak, Polda damagaimya.Juga organisasi
Mabes dan Mapolda, semula menga@eheral Saff System, sekarang menjadi
Directory System.

Dalam perkembangannya Polri dapat dikatakan otonadi@am
pelaksanaan tugasnya semenjak 1 Juli 1946 sampai keadaan disintegrasi
ABRI pada tahun 1965. Pendulum integrasi membawi sdmping khususnya
bagi Polri, karena itu Menhankam/Pangab dan Pnesidada tahun 1978
memerintahkan penataan kembali Polri sesuai defggas pokok dan fungsi-
fungsi sebagai alat negara penegak hukum dan debd#galari pembinaan
keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebenarnya, sejak didirikan Polri telah berupayeasesikan diri sebagai
lembaga sipil.Hal ini terlihat dengan adanya Keiata Pemerintah No.
11/SD/1946 tentang Pembentukan Jawatan Kepolisegafd yang menetapkan
statusnya berada dibawah Perdana Menteri. Namumgadeberbagai proses
perubahan ketatanegaraan dan aspek legal formggaiterbitnya UU Pokok
Kepolisian N0.13/1961, telah ditegaskan bahwa PB@rposisi sebagai salah satu
unsur dalam Angkatan Bersenjata Republik Indon@siRI). Akibatnya terjadi
internalisasi nilai-nilai militer didalam tubuh dastruktur Polri. Apalagi sejak
dikeluarkannya Keppres No0.155/1965 tertanggal 61 JuB65 perihal
disamakannya pendidikan pada level akademi bagilABIR Polri. Ketetapan ini
jelas-jelas mengubah wajah Polri dari yang berkarakipil menjadi militer
dengan berbagai atributnya.

Perubahan tersebut diatas amat mempengaruhi &iRairi, khususnya
dalam operasionalisasi peran dan fungsinya sebalgdi keamanan negara.
Akibatnya, upaya untuk mendorong proses demokrabagai bagian dari
komitmen Polri dalam memperkokoh kemajemukan damaptm hampir-hampir

tidak terjadi, yang terjadi justru sebaliknya. Palrenjadi perpanjangan tangan
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pemerintah untuk meredam aspirasi demokratis makgaisehubungan dengan
pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bingkaiilisagb negara.Posisi dan

peran Polri seperti itu amat mencolok pada masapetahan Orde Baru.

3.2  Gambaran Umum Polres Metropolitan Jakarta Bar at

Polres Metropolitan Jakarta Barat adalah bagiani dalaksana
operasional Polda Metropolitan Jakarta Raya, mkmieranan yang strategis
dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok Polri di whlai@ta Madya Jakarta
Barat.Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwea KWadya Jakarta Barat
merupakan salah satu sentral kegiatan ekonomi daumram malam di DKI
Jakarta. Kodya Jakarta Barat juga merupakan titkngul pendatang dari
berbagai suku, ras dan agama yang dapat menimbukkawanan terjadinya
konflik SARA.

Keberhasilan Polres Metro Jakarta Barat dalam meatekkan tugas
pokoknya sebagai Pelindung, pengayom dan pelayasyarakat, penegakan
hukum serta memelihara keamanan dan ketertibanarast dibangun dengan
keikutsertaan masyarakat, lembaga/instansi tedeiagai mitra Polres Metro
Jakarta Barat. Serta berpedoman pada kebijakaninamgolri tentang Program
unggulan Reformasi Birokrasi Polri dengan lebih rfamskan pada pencapaian
QUICK WINS ,yang merupakan program dalam rangka akseleragk nmencapai
Renstra 2005-2009 yang meliputi Quick Respon, §paransi Pelayanan SIM,
STNK, BPKB, Transparansi Proses penyidikan dengamberian Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2i#P) Transparansi
Recruitment Personel.

Kondisi umum keamanan wilayah hukum Polres Metrkaiia Barat
dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan limgkurstartegis. Beberapa
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas PoldaoMaya dalam rangka
melaksanakan fungsi keamanan dianalisa dari fdktdor baik dari lingkungan

intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu:

Universitas Indonesia

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.



66

Kekuatan.

Personel Polres Metropolitan Jakarta Barat sebaty@®4 orang
terdiri dari; Anggota Polri 1826 orang dengan kegsatan; Pamen 18
orang, Pama 140 Orang, Bintara 1665 orang, Tam8anang. sedangkan
PNS 57 orang dengan penggolongan; Gol Il 30 or&wl, 1l 18 orang,
Gol I 2 Orang, CPNS 8 Orang.

Gelar kekuatan dan lapis kemampuan Polres MetrarttaBarat
telah tergelar mulai dari tingkat Kota sampai tiagkkecamatan dan
Kelurahan serta pada tingkat RW/RT dengan strukRolres Metro
Jakarta Barat, 1 Polsek Metropolis (Polsek Metrondiasari), 7 Polsek
Tipe A (Polsek Metro Kalideres, Polsek Metro PalamerPolsek Metro
Tanjung Duren, Polsek Metro Tambora, Polsek Metrebdt Jeruk,
Polsek Metro Kembangan) dan 41 Polpos. Hal tetsetlmnggambarkan
postur kekuatan Polri yaitu; Polres sebagai kesaty@rasional dasar dan
Polsek sebagai ujung tombak pelayanan masyarakgiasalengan Polpos
serta para petugas Polmas yang berada ditiap-tMfRR. Kesatuan
tersebut dibangun dengan kompetensi utama. Profdgme, Bermoral
dan Modern ( PBM ) Hal ini sebagai langkah untuknmegkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan fungsi operasional dalam penanganan &ajah
tertentu semakin meningkat dan mendapat apresasibdrbagai pihak
khususnya penanganan kejahatan konvensional (streete) dan
transnational crime (narkoba) sehingga menumbuhkapercayaan
masyarakat.

Jumlah peralatan yang terdiri dari berbagai jeeilatan standar
untuk melaksanakan tugas pokok Polri sedikit dexdilkst telah tercukupi,
mulai tingkat Polsek sampai tingkat Polres.Namumidl@n jumlahnya
masih kurang memadai untuk menunjang pelaksangas.t@ebagai saran
dapat dikemukakan bahwa rata-rata seluruh Polskh t dilengkapi
dengan sepeda motor patroli minimal 12 Unit dan iMBlatroli 4 Unit,
Kapolres dilengkapi dengan mobil jabatan kondiskbdan juga untuk

Polres dilengkapi juga dengan mobil sedan Patetlasyak 12 Unit, bus 3
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unit dan truk 2 unit. Untuk peralatan dalmas dir€®Metropolitan Jakarta
Barat sudah tersedia.

Dukungan anggaran termasuk anggaran operasi kigpolislah
diterima dari Polda Metro Jaya pada awal tahun arsggberjalan dan
telah terdistribusi sampai tingkat Polsek, sehinggaa pimpinan pada
tingkat sub satker ( Bagian, Satuan, dan Polsek) at kerja dapat
mengetahui kemampuan dukungan anggaran dan lehihataklalam
menyusun rencana kegiatan.

Pencapaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan PolMstro
Jakarta Barat dengan program unggulan “ Quick Witedah dibangun
Website Polres Metro Jakarta Barat WWW.POLRES JARBORG dan

jajarannya dengan aplikasi SP2HP (Surat Pembesdtalferkembangan

Hasil Penyidikan) secara Online, yang berorienfaatla peningkatan
pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegak&omh serta

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kelemahan.

Rasio antara Polri dan penduduk 1 : 736 masih betleal, dan
apabila dilihat dari jumlah personel yang ada dré®Metro Jakarta Barat
belum memenuhi kekuatan ideal sesuai daftar suspeesonel (DSP),
sehingga pelaksanaan tugas dan sebaran pelayand®l R@sih belum
maksimal.

Masih belum terdukung sepenuhnya peralatan kh#dsay) yang
berbasis pada teknologi tingdilifech) untuk beberapa penugasan khusus
oleh satuan-satuan operasional. Keterbatasan sumndlaga untuk
menerapkan Teknologi Informasi “On Line” dari Pdlskangsung ke
Polres Metro Jakarta Barat dan sebaliknya, mengt{ab terkendalanya
komunikasi dan pemberian petunjuk secara tekniade@geluruh satuan.

Dukungan anggaran yang belum Proposional untuk rgnog
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan paogprogram yang
lain, sehingga masih terkendala hal tersebut didetra karena dibatasi
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dengan Indeks biaya penyidikan yang sangat mekgulitoperasional
penyelidikan dan penyidikan.

Pendidikan umum anggota Polri terutama untuk tihdkatara
yang belum setara dengan masyarakat sehingga maikambgejolak di
kalangan masyarakat/mahasiswa terutama apabiladitekprusuhan di
lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakait sienyelesaikan
masalah lebih mengutamakan pada ego sentris digandiin-win
solution.

Sistem pembinaan karier, system penilaian kerjastesy
kompensasi dan sistem diklat yang masih belum sépsm berbasis

kompetensi serta mengacu pada pdliarit system and achievement”.

Peluang.

Program prioritas pemerintah Kabinet Indonesia &ersl (KIB
II) khususnya program Reformasi Birokrasi dan TKédola, memberikan
peluang bagi Polri untuk melanjutkan Reformasi Biasi Polri mencakup
aspek struktural, instrumental dan kultur khususagpek kultur yang
banyak menjadi sorotan masyarakat.

Sistem Desentralisasi/Otonomi Daerah yang mendakatk
pelayanan pemerintah Daerah kepada masyarakatg sati@nunjang
dengan berbagai konstribusi Polri di daerah.kelariuttasar masyarakat
secara umum akan terciptanya kondisi keamanan Yeloigt kondusif dan
stabil sehingga terbebas dari segala bentuk teammaman dan gangguan
yang sekaligus menjadi ancaman bagi setiap mastarsémakin tinggi
partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menduktugas
operasional Polres Metro Jakarta Barat dalam m&al@p keamanan
melalui strategi Perpolisian Masyarakat termasulsedleaan dalam
mengungkap perkara. terbukanya hubungan lintasosgktdengan
instansi/lembaga terkaitpdrtnership) baik dalam maupun luar negeri

dalam mendukung kebijakan sinergi polisional pridakt
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Ancaman

Kecenderungan meningkatnya empat jenis kejahatdn degara
kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi Pagies Metro
Jakarta Barat untuk melakukan antisipasi sedinigkium

Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dandportasi
disamping berdampak positif sebagai hasil pembagunjuga
dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukgjahatan.Oleh
karena itu Polres Metro Jakarta Barat harus mampenghmadapi
perkembangan tersebut.

Turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi dipsétiampat dan
setiap waktu di wilayah hukum Polres Metro Jak&@taat, baik secara
konvensional maupun peningkatan kejahatan yangnpékiasi kontijensi
yang disebabkan berbagai tuntutan sesuai dengamika kehidupan
sosial masyarakat.

Isu tebang pilih penanganan kasus-kasus yang nkarugi
Negara,masyarakat/Individu diantaranya korupsapda tidak komitmen
dalam penanganan akan meresahkan masyarakat. Smtkom dan
peradilan yang tumpang tindih, sebagai upaya dakambaharuan hukum
dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan mdala
operasionalisasi penegakkan hukum di lapangantateeu menyangkut
masalah kewenangan institusi yang berkompeten umirkangani suatu

permasalahan.

3.2.1 Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tanggung Jawab

Mengacu kepada Keputusan Kepala Kepolisian Negaizulbtik
Indonesia Nomor: Kep/336/VI/2010 Tentang Perubahtas Keputusan
Kapolri No.Pol. : Kep/7/1/2005 Tanggal 31 Januai®02 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-Satuan OrganiBasia Tingkat
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Poldanpiran "C”
Polres, organisasi Polres Metropolitan Jakarta tBaiausun sebagai
berikut :
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1. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Redisingkat Mapolres

terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan:

1)

Kepala Polres, disingkat Kapolres;

2) Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres;

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7

Bagian Operasi, disingkat Bagops;

Bagian Perencanaan, disingkat Bagren;

Bagian Sumber Daya, disingkat Bagsumda;

Bagian Pengawasan, disingkat Siwas;

Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanamndht
disingkat Propam;

Seksi Keuangan, disingkat Sikeu;

Seksi Umum, disingkat Sium;

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, disingkat SPKT
Satuan Intelijen Keamanan, disingkat Satintelkam;
Satuan Reserse Kriminal, disingkat Satreskrim;

Satuan Narkoba, disingkat Satnarkoba;

Satuan Pembinaan Masyarakat, disingkat Satbinmas;
Satuan Samapta Bhayangkara, disingkat Satsabhara;
Satuan Lalu Lintas, disingkat Satlantas;

Satuan Pengamanan Objek Vital, disingkat Satpartiobvi

Satuan Polisi Perairan, disingkat Satpolair;

10)Satuan Tahanan dan Barang Bukti, disingkat Sattahi;

d. Unsur Pendukung

2.

Seksi Teknologi Informatika Kepolisian, disingkatiisl.

Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan, adalah Kepolisiagara

Republik Indonesia Sektor, disingkat Polsek.
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Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bayea bertanggung jawab
kepada Kapolda.Kapolres bertugas memimpin, membma&ngawasi dan
mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungalres dan unsur
pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, serta nrékabesaran pertimbangan
dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda

Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yangdd&@eda bawah dan
bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres destmembantu Kapolres
dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, endalikan,
mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh rsatuganisasi Polres, dan
dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalarKdmilres berhalangan
serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah kKepol

Bagops adalah unsur pembantu piminan Polres yarsgldali bawah Kapolres.
Bagops bertugas merencanakan, mengendalikan danyelaeggarakan
administrasi operasi kepolisian, termasuk latihaa pperasi, melaksanakan
koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsipwaudengan instansi dan
lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamleggiatan masyarakat,
serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakatdekniengelolaan Informasi
dan Dokumen (PID).

Bagren adalah unsur pembantu pimpinan Polres yaraggha di bawah Kapolres.
Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggazagendalian program
dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas getasya, termasuk rencana
program pengembangan satuan kewilayahan.

Bagsumda adalah unsur pembantu piminan Polres ymargda di bawah
Kapolres. Bagsumda bertugas menyelenggarakan paarbidan administrasi
personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehptmbinaan dan administrasi
logistik serta pelayanan bantuan dan penerapammuku

Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimigtoies yang berada di
bawah Kapolres.Siwas bertugas menyelenggarakantenogi dan pengawasan
umum baik secara rutin maupun insidentil terhadaaksanaan kebijakan
pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam egsroperencanaan,
pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, terrhmkulg material, fasilitas dan

jasa serta memberikan saran tindak terhadap peayigam yang ditemukan.
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Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pirfiakies yang berada di
bawah Kapolres. Siepropam menyelenggarakan pelayarasyarakat tentang
penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Padrplpnaan disiplin dan tata
tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangiaegakan disiplin dan
pemuliaan profesi.

Sikeu adalah unsur pimpinan Polres yang beradaadiab Kapolres. Sikeu
bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangamg meliputi
pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntapsiaporan serta
pertanggung jawaban keuangan.

Sium adalah unsur pembantu pimpinan Polres yanagdbaedi bawah Kapolres.
Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayaadministrasi dan
kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup ifuhkg@sekretariatan,
kearsipan, dan administrasi umum lainnya sertaypakn markas di lingkungan
Polres.

SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polrstgadi dari 3 (tiga) Unit dan
disusun berdasarkan pembagian waktu (Ploeg) yarap@eli bawah Kapolres.
SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepadsyarakat, dalam
bentuk penerimaan dan penanganan pertama lapongaghean, pelayanan
bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsiaterkendatangi TKP untuk
melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKPidetaatuan hukum dan
peraturan yang berlaku.

Satintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokolefglng berada di bawah
Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakamaanmbina fungsi Intelijen
bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen,goelisn, pemberian pelayanan
dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangjautg asing, senjata api dan
bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat Slurat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukp@ngamanan,
pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fPghrg berada di bawah
Kapolres. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/menfangsi penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana secara transpararakiamabel dengan penerapan
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SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khtesiadap korban dan
pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsntifd@si baik untuk
kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, nhemygarakan
pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baiklahdp operasional maupun
administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukumpgaandang-undangan.
Satnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokoksPydmg berada di bawah
Kapolres. Satnarkoba bertugas menyelenggarakansifupgnyelidikan dan
penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordirdelam rangka pembinaan,
pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgudadba.

Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok Pydmeg berada di bawah
Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan @ambma fungsi lalu lintas
kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturanpga®alan dan patroli,
pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintasjstragi dan identifikasi
pengemudi/ kendaraan bermotor, penyidikan kecelak#lu lintas dan
penegakan hukum di bidang lalu lintas, guna meraglikeamanan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran lalulintas.

Satpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokolesPglng berada di bawah
Kapolres. Satpamobvit bertugas menyelenggarakaratie@gpengamanan objek
vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objekisata, kawasan tertentu dan
objek lainnya termasuk VIP yang memerlukan pengam&epolisian.

Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok Pgiaeg berada di bawah
Kapolres. Sattahti bertugas menyelenggarakan pedayaperawatan dan
kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmaniottemiy serta menerima,
menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didgkudengan
penyelenggaraan administrasi umum yang terkaitesé&stdang tugasnya.

Sitipol adalah unsur pendukung Polres yang beradmwah Kapolres. Sitipol
bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi kilasin dan teknologi
informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisiamqpengumpulan dan
pengolahan serta penyajian data, termasuk inforrkasgiinal dan pelayanan

multimedia.
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Polsek adalah pelaksana tugas kewilayahan Polreg werada di bawah
Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugkskpBolri dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyaraketgakan hukum dan
pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanaadiemasyarakat
serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumrsgsuai ketentuan
hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlalantdarganisasi.

3.2.2 Vis dan Mis Polres Metropolitan Jakarta Bar at

1. Vis

Mewujudkan dan memelihara Kamtibmas di Wilayah
Jakarta Barat dengan meningkatkan pelayanan, gerigan dan
pengayoman kepada masyaralkat untuk mewujudkarsiBa@hg
Profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manssiingga

dapat dipercaya oleh masyarakat.

2. Mis

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tdakar
Barat dan sekitarnya dengan tetap memperhatikamazoorma
dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai masyatak/ang
demokratis.memberikan pelayanan, perlindungan @sgayoman
kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbad
gangguan fisik maupun psikis.

Melakukan upaya pendekatan Polisi dan Masyarakat
melalui jalur kemitraannya yaitu mendatangi, berkaoikasi,
saling memberikan informasi dan berupaya menydasai
permasalahan sejak dini dalam rangka Perpoliszang yoerbasis
kepada masyarakat (Polmas), dengan menempatkangapetu
Polmas pada tingkat RW.
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Menekan gangguan Kamtibmas yang terjadi melalui
kegiatan-kegiatan preemtif, preventif dan penegdkakum yang
terukur, profesional dan proporsional serta menjogjtinggi Hak
Asasi Manusia dalam rangka mengurangi tingkat dedran

masyarakat.

3.2.3 Sasaran Prioritas Polres Metropolitan Jakarta Barat.

1. Terciptanya situasi dan kondisi kamtibomas yang ksifd di
wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta Barat.

2. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakaadap
hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Meningkatnya peran serta aktif masyarakat JakaeeatBdalam
menjaga dan memelihara kamtibmas.

4, Tertanggulanginya penyalahgunaan Narkoba di wilayakarta
Barat, dengan melaksanakan razia-razia pada tetempaiat
hiburan dan lokasi-lokasi lainnya yang dimungkinkarenjadi
tempat berlangsungnya penyalahgunaan narkoba.

5. Tertangkapnya para pelaku kejahatan yang selamaneémjadi
sorotan publik dan atensi pimpinan yang meliputerjidian,
Human Traffiking, KDRT, Korupsi dan Money Laundry.

6. Tertanganinya segala bentuk kriminalitas yang sangaugikan
ekonomi negara dan warga masyarakat secara prasedan
transparan sesuai dengan undang-undang yang herlaku

7. Terealisasinya pemberdayaan Perpolisian Masyar@iRatmas)
hingga ketingkat wilayah terendah yakni tingkat RukWarga
(RW), demi terciptanya citra Polri bersahabat sgignlebih dekat
dengan masyarakat dan menjalin kemitraan dengaryansst,
lembaga pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, insta@serintah,

swasta, jasa pengamanan dan LSM.
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3.24 Kebijakan Strategis Polres Metropolitan Jakarta Bar at

1. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Potuk un
meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas-tugagamen
profesional, melalui latihan-latihan, kursus atamgbidikan sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

2. Mengefektivitaskan Polmas Cémmunity Policing) dengan
membentuk petugas Polmas di setiap RW guna lebitdekatkan
polisi dengan masyarakat, melalui kegiatan-kegigtanjungan
untuk membangun hubungan polisi dengan masyar8ieitnitra
dengan masyarakat dalam menangani masalah-masadai di
lingkungannya melalui FKPM (Forum

3. Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam rangka megkgno
masyarakat yang patuh hukum.

4, Meningkatkan kemampuan intelijen dan memperkuaingan
intelijen untuk memperoleh informasi yang akuragtettsi dini
kemungkinan konflik massal dalam masyarakat danakokbn
langkahh-langkah ~ pencegahan dengan penanganan a secar
sistematis dan tuntas.

5. Melakukan operasi kepolisian secara terpusat makpwiiayahan
secara konsisten.

6. Meningkatkan kecepatan Pol@uick Respons) terhadap laporan/
pengaduan dengan tenggat waktu 10 menit sampaifli T

7. Melakukan penertiban dan penegakkan hukum terhadap
premanisme untuk mewujudkan rasa aman masyarakat.

8. Melakukan penindakan secara tegas dan tuntas tgrhsegala
bentuk perjudian, dan narkoba serta pengungkapanoskesus
yang meresahkan masyarakat.

9. Penanganan bencana alam bersama-sama instansi terka

10. Meningkatkan kerjasama keamanan dengan instanserpeah/
swasta/ lembaga terkait dalam rangka terciptangank@an yang

kondusif.
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11. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan
memberdayakan layanan telepon bebas pulsa 110.

12. Memperkuat dan meningkatkan kemampuan Intelejerandal
memanfaatkan jaringan informasi serta menggunakbmu I
Pengetahuan dan tehnologi untuk menjaga dari gamggu
keamanan sebagai dampak dari akses perkembangaasi sit
politik, ekonomi, sosial budaya dan  keamanan kbter
masyarakat pasca Pemilu Tahun 2009.

13. Melanjutkan/meningkatkan pencapaian sasaran keinjatrategi
percepatan seperti periode tahun sebelumnya, mteautpada

sasaran-sasaran prioritas yang belum optimal hasiln

3.2.5. Data 11 Kasus Menonjol 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tabel3.1
Data Kasus Menonjol Polres Jakarta Barat Tahun 2008, 2009, 2010

NO JENIS KEJAHATAN PERIORS KET
2008 2009 2010
1 2 3 4 5
1 Pembunuhan 13 7 6
2  Penganiayaan berat 410 373 142
3 Pencurian dengan 1942 588 273
pemberatan
4  Pencurian dengan 278 216 143
kekerasan
5 Pencurian Ranmor 1.619 1.200 1.930
6 Kebakaran 72 63 70
7 Judi 205 208 85
8 Narkoba 1.445 1.152 890
9 Peras dan ancaman 35 28 15
10 Perkosaan 7 12 3
11 Kenakalan Remaja - - -
JUMLAH 6.026 3.847 3.557

Sumber : Intel Dasar Satuan Intelkam Polres Meatkarda Barat Tahun 2011
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3.2.6  Program Kegiatan dan Pagu Indikatif TA.2011

1.

Pagu Indikatif
Alokasi anggaran Polres Metropolitan Jakarta Bhestlasarkan Pagu
Indikatif Tahun Anggaran 2011 sebe$¥p.80.212.178.000,- dengan

rincian sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya mendapatkan alokasi anggaran
sebesarRp.71.868.141.000,-digunakan untuk mendukung
kegiatan :

1). penyelenggaraan admninistrasi dan perawatan pérsone
Polri sebesar Rp.71.679.516.000,-

2). dukungan pelayanan internal perkantoran Polri sgbes
Rp. 3.600.000,-

3). pemeliharaan/perawatan peralatan fasilitas saraaa d
prasarana dan pengelolaan LTGA sebesar Rp.140(#25.0

4). perbaikan pengadaan peralatan/perlengkapan per&anto
sebesar Rp.27.000.000,-

5). penyusunan perencanaan penganggaran dan pengembanga
Polri sebesar Rp.9.500.000,-

6). pelayanan  administrasi keuangan  Polri  sebesar
Rp.8.000.000,-

b.  Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
mendapatkan alokas anggaran sebesar Rp. 270.200.000,-
digunakan untuk mendukung kegiatan :

» Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja sebesar
Rp.270.200.000,-

C. Program Pemberdayaan Potens Keamanan mendapatkan
alokasi anggaran sebesarRp. 608.280.000,- digunakan untuk

mendukung kegiatan:
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1). pemberdayaan kemitraan dengan lembaga pendidikan,
masyarakat, tokoh masyarakat, instansi pemeriiahdian
swasta, jasa pengaman, tokoh agama & LSM.sebesar
Rp.569.400.000,-

2). pembinaan kelompok masyarakat sadar kamtibmas aebes
Rp.38.800.000,-

d. Program Pemeiharaan Kamtibmas mendapatkan alokas
anggaran sebesar Rp. 3.841.945.000,-digunakan untuk
mendukung kegiatan :

1). pemeliharaan Alut Pemeliharaan Keamanan dan Kederti
Masyarakat sebesar Rp.384.990.000,-

2). bina Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan sebesar
Rp.3.456.955.000,-

e. Program Penyeidikan dan Penyidikan Tindak Pidana,
mendapatkan alokasi anggaran sebesarRp. 3.623.612.000,-
digunakan untuk mendukung kegiatan:

*  penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilaah
sebesar R8.623.612.000,-
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BAB IV

KEBIJAKAN STRATEGISSISTEM MANAJEMEN KINERJA POLRI

Menurut James Anderson (196Rgbijakan adalah “arah tindakan yang
mempunyai maksud tertentu dan ditetapkan oleh sgosktor atau sejumlah
aktor pemerintah untuk mengatasi suatu masalahsatu persoalan. Mencakup
tidak hanya keputusan menetapkan undang-undangpi tgiga keputusan-
keputusan beserta dengan pelaksanaannya ( Budigiriz007:20).

Reformasi birokrasi yang di laksanakan oleh Pdigrangkat dari
pemahaman pada tantangan yang di hadapi Polripaai& tataran lokal, nasional,
maupun global yang semakin berat. Menjawab berbtggangan tersebut di
antaranya tuntutan masyarakat terhadap peningkatana dan profesionalisme
Polri, maka Polri sebagai institusi yang reformiglakukan langkah-langkah
reformasi yang bersifat strategis dengan sasaranb@eahan pada aspek
instrumental, struktural, dan kultural.

Pada aspek instrumental dan aspek struktural Relah melakukan
berbagai pembenahan yang cukup berarti dalam pdraygran organisasi
Polri.Namun demikian reformasi pada aspek kulturasih dirasakan belum
berjalan secara efektif dalam tubuh Polri. Sehing@ampai saat ini Polri belum
mampu sepenuhnya memenuhi harapan dan tuntutan arakay akan
peningkatan kinerja dan profesionalisme Polri. IBkui-perilaku menyimpang
anggota Polri masih menjadi permasalahan yang mekan penangan serius
oleh Polri.

Berkenaan dengan pembenahan kultur ini, FungsbiP@an SDM Polri
selaku penanggung jawab pengelolaan dan pembireaaangl Polri menentukan
dan menetapkan langkah-langkah strategis bagi p#veyggan dan penataan
SDM Polri yang sejalan dengan arah reformasi Rloldialam Grand Strategi Polri
2005-2025.

Perencanaan pengembangan SDM Polri tahap Il 2018-1li arahkan
pada pengembangan SDM Polri yang mampu mengembgas t@olri dan
mencukupi baik pada segi kualitas maupun kuantitdam rangka menciptakan
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SDM Polri yang professional, bermoral, dan modesingy mencerminkan nilai-
nilai budaya Polri. Dalam upaya mewujudkan penitgk&ualitas SDM Polri, di
tetapkan beberapa program pembenahan dan pengesnbantara lain dengan
pembuatan Sistem Manajemen Kinerja Polri(SMK) yang telah di legal
formalkan ke dalam Peraturan Deputi Sumber DayausgianPolri No.1 Tahun
2010 Tanggal 23 Februari 2010.

Menurut Armstrong dan Baron (1998) Sistem Manajeidmerja adalah
suatu pendekatan strategis dan terpadu untuk meraykkam sukses berkelanjutan
pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyayaag bekerja di dalamnya
dan dengan mengembangkan kapabilitas tim dan batdri individu (Wibowo,
2007:8).

Dengan kata lain, bahwa pada dasarnya manajenmemjekimerupakan
gaya manajemen yang mengatur pengelolaan kinem@eudaya manusia suatu
perusahaan atau organisasi. Penekanannya paddgiemgéinerja pegawai agar
tercapai sasaran-sasaran individu, unit kerja daaran organisasi, memberikan
kejelasan apa yang harus dilakukan, apa yang akapal dan bagaimana cara
mengukur pencapaiannya.

Selain sebagai metode pengelolaan kinerja, SMK jpgda intinya
berfungsi sebagai sistem penilaian kinerja angiatgawan.Penilaian kinerja
yang objektif sangat mempengaruhi peningkatan jananggota dalam suatu
organisasi.Hal ini di sebabkan karena hasil pemlakinerja adalah suatu
informasi atau data yang menjadi pedoman dalam nteken penggajian,
promosi, pemutusan hubungan kerja, dan bentuk Ukspnt lain yang
mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan berimplideggmmda motivasi kerja
anggota (Sedarmayanti, 2007:267).

Berkenaan dengan di tetapkannya Sistem ManajemearjK sebagai
salah satu kebijakan strategis Polri, maka guna peesleh pemahaman yang
lebih mendalam terkait kebijakan tersebut. Bals@tara khusus akan membahas
mengenai bagaimana proses terbentuknya Sistem &faenj Kinerja sebagai

salah satu produk kebijakan Polri.
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4.1  Pembentukan Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Polri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akbp. Budi Baji8ik, M.si
(Kasubbag Sisbinkar Bag Jiansis Biro Jianstra SSBPMri) salah satu tim
perumus SMK Polri, hari senin tanggal 7 Pebruarl2@ukul 14.15 Wib
menjelaskan, bahwa:

“SMK Polri itu di buat sebagai tindak lanjut darrogram reformasi
birokrasi Polri khususnya dalam bidang manajemem SBolri.Tujuan
utama disusunnya SMK ini adalah untuk memperba#tes penilaian
kinerja Polri yang berlaku selama ini yaitu Dapéarena Dapen itu sudah
tidak relevan lagi digunakan oleh Polri, selainsthanerupakan produk
ABRI juga sistem penilaiannya sangat otoriter dawacdhai arogansi
penilaian sepihak oleh pimpinan. Dengan SMK iniad#pkan penilaian
kinerja dapat dilakukan dengan objektif karena malgprosesnya
melibatkan semua kelompok yaitu :pimpinan, anggdea rekan kerja.
Selain itu dengan status Polri yang telah berpdah ABRI otomatis
harus dibuat kebijakan baru yang lebih sesuai dekgadisi Polri saat ini,
yaitu mengacu kepada persyaratan reformasi birokRari yang
menekankan kepada peningkatan kinerja aparatur rpgaten termasuk
Polri. Kalau SMK ini dapat diterima dan di aplidesn dengan baik di
dalam organisasi Polri, maka hal-hal yang selamalisanggap masalah
oleh kita, yaitu subjektifitas dalam pembinaan kaersonel Polri tidak
akan terjadi. Karena konsep SMK yang menerapkatensigenilaian
kinerja yang objektif dapat di pergunakan sebagaaa pengembangan
karir personel Polri berdasarkan prestasi kerjanggla praktek-praktek
tersebut dapat di hilangkan. Dan itu adalah har&fah

Selanjutnya di sampaikan oleh Akbp.Budi Sajidihwa :

“Kegiatan penyusunan atau pembuatan kebijakan SM#i Rdalah

berdasarkan kepada Surat Perintah Deputi Kapottafd] Sumber Daya

Manusia No.Pol : Sprint/98/1/2010 Tanggal 29 Janzfxl0 Tentang

Penunjukan Tim Pokja Menyusun Sistem Manajemen rg&né&ntuk

Pegawai Negeri Pada Polri”.

Berdasarkan penelitian dokumen tentang Surat faériRenunjukan Tim
Pokja penyusunan Sistem Manajemen Kinerja, di ketahhwa tim penyusun
kebijakan SMK Polri berjumlah 28 (dua puluh delgparang yang terdiri dari

para pejabat Polri di lingkungan Fungsi SDM Polritaimbah dengan beberapa
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pejabat Polri dari Fungsi lain di lain di luar SDRbIri yang membidangi bagian
pembinaan SDM pada fungsinya masing-masing.
Selain itu, dalam prosesnya Polri di bantu olemaga-tenaga ahli atau
professional dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekokbmversitas Indonesia.
Sebagaimana di sampaikan oleh Akbp. A. Karmidi (Késg Siswatpers
Bag Jiansis Ro Jinastra SSDM Polri), dalam wawangang dilakukan pada
tanggal 7 Pebruari 2011 pukul 14.35 Wib sebagakbier

“Dalam proses terbentuknya kebijakan SMK, Polrggumelibatkan

tenaga professional yang berkompeten dibidang rear&j, yaitu tenaga
ahli dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Uisivas Indonesia di
bawah DR.Budi W.Soecipto.. Mereka membantu Poltukinmelakukan

riset berkaitan program pembenahan Polri khususkyedisi sistem

penilaian kinerja yang diterapkan Polri yaitu Dapgang dianggap sudah
perlu untuk diganti. Setelah dilakukan penelitipada Agustus-

September 2007 di Polda Kalbar, Riau, MetroJayltSNTB, Jateng dan
Sespim. Selanjutnya dibuatkan suatu rekomendasadeepDe SDM

Kapolri, bahwa sistem penilaian kinerja (Dapen) g/atiterapkan Polri

sudah sudah tidak relevan lagi dengan paradigma &amt ini Tindak

lanjut dari rekomendasi tersebut adalah di buatkyasep Manajemen
Kinerja Poalri oleh tim Manajemen Ul. Untuk selamy& konsep tersebut
di serahkan kepada Pokja (kelompok kerja) SDM Raplna di susun ke
dalam bentuk Peraturan De SDM Kapolri.

Selain itu, dalam proses penyusunan SMK khususeskalian dengan hal
pendanaan, maka seluruh kegiatan dalam rangka peimde bidang

Manajemen SDM Polri termasuk dalam hal ini adalamipangunan

metode Manajemen Kinerja Polri adalah atas bantizain lembaga dan
Negara-negara donor yang tergabung didalgrartnership governance in
Indonesid di pimpin oleh salah satunya Prof. Adrianus MielicSehingga,

Polri sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Dengamitmen, bahwa

rekomendasi dari hasil penelitian tersebut, dapatptikasikan kedalam
Peraturan — Peraturan Polri (Perkap) sesuai ddmidang garapannya.”

Konsep pembentukan kebijakan oleh Frank T.PaineVd#éiram Naumes
(1974), menyatakan bahwa “ pembentukan kebijakarupa&an suatu proses
sosial yang dinamis dengan proses intelektual {ekweg di dalamnya”.

Institusi Polri sebagai salah satu organisasi pud#nantiasa berinteraksi
dengan lingkungannya, baik lingkungan internal mew@ksternal.Perubahan
lingkungan, mencakup perkembangan ilmu dan tekm@dega kebijakan sosial,
politik, ekonomi dan budaya mengharuskan Polri gabarganisasi publik untuk

dapat menyesuaikan diri dengan meningkatkan ksaifaMnya.
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Pembentukan dan penetapan SMK Polri ke dalam RamatDeputi
Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia No. 1 Tahun 2@&upakan suatu wujud
nyata kepedulian dan respon Polri terhadap dinamdsal dan politik yang
terjadi di Indonesia yang menuntut terciptanya gidn dalam segala aspek
fundamental institusi Polri baik pada bidang stow&t, instrumental, dan kultural
untuk mewujudkan kinerja Polri yang professionaigin di dukung oleh konsep
tata kelola pemerintahan yang b@&od governance)

Sistem Manajemen Kinerja memiliki kemampuan untwdagukur kinerja
dan keberhasilan instansi pemerintah sehingga nkendu terciptanya
transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor pulioehiriono, 2009:98).

SMK secara sederhana merupakan suatu sistem yamgatoe pengelolaan
sumber daya manusia sesuai hasil kinerjanya agzap@ sasaran pada individu
maupun organisasi, berisi tentang kejelasan apg harus dilakukan dan apa
yang akan di capai serta bagaimana mengukurnydal@m SMK terdapat empat
aspek yang dapat di ukur, yaitu :

1. Hasil kerja, yaitu keberhasilan karyawan dalatalksanaan kerja (seberapa
besar yang telah dihasilkan, berapa jumlahnya, d&napa besar
kenaikannya).

2.  Perilaku, yaitu aspek tindak tanduk karyawanamhal melaksanakan
pekerjaan, pelayanan, kesopanan, sikap, dan pemjak baik sesama
karyawan maupun kepada pihak lain.

3.  Atribut dan kompetensi, yaitu kemahiran dan peisgan karyawan sesuai
tuntutan jabatan, pengetahuan, keterampilan darhlikeaya, seperti
kepemimpinanm inisiatif dan komitmen

4.  Komparatif, yaitu membandingkan hasil kinerjayleavan dengan karyawan

lainnya yang selevel dengan yang bersangkutan.

Dengan penerapan Sistem Manajemen Kinerja di harapkkan
memberikan manfaat yang positif bagi perbaikan misgesi, sebagaimana di
sampaikan oleh Noe, dkk (1999), yaitu :

1. Tujuan Strategik, manajemen kinerja harus mengaikegiatan pegawai

dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan strategiebtgrs perlu
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mendifinisaikan hasil yang akan dicapai, perilakarakteristik pegawai
yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi, mehgegkan
pengukuran dan sistem umpan balik terhadap kipegawai.

2. Tujuan Administrative, kebanyakan organisasi meng§an informasi
manajemen kinerja khususnya evaluasi kinerja unkédpentingan
admistratif, seperti : penggajian, promosi, pemeetian pegawai dan
lain-lain.

3. Tujuan Pengembangan, manajemen kinerja bertujuangengbangkan
kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjaRg@mawai yang tidak
berkinerja baik perlu mendapat pemberdayaan meldhaining,
penempatan yang lebih cocok dan sebagainya. Pilalajemen perlu
memahami apa saja yang menyebabkan pegawai tid&indga baik,
apabila faktor skill, motivasi, dan lain-lain sepga dapat diambil
langkah-langkah perbaikan kinerjanya.

Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa dengteragkannya
SMK di dalam organisasi Polri, maka akan members@insi bagi pembenahan
kultural Polri dengan meletakkan landasan dalantukgoembenahan manajemen
SDM dengan berorientasi strategik untuk mewujudRatri yang berkualitas
yang berkinerja professional, bermoral, dan modeeialui pembinaan SDM
Polri yang berpendekatapunish and rewarddengan mengacu kepada hasil
penilaian kinerja yang objektif. Sebagaimana maksudetapkannya Sistem
Manajemen Kinerja (SMK) Polri di tetapkan di dal@araturan Deputi Kapolri
Bidang Sumber Daya Manusia No.1 Tahun 2010 tar@@&ebruari 2010. SMK
Polri di tetapkan sebagai suatu upaya mendorongngletan kinerja anggota
Polri dan mengembangkan kemampuan kerja, sertek unenjadikan adanya
standar yang baku tentang penilaian kinerja anggobia secara objektif.

Selanjutnya, berkenaan dengan proses terbentulabippkan SMK Polri,
maka sebagaimana yang di kemukakan oleh Prof. AldaiuDjamin (1995:35),
bahwa “tanggung jawab fungsional perumusan keliataumanualsPolri pada
pokoknya berada pada direktorat di Mabes Polri'elO$ebab itu, penyusunan
kebijakan SMK merupakan rangkaian kegiatan sistenmyang di lakukan oleh
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para aktor penentu kebijakan pada tingkat pusatb@glaPolri) dalam hal ini
adalah para pejabat yang berkompeten baik padgsFuPembinaan SDM
maupun Fungsi lainnya pada Mabes Polriyang memiliigas dan tanggung
jawab sebagai penyelenggara pembinaan manajemen RiliMyang mencakup
pembinaan sistem perencanaan sumber daya manigEan sekrutmen dan
seleksi, sistem pendidikan dan latihan, sistemlgiani kinerja, sistem karir, dan
sistem kompetensi.

Namun demikian, di pahami bahwa SMK merupakan sbatang studi
yang sangat kompleks yang di dalamnya melibatkabdgai atribut manajemen,
sehingga dalam proses perumusannya sangat di gertiulkkungan dan partisipasi
dari unsur-unsur pelaksana eksternal sebagai tersga yang memiliki
kemampuan dan kompetensi bagi terselenggaranya raonogtersebut.
Sebagaimana yang di kemukakan oleh Frank T.Paime \Wldliam Naumes
(1974), bahwa pembentukan kebijakan adalah mehbgbkoses intelektual.

Kesadaran akan hal ini berimplikasi terhadap p#libaaktor-aktor
intelektual bidang manajemen dari Lembaga ManajerRakultas Ekonomi
Universitas Indonesia (LMFEUI). Guna memberikanuhd@an dan partisipasinya
dalam proses pembentukan kebijakan Polri. Parsisiphli manajemen sangat
membantu Polri dalam melakukan riset dan pengkdpahadap permasalahan-
permasalahandalam bidang manajemen SDM Polri. Terhnadalam hal
pembenahan sistem penilaian kinerja Polri yaitiedap

Organisasi Polri yang kental di pengaruhi oleh palveeberian yang
bercorak otoriter dan militeristik menyebabkan fahdierarki menyimpang
menjadi loyalitas yang sarat dengan kepentinganektibbKondisi tersebut
berimplikasi terhadap implementasi manajemen SDMi Rang berpendekatan
personal dan kesetiaan kepada atasan, bukan aas mrastasi kerja. Sehingga
kecenderungamal — administration(kolusi, korupsi, dan nepotisme) tumbuh
subur di dalam organisasi Polri

Rekomendasi lembaga Manajemen Universitas Indonesiguk
menerapkan Sistem Manajemen Kinerja Polri di dalaanajemen SDMnya
menjadi solusi yang tepat untuk di implementasikarmdalam organisasi Polri.

Pemahaman manajemen kinerja sebagai proses yarmancaing untuk
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meningkatkan kinerja organisasi, kelompok dan iidivmelalui pendekatan
review ulang terhadap kinerja secara berkesinandurdan dilakukan secara
bersama berdasarkan kesepakatan mengenai sasarayargtan pengetahuan,
keahlian, = kompetensi, rencana kerja dan pengembangaserta
pengimplementasian rencana peningkatan dan pengganbdebih lanjut dengan
mengedepankan penilaian kinerja karyawan (Suryaddar (2010:1-2).
Menyebabkan manajemen kinerja dapat di fungsikaags metode pengelolaan
dan penilaian kinerja personel Polri pengganti Dafeaftar Penilaian Polri),

yang objektif, transparan, dan akuntabel.

4.2  Sistem Manajemen Kinerja Sebagal Metode Pengelolaan Kinerja
Personel Polri.

Di dalam Wibowo (2007) di katakan, bahwa pada dagarorganisasi
merupakan kumpulan manusia yang memilih bergabuegsama untuk
mewujudkan tujuan organisasi.Melalui organisasi usén mewujudkan tujuan
bersama mereka.Dengan demikian pengelolaan terltadapisasi pada dasarnya
merupakan pengelolaan terhadap manusia dalam maatiearh sumber daya
untuk mewujudkan tujuan mereka dan tujuan organisas

Sistem Manajemen Kinerja ini sangat di perlukarnadebuah organisasi
untuk mencapai tujuannya.Hal ini disebabkan ka®isteem Manajemen Kinerja
lebih diarahkan kepada usaha untuk mengembangkéivida.Falsafahnya
menekankan kepada pengembangan yang berkesinambugap aspek
manajemen kinerja di pandang sebagai suatu cauk umtmberikan kesempatan
belajar yang dimulai dengan sebuah kesepakatanj&ind lanjutkan dengan
evaluasi berkala, dan di akhiri dengan suatu egalumum terhadap kinerja dan
pengembangannya sebelum di lanjutkan dengan sélesapakatan baru.

Pengaplikasian Sistem Manajemen Kinerja di dalamamisasi Polri
memberikan suatu harapan yang positif bagi perbakaerja organisasi Polri
yang bersumber dari peningkatan kinerja para pateksya dalam hal ini adalah
para individu Polri.Seperti yang di kemukakan oRtof Awalauddin Djamin
(1995), bahwa pembangunan dan peningkatan kemam@an kembali

berpangkal pada kemampuan manusia dalam orgaRishi(fisik, sikap mental,
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pengetahuan, dan keterampilan) yang mencakup bejajaran serta melibatkan
semua anggota Polri.

Falsafah Sistem Manajemen Kinerja yang berpendekaignifikansi
model input (masukan), prosesyut put (keluaran), damout come(manfaat).
Dianggap mampu di jadikan sebagai sebuah metodgefmaan kinerja Personel
Polri yang berfokus pada pembenahan kompetensapsdan perilaku) serta
atribut (pengetahuan dan keterampilan) dalam prosasajemennya. Adapun
signifikansi tersebut, di jelaskan sebagai berikut
1. Masukan input)

Manajemen kinerja memerlukan masukan dalam bentuk
tersedianya kapabilitas sumber daya manusia, bebagai individu
maupun sebagai tim. Kapabilitas SDM di wujudkan adal bentuk
pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi.

SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan aliapkan
dapat meningkatkan kualitas proses kinerja maupaasil hkerjanya.
Sementara itu kompetensi di perlukan agar SDM merygitkemampuan
yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingoga deemberikan
kinerja terbaiknya.

Selain masukan SDM, pencapaian tujuan organisagia ju
memerlukan masukan sumber daya lainnya dalam benadal, bahan-
bahan, peralatan, teknologi, serta metode dan nsrkankerja.Di dalam
manajemen kinerja berbagai hal tersebut harus ddip&elola secara
bersinergis.

2. Proses

Manajemen kinerja mencakup suatu proses pelaksakiaana
tentang bagaimana kinerja dijalankan. Manajemeerfandiawali dengan
tujuan yang diharapkan dimasa depan, dan menywsunassumber daya
dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujteasebut. Dalam
perencanaan dirumuskan tentang tujuan dan harapasa depan. Tujuan
dan sasaran dirumuskan dalam rencana atau progeamatdn.Dalam
pelaksanaan perencanaan kinerja dilakukan morgtademn pengukuran

progress atau kemajuan untuk mencapai tujuan.fFeEmittan peninjauan
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kembali dilakukan untuk mengoreksi dan menentukargkah-langkah
yang diperlukan apabila terdapat deviasi terhadapana.

Oleh Karena itu, manajemen kinerja melakukan pehgagan
dan perbaikan secara berkelanjutan. Manajemenj&iberkaitan dengan
penciptaan budaya dimana pembelajaran dan pengeganbarganisasi
dan individu merupakan proses berkelanjutan. DKakudengan saling
menghargai diantara pihak-pihak yang terlibat dalanoses Kkerja.
Prosedur manajemen kinerja dijalankan secara @lgartransparan.

3. Keluaran ¢utpu)
Manajemen kinerja sangat berkepentingan dengan ategiu yang
merupakan hasil kerja organisasi. Apabila terjadii@si antara hasil kerja
dengan tujuan yang diharapkan, dilakukan umpark baliuk perencanaan
tujuan yang akan datang dan implementasi kineney yadah dilakukan.
Keluaran adalah hasil langsung dari kinerja orgesnjgaik dalam bentuk
barang maupun jasa.

4, Manfaat
Manajemen kinerja berkaitan juga dengan dampakl fkasja.Dampak
kinerja suatu organisasi merupakan manfaat yangtdéigoeroleh diluar
produk atau keluaran langsung kinerja.Misalnya pentatan atau
peningkatan pemasukan, peningkatan kesejahteraasyamfiat dan

sebagainya.Manfaat merupakan pengaruh meluasuzdu Basil kinerja.

Dari uraian tersebut diatas, dapat di jelaskan lbahvanajemen kinerja
sangat menekankan kepada pentingaygcome(kontribusi), yang dipengaruhi
oleh seorang individu, selain juga kepaml#put langsungnput (pengetahuan,
keterampilan, kompetensi) dagrosesdianalisis untuk menentukan kebutuhan
pengembangan dan pelatihan dan memberikan dasardragna peningkatan
kinerja. Analisis dan diagnosa tersebut akan barhgén erat dengan berbagai
spesifikasi persyaratan keperilakuan. Kesemuanyan atti fokuskan kepada
kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaesy yikaitkan dengan
peran seseorang. Selanjutnya personel akan bergjabuwhengan sasaran yang
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lebih luas dari organisasi, terutama yang berhuanrdengan nilai-nilai seperti
kualitas, pelayanan pelanggan (costumer serviegl kama tim dan fleksibilitas.

Dengan demikian, melalui pengaplikasian SMK yangeianannya
kepada kegiatan perencanaan kinerja, pemantauanbigabingan, penilaian
kinerja, dan evaluasi kinerja, akan tercipta suptases pembelajaran yang
berlangsung secara terus menerus terhadap perb&ikarnja personel Polri
(individu, manajer, dan kelompok kerja/tim). Prosgembelajaran ini pada
akhirnyaberimplikasi terhadap perbaikankultur kjaePolri yang berpedoman
pada hasil kerja yang dilakukan dengan prinsipngafhenghargai, komunikasi,

kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.

43 Sistem Manajemen Kinerja Sebagai Sistem Penilaian Kinerja

Per sonel Polri

Penilaian kinerja terhadap anggota atau karyawampakan bagian dari
suatu sistem organisasi.Oleh sebab itu setiap m@grharus mempunyai sistem
pengukuran kinerja untuk menilai pencapaian orgesnigtas tujuan yang telah di
tetapkan.Informasi dari kinerja yang dihasilkantsusistem pengukuran kinerja
itu dapat dijadikan sebagai bentuk akuntabilitas pa@ngelola organisasi kepada
pihak manajemen untuk di jadikan dasar bagi perajasu kompensasi,
perencanaan dan pengembangan karir. Gaji atau ksm@apiedan adanya harapan
masa depan yang baik merupakan hal yang menciptakdivasi kinerja yang
baik di dalam suatu organisasi (Moeheriono, 2009).

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, makahsaatu hal yang
mendasari di bentuknya kebijakan Sistem Manajemeerf@ Polri adalah untuk
mengganti sistem penilaian kinerja Polri yang selann di gunakan, yaitu Daftar
Penilaian (Dapen) personel Polri. Dapen ini merapaketode penilaian kinerja
yang berlaku sejak Polri menjadi bagian dari ABBR&lain merupakan produk
ABRI yang sudah tidak sejiwa dengan paradigma Baiui yaitu “civil police’
dapen juga tidak dapat di jadikan pedoman penil&ererja yang objektif,
transparan, dan akuntabel. Hal ini di karenakanirsehekanisme penilaiannya

yang sangat subjektif karena hanya di lakukan sépitteh unsur pimpinan tanpa
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melibatkan anggota yang dinilai maupun rekan kggabapen juga tidak

memiliki substansi penilaian yang jelas, yang mé&ngsodir sisi penilaian

personel dari segi kompetensi (perilaku) maupurribate (pengetahuan,
keterampilan, dan keahlian) dan tidak ada standga kyang bisa di ukur secara
kuantitatif. Sehingga Dapen tidak dapat di fungsikabagai data atau informasi
dalam sistem pembinaan personel Polri baik dalampkeagembangan karir
maupun kompensasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim reformdsrokrasi bidang
pembinaan SDM Polri di bantu oleh Lembaga ManajerfRekultas Ekonomi
Universitas Indonesia bekerja sama dengan Paripeffsin Governance Reform
sebagai lembaga donor yang melakukan pengkajiardidgmose atas organisasi
dan SDM Polri (tahun 2007-2008), menemukan berblgi@mahan pada sistem
penilaian dalam Dapen tersebut sehingga sudah tspeda untuk di lakukan
pembaharuan. Berikut uraian tentang sistem penildizerja berdasarkan Dapen.

Daftar Penilaian (Dapen) Personel Polriberisikatekn-kriteria penilaian
kinerja personel dan dipergunakan sejak Polri b®rgg menjadi bagian dari
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Operasionalisasi Daftar Penilaian Polri (Dapen) ggeimakan metode
penilaian BARS Behavior Anchor Rating ScaldanGraphic Rating Scalgang
diberlakukan sama antara level kepangkatan Pemmwaapun Bintara. Faktor-
faktor yang dinilai meliputi : kelakuan, prakard@mauan bekerja, kerjasama,
ketabahan, prestasi kerja, pengembangan, kewibawpanyesuaian diri,
tanggung jawab, dan potensi (LM FEUI, 2006 : 51-52)

BARS (behaviorally anchored rating scalesmerupakan teknik
pendekatan perilakubéhavioral approach)yang mengukur perilaku-perilaku
seorang pegawai dalam bekerja. Sedang&aaphic Rating Scaladalah teknik
dalam pendekatan atribuat{ribute approach)yang memusatkan perhatiannya
pada seberapa jauh seorang pegawai memiliki atetau karakteristik khusus
yang diinginkan oleh organisasi agar bisa mendaglaerhasilan, seperti inisiatif,
kepemimpinan, dan kemampuan berkompetisi, (Noe, @00) di dalam
Yeremias (2008:224-225)).
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Metode penilaian tersebut merupakan bagian dardedexian penilaian
kinerja individu, yang terdiri dari : pendekatan nijgaratif €omparative
approacl), pendekatan atribut aftribute approach pendekatan perilaku
(behavioral approach) pendekatan hasilrgsult approach dan pendekatan
kualitas(quality approach

Berikut kriteria-kriteria penilaian golongan Peraidan Bintara yang

ditentukan didalam Daftar Penilaian Personel RBlapen).

Tabel4.1
Faktor Penilaian Bintara
Potensi
Faktor Penilaian Performance " ‘]Ob. (Kemampuan
Competence  Behavior o
Pribadi)
1 2 3 4 5
1. Kelakuan X
2. Prakarsa X
3. Kemauan
Bekerja X
4. Kerjasama X
5. Ketabahan X
6. Prestasi Kerja X
7. Pengembangan X
8. Kewibawaan X
9. Penyesuaian
diri X
10.Tanggung g
Jawab

Sumber :Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Uniasrsndonesia. (2006 : 51 ). Reformasi
Berkelanjutan : Institusi Kepolisian Republik Inémmn Bidang Sumber Daya Manusia.

Penilaian Bintara untuk kategofPerformance diwakili oleh faktor
penilaian prestasi kerja, kategodompetencydiwakili oleh faktor penilaian
prakarsa. KategoBehavior(perilaku kerja) diwakili oleh 9 faktor lainnya, iy :
kelakuan kemauan bekerja, kerja sama, ketabahagep#wangan, kewibawaan,

penyesuaian diri dan tanggung jawab.
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Tabel4.2
Faktor Penilaian Perwira
- Competence  Job Potensi
Faktor Penilaian Performance . , (Kemampuan
(Kemahiran) Behavior o
Pribadi
1 2 3 4 5
1. Kelakuan X
2. Prakarsa X
3. Kemauan Bekerja X
4. Kerjasama X
5. Ketabahan X
6. Prestasi Kerja X
7. Pengembangan X
8. Kewibawaan X
9. Penyesuaian diri X
10.Tanggung Jawab X
11.Potensi

Sumber :Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Uniasréndonesia. (2006 : 51 ). Reformasi
Berkelanjutan : Institusi Kepolisian Republik Inési Bidang Sumber Daya Manusia.

Penilaian Perwira untuk kategoiPerformance diwakili oleh faktor
penilaian kemampuan jabatan, kategoompetencyliwakili oleh faktor penilaian
kemampuan memutuskan, kemampuan jabatan, kemammeencanakan,
menyatakan pendapat. Kateg&ehavior (perilaku kerja) diwakili oleh faktor
penilaian pengabdian, inisiatif, kejujuran, ketadrahdan tanggung jawab.
Sedangkan kategori Potensi diwakili oleh faktortdak yang mengukur
kemampuan yang dapat dikembangkan dan diwujudkdémdéugas-tugas di
pasukan, tugas administrative, trainer, litbang tdgas-tugas territorial.

Metode Daftar Penilaian Personel Polri (Dapen) ydigginakan selama
ini kurang memberikan manfaat bagi pengembangarkdarajuan kinerja Polri,
bahkan terkesan pelaksanaannya hanya bersifatlitasnsaja. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Manajemerkufias Ekonomi
Universitas Indonesia bekerja sama dengan Deputib8u Daya Manusia Polri
(2006), menemukan bahwa daftar penilaian persooki @®apen) mengandung
banyak kelemahan baik yang berhubungan denganri&sieteria penilaian

maupun mekanismenya, antara lain :

Universitas Indonesia

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.



94

Kriteria untuk masing-masing penilaian masihsbbat umum dan
masih bersifat tumpang tindih antara satu dengannya.
Menyebabkan adanya kecenderungan penilai untuk landraik
pada salah satu faktor saja.

Kriteria untuk setiap faktor penilaian kurangpdaamembedakan
orang yang berprestasi dengan yang kurang/tidgkdsasi.
Faktor dan kriteria faktor penilaian yang digkan kurang jelas
dan masih memberikan arti ganda (ambigu) dan kurdaygat
mengukur apa yang akan diukur (kurang valid).

Kriteria dan faktor penilaian yang digunakan dng jelas
kaitannya dengan pelaksanaan tugas operasionakarnetya,
sehingga agak sulit untuk dapat diamati keberhagkencapaian
sasarannya.

Metoda yang digunakan dalam melakukan penilamasih
memberi peluang yang besar bagi penilai untuk raersiécara
subjektif.

Kriteria dan faktor penilaian prestasi kerja gagdigunakan tidak
spesifik, sehingga menyulitkan dalam mengident#ikanerja riil

seseorang.

Kelemahan sistem tersebut juga menyangkut mekanisame prosedur

penilaiannya, yaitu :

1.

Selama ini penilaian prestasi/kinerja personil [@ardilakukan
apabila diperlukan untuk tujuan tertentu saja, regda tidak ada
penilaian yang dilakukan secara berkala dalam wedtentu. Hal
ini memberikan dampak yang kurang positif terhaaiaggota Polri
karena penilaian tidak dapat memberikan informasigyobyektif
disebabkan penilaian yang dilakukan sesaat.

Selama ini atasan hanya membuat catatan-catatatangen
kesalahan yang di lakukan selama melaksanakan tagabal-hal
yang berkaitan dengan pencapaian prestasi/kinang juar biasa.

Namun pencapaian prestasi/kinerja dalam tugas ideduardan
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dianggap tidak tergolong dalam kategori khususgktichendapat
perhatian dan tidak di catat oleh atasan. Hal apad membuat
anggota kurang memiliki motivasi kerja yang tinggirta kurang
berorientasi pada pencapaian kinerja yang optimal.

3. Prosedur yang berlaku selama ini adalah daftarlgeni kinerja
hanya diisi oleh atasan saja tanpa melibatkaropelsyang dinilai.
Hasil penilaian ditanda tangani oleh penilai dasetiijui oleh
atasan penilai. Personel/anggota yang dinilai tiddikninta
persetujuannya dan bahkan tidak mengetahui hasibgen atasan.
Hal ini menyebabkan anggota yang dinilai kurang iperatikan
hasil penilaian yang telah dibuat atasan.

4, Hasil penilaian yang berlaku belum ditujukan unpekgembangan
personil/anggota dan tidak dijadikan sebagai d&#tafinasi dalam
pengambilan keputusan dibidang SDM.

5. Hasil penilaian hanya formalitas saja, tergantuagi seberapa
sering seseorang menghadap atasannya akan senaakirputa

hasil penilaiannya.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah terbentukrsjsiem pembinaan
manajemen SDM Polri yang tidak menjadikan Kinergbagai acuan utama
pengembangannya.Sehingga bermunculan berbagai $sahan yang berkaitan
dengan sistem pembinaan SDM Polri.Antara lain gelakan pembinaan SDM
Polri yang dilakukan dengan cara-cara konvensidaalpendekatan personigte
and dislike ketidaktransparanan, serta program pengembanganylang tidak
berdasarkamerit systen{Blue Print SDM Polri 2010-2025, 2009:89).

Berikut disampaikan mekanisme penilaian kinerjaspeel Polri dengan
menggunakan metode Dapen (daftar penilaian).
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- Penilaian
Penilaian hanya kepada

hal-hal general

H satu arah  wes q5ri individu

oleh atasan (performance
Bawaha dan ;
kompetensi)
- tidak ada
indicator
kinerja terukur
- Hasil belum
digunakan
untuk
pembinaan
SDM

Atasan

Gambar 4.1 :Proses Penilaian Kinerja Berdasarkan Dapen

Sumber :Telah diolah dari Reformasi Berkelanjuthrstitusi
Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Dayai<a.

Sistem Manajemen Kinerja merupakan suatu kerangkedptual yang
secara umum terdiri dari empat tahapan kegiatam tdhap penilaian kinerja
merupakan inti dari Sistem Manajemen Kinerja (Mo, 2009 : 102).

1. Tahap Perencanaan Kinerja

Merupakan proses penetapan kegiatan tahunan daratordkinerja
berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran ydaly thtetapkan
dalam rencana strategik. Perencanaan kinerja dik#éak pada awal
dari keseluruhan proses manajemen kinerja. Padg taih organisasi
harus menetapkan : kriteria kinerja, target kinewian indicator
kinerja, sebagai bentuk kontrak kinerja.

2. Tahap Pelaksanaan Kinerja

Pada tahap pelaksanaan kinerja, para pimpinan Hatanggung
jawab melakukan mengorganisasi, megkoordinir, medgié&kan, dan
mengarahkan seluruh staf.Pengarahan dan pembenjganubalik staf
merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuamj&ine

3. Tahapan penilaian dan evaluasi Kinerja
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Penilaian kinerja terkait dengan menilai hasil Kiaepersonel yang
mencakup tiga variable : out put, out come, dasgsdperilaku) serta

bagaimana memberi penghargaan atas kinerja terselaeit karena itu

manajemen  kinerja  sangat terkait dengan  manajemen

kompensasi.Dengan prinsip dasar adalah penghargeaard) dan
hukuman (punishment) yang adil dan manusiawi.Olahnerka itu

diperlukan adanya penilaian kinerja yang objekaif égkurat.

Tahap Penilaian Kinerja karyawan merupakan inti S3stem Manajemen
Kinerja. Penilaian kinerja sangat penting untuk mekatkan prestasi kerja
karyawan dalam suatu organisasi.Hal ini di sebalia@ena penilaian kinerja,
mampu memberikan informasi untuk dapat di lakukanpomosi dan penetapan
gaji karyawan.Serta memberi peluang bagi pimpinam daryawan untuk
memperbaiki dan mengembangkan perilaku yang berfgésu dengan kerja
(Sedarmayanti, 2007).

Di dalam Sistem Manajemen Kinerja, penilaian kiaegi terapkan
berdasarkan prinsip keseimbangan, yaitu cara-camgykuran dan standar yang
di tetapkan disesuaikan dengan kepentingan karyalaarorganisasi.Karena ada
dua kepentingan, maka harus ada kesepakatan at®iupgan kedua belah pihak
terhadap konsep penilaian yang diajukan organisaisberarti karyawan harus
mengerti dengan jelas apa kewajiban, dan apa kasaperserta sangsi yang
diterima sebagai konsekuensi dari hasil penilagasebut.

Kejujuran dalam penilaian merupakan syarat utam#&ndasistem
penilaian. Konsekuensi dari prinsip ini adalah peopenilaian harus terbuka dan
hasil penilaian bisa didiskusikan antara bawahan atasan penilai. Oleh sebab
itu dalam pelaksanaan penilaian melibatkan tidakyaapimpinan saja namun
juga anggota yang di nilai dan penilaian di lakukeihadap hasil kerja yang telah
disepakati bersama di dalam kegiatan perencanaani

Langkah terpenting dalam penilaian kinerja adalagmentukan faktor-
faktor penilaian. Faktor penilaian adalah aspeleksmng diukur dalam proses
penilaian kinerja individu. Faktor penilaian terselierdiri dari empat aspek,
yakni:
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1. Hasil kerja, yaitu keberhasilan karyawan dalam ksglaaan kerja
(output), seberapa besar yang telah dihasilkagpaejumlahnya dan
berapa besar kenaikannya.

2. Perilaku, yaitu aspek tindak tanduk karyawan dalaelaksanakan
pekerjaan, pelayanan, kesopanan, sikap, dan pamjak baik
terhadap sesame karyawan maupun kepada pelanggiga/pu

3. Atribut dan kompetensi, yaitu kemahiran dan pengamaskaryawan
sesuai tuntutan jabatan, pengetahuan, keterammitan keahlian,
seperti kepemimpinan, inisiatif dan komitmen.

4. Komparatif, yaitu membandingkan hasil kinerja kavga dengan

karyawan lainnya yang selevel dengan yang bersaagku

Pelaksana penilaian kinerja di dalam Sistem ManajerKinerja ada

beberapa pilihan antara lain :

1. Atasan langsung. Penggunaan metode hanya atasgsuten pada
umumnya banyak digunakan oleh organisasi-organséasa kecil, hal
ini dimungkinkan karena jumlah pegawainya kecil.mN@ untuk
organisasi besar, penilaian tidak hanya dilakukah atasan langsung,
minimal dilakukan oleh dua atasan diatasnya.

2. Rekan kerja. Alasan kenapa rekan kerja dilibatkatard penilaian
karena rekan sekerja sehari-hari berinteraksi denmEgawai yang
dinilai. Interaksi ini memberikan pandangan yang nyauruh
terhadap kinerja seorang pegawai dalam pekerjaannya

3. Diri sendiri. Evaluasi diri sendiri dimaksudkan uktmerangsang
pembahasan kinerja antara karyawan dan atasan.

4. Bawahan langsung. Evaluasi bawahan langsung dapatbedakan
informasi yang tepat dan rinci mengenai perilakoraeg manajer

karena penilai mempunyai kontak langsung dengag gamilai.

Agar penilaian kinerja dapat berhasil dengan ma#tsirmaka perlu
adanya pengelolaan kinerja dengan sebaik-baikngiantenajemen. Tujuan dan

fungsi manajemen kinerja tersebut adalah sebagéube
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1. Kinerja karyawan bisa dikelola secara efektif déesien agar kinerja
karyawan selalu meningkat.

2. Terjadi proses komunikasi timbal balik antara pardlan yang dinilai
sehingga dapat mengeliminasi berbagai kemungkiranflik yang
akan timbul.

3. Terjadi  serangkaian  proses  perencanaan, pembinthinga
pendokumentasian, dan review kinerja terintegrasi.

4. Mendorong motivasi dan meningkatkan komitmen kagm@wintuk
lebih maju.

5. Timbulnya input dalam perencanaan penggantiangabat

6. Memberikan masukan kepada perusahaan atau orgameehkal
kinerja seluruh karyawan sebagai dasar untuk meakent strategi

perusahaan

Didalam tahap penilaian kinerja, para penilai akemberikan penilaian
terhadap prestasi karyawan yang didasarkan padgkagamatannya pada tahap
observasi. Selanjutnya proses penilaian prestasumbeberakhir, namun
dilanjutkan dengan melakukan pengembangan. Halerarti bahwa pihak penilai
bukan hanya sekedar melakukan penilaian, membemkian melainkan juga
melakukan pengembangan apabila ternyata ada paredatara apa yang
diharapkan oleh pimpinan dengan hasil karyawan.in8gh penilaian kinerja
adalah mendukung Sistem Manajemen Kinerja dalam pwedmiki dan

meningkatkan kinerja karyawan.

4.4  Sistem Manajemen Kinerja Polri

Dalam rangka memperbaiki sistem penilaian kinegagyselama ini di
berlakukan di dalam organisasi Polri yaitu daftamnif@ian (dapen) personel Polri.
Pada tanggal 23 Pebruari 2010 di terbitkan PexatuDeputi Kapolri Bidang
Sumber Daya Manusia Nomor 1 Tahun 2010 tentangi8i8fanajemen Kinerja
Polri.
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Sistem Manajemen Kinerja bertujuan untuk menciptak@amunikasi
antara pimpinan dan anggota dalam rangka mempef@epan organisasi dan
atasan serta pemahaman anggota mengenai : tugak gak fungsi anggota,
bagaimana tugas pokok dan fungsi tersebut berpemgéerhadap tujuan
organisasi, pemahaman tentang kinerja, bagaimangpiman dan anggota
bekerjasama mewujudkan kinerja, dan bagaimana naalken kendala-kendala
kerja.

Sistem Manajemen Kinerja Polri memiliki empat piinglasar yaitu :
transparan (pelaksanaannya dilakukan secara terbetkgan menyepakati lima
faktor kinerja yang akan dinilai oleh Pejabat Pa(#P) dengan Anggota yang
Dinilai (AYD) dan hasil penilaian disampaikan sexdangsung). Bersih (tidak
ada cela bagi APP dan AYD untuk melakukan KKN kargenilaian juga
melibatkan dua rekan AYD yang dipilih secara acakiftabel (penilaian dapat
dipertanggung jawabkan secara vertikal maupun botat). Objektif ( penilaian
kinerja sesuai dengan fakta kinerja dan hasil ydisgpakati sesuai dengan target
yang telah disepakati).

Dalam operasionalisasi Sistem Manajemen Kiner@ajest empat tahapan
yang harus dilalui yaitu : tahap perencanaan kanetgahap pemantauan dan
bimbingan, tahap penilaian kinerja, dan tahap eslkinerja.

1. Tahap perencanaan kinerja adalah suatu aktifitdamdeSMK yang
bertujuan untuk mempertegas tupok (tugas pokok) fdagsi anggota
serta menyepakati indikator standar kinerja anggota

2. Tahap Pemantauan dan pembimbingan merupakan aktdalam SMK
yang bertujuan untuk memantau dan mengarahkan sndggtam rangka
pencapaian standar kerja.

3. Tahap Penilaian kinerja adalah suatu aktifitasrdeEMK yang bertujuan
untuk menilai kinerja generic dan spesifik anggmda periode penilaian.
Dua penilaian ini dibedakan untuk golongan Brigatispektur, Perwira
Menengah, dan golongan Perwira Tinggi. Penilaiamegk secara
kuantitatif dengan menilai 10 faktor kinerja : kepmpinan, jaringan
sosial, komunikasi, pengendalian emosi, agen pblama integritas,

empati, pengelolaan administrasi, kreativitas, kiamandirian. Sedangkan
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penilaian kinerja secara kualitatif dengan menalmskakta kinerja sebagai
penjelasan dari pencapaian kinerja yang menonjaik lyang diatas
standar atau yang dibawah standar.
SMK Paolri tidak mengenal batas nilai minimum/maksimkarena angka
nominal telah di tentukan secara limitative.Peaitakinerja di lakukan
secara regular dua kali setahun (semesteran).Samedit lakukan pada
periode Januari sampai Juni.Sedangkan semester ldkdkan pada
periode Juli sampai Desember.

4. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi kinerja bertojusmtuk mengkaji

kinerja anggota pada periode berjalan.

Sementara itu soal penilaian dalam Nota Dinas D& 3@polri untuk
semua karo Sde SDM Polri perihal pemberlakuan SM#ri,P disebutkan
penilaian harus benar-benar didasarkan pada peapapkinerja sesuai
kesepakatan kinerja yang telah dibuat antara Pefdailai (PP) dan Anggota
yang Dinilai (AYD) dengan nilai nominal sesuai dangating skala pencapaian
kinerja yang tercantum dalam standar kinerja.Dengdamikian, dalam
memberikan penilaian pada SMK tidak mengenal hatasminimum/maksimum
karena angka nominal telah ditentukan secara liifita

Sedang dalam mempermudah pelayanan dan pengajikafiyiia untuk
mengajukan keberatan atau banding terhadap pemilaiaka dianjurkan kepada
seluruh PP dan AYD membuat kesepakatan interntdngrperlunya melakukan
penilaian secara bulanan/triwulan dan AYD sebaikmganiliki buku harian kerja

yang berisi rekap pekerjaan yang telah dikerjaletias harinya.
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Contoh Faktor Penilaian Kinerja Generik

NO

Faktor Kinerja

Pencapaian Kinerja

Standar Kinerja

Dibawah
Standar
Kinerja

Perlu Sesuai
Perbaika Standar
n Kinerja

Di atas
Standar
Kinerja

Kepemimpinan

Kemampuan mempengaruhi, memotivasi dan
mengarahkan pada levelnya

Jaringan Sosial

Kemampuan membangun, memelihara dan
melaksanakan kerjasama dan hubungan baik
dengan pegawai pada Polri dan masyarakat
pada levelnya

I

Komunikasi

Kemampuan merumuskan, mengutarakan dan
menerima ide/pendapat, baik secara verbal
maupun non verbal, dengan jelas kepada
sesama pegawai pada Polri dan masyarakat
luas pada levelnya

Pengendalian
Emosi

Kemampuan mengendalikan emosi dalam
situasi yang penuh tekanan sehingga tidak
mempengaruhi kinerja pada levelnya.

Agen Perubahan

Kemampuan merumuskan, memotivasi dan
melaksanakan perubahan pada levelnya.

Integritas

Kemampuan memotivasi dan melaksanakan
perubahan pada levelnya.

Empati

Kemampuan menempatkan diri pada posisi
orang lain, serta mengekspresikan perasaan
positif dan ketulusan pada orang lain pada
levelnya.

Pengelolaan
Administrasi

Kemampuan merencanakan, mengatur,
melaksanakan, mengevaluasi dan memperbaiki
proses administrasi pada level kerjanya

Kreativitas

Kemampuan menghasilkan, mengembangkan
dan melaksanakan ide/cara baru secara efektif
di Polri pada levelnya.

10

Kemandirian

Kemampuan mengarahkan diri sendiri dan
mengambil inisiatif tindakan dengan
mempertimbangkan factor resiko pada
levelnya.

Sumber : Peraturan De SDM Kapolri No.1 tahun 2010

Catatan :untuk formulir penilaian kinerja generignt@ra, Inspektur,

Perwira Tinggi Poin 10 faktor kinerjanya tetap sdmaaya di penjelasan standar

kinerja berbeda redaksionalnya.
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Gambar 4.2 :Proses Penilaian Kinerja Sistem Manajemen Kineoja P

Sumber :Telah diolah dari Peraturan De SDM Kapétril tahun 2010
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Terkait fungsi SMK sebagai metode pengelolaan panilaian kinerja

personel, maka saat ini berbagai instansi khususngansi swasta dan

perusahaan-perusahaan profit banyak yang mengsigbikateknik atau metode

pengelolaan kinerja personel dan organisasi dengaatu metode pengelolaan

kinerja personel yang memiliki prinsip dan mekareskerja yang secara umum

memiliki kesamaan dengan metode SMK yang saat iinbedlakukan untuk

mengelola dan memperbaiki kinerja anggota Polritade ini di kenal dengan

sebutahBalanced Score Card’. Meskipun metode ini lebih umum di pergunakan

pada perusahaan berpendekatan laba, namun demlkimde ini juga dapat di

terapkan pada organisasi sektor publik yang beppéts pelayanan publik.

Pengertian Balanced Score Card

Balanced scorecardnerupakan suatu system manajemen yang

menjabarkan visi

dan strategi suatu perusahaan #&emd tujuan

operasional dan tolok ukuraBanced scorecardselain dapat digunakan

sebagai alat pengukur kinerja, juga dapat digunaebagai alat untuk

mengelola kinerja karyawan.

Balanced Scorecarddi populerkan pertama kali oleh Robert

S.Kaplan (1990-an), seorang guru besar (profesisorHarvard Business
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Schooldan David P. Norton dari kantor akuntan publik KEMmerika
Serikat (Moeheriono, 2009:123).

Menurut Kaplan dan NortoBalanced Scorecarderdiri dari 2

kata, yaitu:

1. Scorecard

Yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skorl k&serja seseorang
yang nantinya digunakan untuk membandingkan dehgaihkinerja yang
sesungguhnya.

2. Balanced

Menunjukkan bahwa Kkinerja personel atau karyawauokudi
secaraseimbang dan dipandang dari 2 aspek yaitangano dan non
keuangan,
jangka pendek dan jangka panjang dan dari seghim@upun ekstern.

Dari definisi tersebut pengertian sederhana dBalanced
Scorecarddalah kartu skor yang digunakan untuk mengukuerjan
dengan memperhatikankeseimbangan antara sisi ka&wami@n non
keuangan, jangka panjang dan jangkapendek.

Balanced scorecartherupakan suatu kerangka kerja, suatu bahasa
yangmengkomunikasikan visi, misi, dan strategi kiepseluruh karyawan
tentangkunci penentu sukses saat ini dan masagd&tdain ituBalanced
Scorecarguga menekankan bahwa pengukuran kinerja keuangaupum
non keuangantersebut haruslah merupakan bagiansideem informasi
seluruh  karyawan baikmanajemen tingkat atas maugingkat
bawahBalanced scorecarthenekankanbahwa semua ukuran finansial dan
non finansial harus menjadi bagian system informasik para pekerja di

semua tingkat perusahaan.

Per spektif Pendekatan Balanced Score Card

Menurut Kaplan dan Nortonlangkah-langBattanced
scorecardneliputi empat proses manajemen baru. Pendekatan in
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mengkombinasikan antaratujuan strategi jangka pgngan peristiwa
jangka pendek. Keempat prosestersebut adalah :

Tabe4.4
Per spektif Pendekatan Balanced Score Card

No Perspektif Ukuran Kinerja
Berimbang

1 KeuanganKinance) a.Ekonomi Value added

b.Pertumbuhan
pendapatan
c. Pemanfaatan aktiva yg
di ukur dengarasset turn
over.
d. Berkurangnya biaya
secara signifikan yang
diukur  dengan cost
effective

2 Konsumen (Customer) a. Jumlah customer baru
b.Jumlh  customer yg
menjadi non-costumer
c.Kecepatan waktu
layanan customer
d. tingkat kepuasan
costomer

3 Proses (process) a.Ketepatan waktu
produksi
b.Ketepatan pesanan
d.Perputaran keefektifan

4 Pembelajaran dan Pertumbuligearning a.Rasio ketersiadaan
and Growth) informasi

b.Tingkat kepuasan
karyawan
c.Tingkat pemberdayaan
karyawan
d.Tingkat  produktifitas
karyawan
e.Persentase saran yang
diimplementasikan
f.Tingkat pencapaian
Kriteria pendukung
keberhasilan tim

Sumber :Mulyadi. (2009:6). Sistem Terpadu Pengalol&inerja Personel BerbaBslanced
Scorecard.
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Ukuran tersebut diatas, di pandang cukup komperheintuk
memotivasi para eksekutif dalam mewujudkan kinaemareka, yang
bersifat berkesinambungan.Dengan ukuran kinerja BSfng
komperhensif antara ukuran keuangan dan non kenargesebut
(costumer, produktifitas, pembelajaran dan pertumhb), para eksekutif
lebih di pacu untuk memperhatikan dan melaksanaisaa-usaha yang
merupakan pemacu sesungguhnya untuk mewujudkamj&kikeuangan
tersebut.

Dalam perkembangannya metode pengukuran BSC dapat
diterapkan secara efektif sebagai sistem manajestmategik pada semua
organisasi, baik organisasi bermotif laba, orgasisektor publik, maupun

organisasi sosial.

Balanced Score Card Sebagai Kerangka Kerja Sistem

M anajemen Strategik

Banyak perusahaan atau organisasi yang telah memipsistem
pengukuran kinerja yang menyertakan berbagai ukfinamsial dan non
finansial, namun perusahaan-perusahaan tersebuggemeakan ukuran
kinerja finansial dan non finansial hanya untuk amgbalik taktis dan
pengendalian berbagai operasi jangka pendek.

Balanced Scorecardebih dari sekedar sistem pengukuran taktis
atau operasional.Perusahaan yang inovatif menggunaicorecard
sebagai sebuah sistem manajemen strategis, untuigefoi strategi
jangka panjang.

Sistem manajemen strategis berbadmlanced scorecard
merupakan system manajemen strategic yang didesamuk
memperlakukan karyawan sebagai manusia. Prosegemaaraini dimulai
dengan penetapan, visi, misi, keyakinan dasarj ddaar, dan strategi
organisasi terlebih dahulu.

Focus pengukuraacorecarduntuk menghasilkan berbagai proses
manajemen penting, yaitu :

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategaoigasi.
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Proses perancangan manajemen kinerja dengan BS&wali
dengan penerjemahan strategi organisasi ke dalsanasastrategik
organisasi yang lebih operasional dan mudah dirpaha
Mengomunikasikan dan menghubungkan sasaran stkatkgigan
indicatar.

Indikator kinerja di kembangkan untuk mengukur Egraan
sasaran strategik organisasi. Hal ini akan merg&di komunikasi
bagi organisasi dengan cara memberikan indikasiaibema
kinerja dalam mencapai sasaran strategik tersédoerja yang
tinggi di perlukan pada sasaran strategik apabilgarosasi
menginginkan tercapai dan terealisasinya misi asgan
Merencanakan, menyiapkan target, dan menyesuaikésiaiif
strategik.

Tahap awal dari proses manajemen adalah tahap@&mgagaan
dan penyiapan target kinerja terhadap inisiatdtetyik. Pada tahap
ini, organisasi mengkuantifikasikan dari hasil yangin di capai,
mengidentifikasi mekanisme dan sumber daya untukcayai
hasil dari inisiatif strategik yang direncanakamakli laksanakan.
Meningkatkan umpan balik untuk pengambilan keputusa
strategik

Sistem pengukuran kinerja akan lebih bermanfaabilpdapat di
pakai sebagai umpan balik dan sumber informasi \@erarga
guna pengambilan keputusan strategik yang lebik Haimasa
mendatang. BSC menyediakan fungsi umpan balik kareadel
penilaian kinerja di rancang dengan mengaitkancatdr kinerja
dengan strategi organisasi.

Sistem pengukuran kinerja model BSC bermanfaat taginisasi
sebagai alat penerjemahan strategi dan sekaligbagae alat
evaluasi sehingga menyediakan informasi umpan bakgi

pengambilan keputusan yang berbeda.
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Terjemahkan Visi dan

/ Strategi/Misi Org

Umpan Balik unk BALANCED Perencanaan
Pengambilan SCORECARD Target Kinerja
Keput

\ Mengkomunikasikan /

Sasaran Startegik dg
Indikatol

Gambar 4.3 :Kerangka Kerja Manajemen Strate@klanced Scorecard
Sumber : Kaplan Dan Norton (Moeheriono : 2009:128)

Balanced Scor ecard Sebagai M etode Pengelolaan Kinerja Per sonel

Sejak mulai tahun 200@alanced Scorecartelah dikembangkan
untuk mengintegrasikan dua sistem : (1) sistem earen strategik dan,
(2) sistem terpadu pengelolaan kinerja seluruhgmeis(manajer dan
karyawan).

1) Sistem manajemen strategik berbasis BSC adalalensistang
dimanfaatkan untuk mengelola secara strategik dismganisasi/
perusahaan. Penggunaan sistem ini berfungsi sepagaijuk dan
sekaligus jalan yang harus dilalui dalam mengelola
organisasi/perusahaan .

2) Sistem pengelolaan kinerja personel adalah sistarg gimanfaatkan
untuk memotivasi seluruh personel dalam suatu
organisasi/perusahaan dalam mewujudkan visi dan persisahaan

melalui perilaku yang di harapkan.
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Oleh karena itu, sistem pengelolaan kinerja iniatla manfaatkan
untuk memperbaiki perilaku personel dan mencegaliake personel
yang tidak di harapkan dalam mewujudkan visi pdraaa yang di
desain sejalan dengan sistem strategik berbatasiced scorecard.

Pengelolaan kinerja personel, ditujukan untuk ingkatkan

akuntabilitas personel dalam memanfaatkan bertmgaber daya dalam

mewujudkan visi perusahaan melalui misi organis@sngelolan kinerja

personel dalam balanced scorecard terdiri atasthimap terpadu, yaitu :

1). Menetapkan peran dan kompetensi inti persoaknd mewujudkan
kinerja organisasi/perusahaan.

2). Merencanakan kinerja yang hendak di capai

3). Mengukur dan menilai kinerja personel

4). Menetapkan desain sistem penghargaan berbasigak

5). Mendistribusikan penghargaan berbasis hastgytamran dan penilaian

kinerja personel.

Menetapkan Perar

/ dan kompetensi \

- Merencanakan

Mendistribusikan L
kinerja
penghargaan \ Balanced /
Scorecard

Menetapkan Mengukur/Meni

desain sistem lai kinerja

penghargaan

berbasis kinerja

Gambar 4.4 :Mekanisme Pengelolaan Kinerja Persddalanced Scorecard

Sumber : Kaplan Dan Norton (Moeheriono : 2009:130)

Universitas Indonesia

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.



110

Balanced Scorecard Pada | nstans Pemerintah

Sasaran strategic dari instansi pemerintah adatalik memenuhi

misi yang didelegasikan oleh Presiden melalui deps@n masing-

masing. Adapun perbedaan tersebut adalah sebadaithe

Tabel4.5

Sasaran Strategik Instansi Pemerintah

a

Atribut Strategik Organisasi Publik
1 2
Sasaran strategicEfektivitas misi
umum
Sasaran KeuangdrPengurangan biaya, efesiensi
Umum
Nilai-nilai Akuntabilitas pada public, integritadsgadilan
Outcome yang Kepuasan pelanggan
diharapkan
Stakeholders Masyarakat, DPR, mitra, departemem |at
instansi pemerintah lainnya, penyedia jasa
Pelanggan Kadang-kadang penerima tdk langsung dari
keluaran organisasi
Prioritas anggaran Kepemimpinan, pembuat UU, perenc

Sumber : Moeheriono (2009:135-136). Pengukuran fifarigerbasis Kompetensi.

Tabel4.6

Kerangka Kerja Balanced Scorecard Organisasi Publik

N

No Per spektif Ukuran Kinerja
Berimbang
1 2 3
1 KeuanganKinance) Realisasi penggunag
anggaran
2 Stakeholder a. Ukuran efesiensi
b. Manfaat  jangka

panjang kpd masyarakat
c. Pengaruh kpd tingka
laku masyarakat

c. Perubahan sikap
d. Penilaian stake holds

0

D
=
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\ | atas kualitas out put |

Tabel 4.6 Kerangka Kerja Balanced Scorecard OsganPublik
(sambungan)

[ERN

2 3

3 Proses (process) Internal a.Kualitas teknis ierka
dgn standar internal
b. Ketepatan waktu
proses
c. Kepedulian, keadilap
dan administrasi

d. Kepuasan

)

4 Pembelajaran dan Pertumbuliaearning | a.Pelatihan da
and Growth) peningkatan keahliah
pegawai
b. Pemanfaatan
peningkatan dan akses
dari IT
c. Proses atau aturan baru
unk meningkatkan
pelayanan jasa

Sumber : Moeheriono (2009: 136-137). PengukurarianBerbasis Kompetensi.

Cara Pengukuran dalam Balanced Scorecard

Sasaran strategik yang dirumuskan untuk mencagpiailan tujuan
organisasi melalui strategi yang telah dipilih perHitetapkan
ukuranpencapaiannya. Ada dua ukuran yang perluagkan untuk
mengukur
keberhasilan pencapaian sasaran strategik, yakuran hasil dan
ukuran pemacukinerja. Ukuran hasil merupakan ukurgang
menunjukkan tingkat keberhasilanpencapaian sasastnategik,
sedangkan ukuran pemacu kinerja merupakanukuran g yan
menyebabkan hasil yang dicapai.

Cara pengukuran dalarBalanced Scorecarcdadalah mengukur
secaraseimbang antara perspektif yang satu dengapektif yang

lainnya dengan tolokukur masing-masing perspekténurut Mulyadi
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(2001), kriteria keseimbangandigunakan untuk meangampai sejauh
mana sasaran strategik kita capaiseimbang di sperspektif.

Skor dalam tabel kriteria keseimbangan adalah steordar, jika kinerja
semua aspek dalam perusahaan adalah “baik”.Skoerikhin

berdasarkamating scale

Sistem Manajemen Kinerja VersusBalanced Scorecard Dalam

Pengelolaan Kinerja Personel.

Sistem Manajemen Kinerja dd@alanced Scorecardemiliki persamaan
dalam hal :

1. Fokus SMK dan BSC adalah pendekatan yang terirgeguatuk
mengelola kinerja individu, tim, dan organisasi asal mendukung
pencapaian tujuan organisasi.

2. Prinsip dasar operasionalisasi SMK dan BSC adakisifat strategis,
merumuskan tujuan, menyusun perencanaan, mendapamtkpan balik,
melakukan  pengukuran, melakukan perbaikan kinergifatnya
berkelanjutan, menciptakan budaya, melakukan pebgegan,
berdasarkan pada kejujuran, memberikan pelayanaenjafankan
tanggung jawab, terdapat konsensus dan kerjasamta derjadi
komunikasi dua arabh.

3. SMK dan BSC merupakan suatu proses manajemen yamgbemikan
tuntutanan pada pengukuran dan evaluasi kinerjgastemengacu kepada
faktor-faktor input/proses (pengetahuan, keahlian, kepiawaian dan
kompetensi) dan faktor-faktaut putakibat (hasil dan kontribusi).

4. SMK dan BSC berkenaan dengan proses kerja, manajemganisasi,
pengembangan, dan imbalan yang saling berhubungannterupakan
bagian fundamental dari pendekatan manajemen sudalyer manusia di

dalam suatu organisasi.

Namun  demikian,dalam  operasionalisasinya  persjBztahced
Scoredcardmenawarkan sebuah konsep pengelolaan kinerjargdrgang lebih

terintegrasi dengan sasaran strategik organisasi oe@nekankan kepada
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pengembangan teknologi informasi.Atau dengan kata, Ibahwa perspektif
Pengelolaan Kinerja Personel BerbaBmlanced Scoredcadi lakukan secara
terintegrasi dengan pengelolaan kinerja organigedapun proses pengelolaan

Kinerja Personel Berbasialanced Scoredcaadialah sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan kinerja personel berbasis BSClediain secara
komprehensif dalam perwujudan sasaran strategikanisgsi dengan
memfokuskan kinerja personel yang berorientasi pgoEmuasan
kebutuhancostumer atau publik. Oleh karena itu, pusat pertanggung
jawaban dalam perusahaan atau organisasi di kelkdapdke dalam dua
golongan (1)mission centerdan (2)service centeryang di tetapkan
perannya untuk menghasilkealuebagi customer.

2. Mission centeradalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas
penyediaanvalue bagi customer Dalam organisasi publik, departemen
yang mengemban fungsi operasional dan pelayanahk ponerupakan
mission centerService centerldalah unit organisasi yang bertanggung
jawab atas penyediaan layanan bagssion center Departemen SDM,
departemen logistic, departemen keuangan merufdak@gan darservice
center Dengan kata lainMission centerberperan untuk memenuhi
kebutuhancustomerluar danservice centerberperan untuk memenuhi

costumerinternal (nission center

3. Tahap pertama dalam pengelolaan personel berbaSE€ Rdalah
perencanaan kinerja organisasi. Kinerja yang hewdaapai di tetapkan
berdasarkan sasaran strategik yang hendak di cgpaisasi. Sasaran
strategik dirumuskan melalui penerjemahan misi, Wguan, dan strategi
perusahaan/organisasi ke daleompany scorecard. Company scorecard
memberikan arah dan tujuan sasaran strategik a@sinSasaran strategik
tersebut mencakup empat aspek (keuangan, costumneses, serta
pembelajaran dan pertumbuhan). Di setiap perspedtifudian ditentukan
ukuran hasil qut come measuyalan targetnya. Ukuran hasil inilah yang
merupakan ukuran kinerja kunci (key performancecetdr atau KPI).

Kemudian dipilih inisiatif strategik action plar) untuk mewujudkan
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sasaran strategik tertentu. Keberhasilan dalam fjoelwan sasaran
strategik melalui inisiatif strategik inilah yang enupakan kinerja

per usahaan/organisasi.

. Setelah kinerja perusahaan di rencanakan di datampany scorecard,
selanjutnya dilakukan perencanaan kinerja persaeelpa penetapan
peran dan penentuan kompetensi inti melalui tighapgacascading
(penyusunan scorecard di setiap jenjang organdabki manajer secara
terstruktur, yaitu : (1)ascading company scorecak® dalammission
center scorecard(2) cascadingmission center scorecae dalamservice
center scorecard (3) cascadingmission center scorecadhn service

center scorecartte dalanteam and personal scorecangasing-masing.

. Melalui cascading processperan (yang merupakan pekerjaan gtau
descriptior) personel di tetapkan sejalan dengan sasaranegiat
perusahaan atau pusat pertanggung jawaban. Semeitgarsasaran
strategik merupakan penerjemahan misi, visi, tujualan strategi

perusahaan/organisasi.

. Selanjutnya di lakukan pengukuran kinerja dengangukur keberhasilan
setiapmission centeservice center, team, dan individialam mencapai
sasaran strategik dalascorecardnya Pengukuran di lakukan secara
komprehensif di empat perspektif : keuangan, costurproses serta
pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil pengukuran rjsingersebut
kemudian di bandingkan dengan target yang telabtagikan dalam
scorecardnya masing-masing. Untuk kemudian dapatapkan sistem
penghargaan yang akan diberikan kepada mamagsion center, manajer
service center, team dan karyawan. Dengan penekanan bahwa
penghargaan hanya di berikan kepada personel mt@gakyang di capai
oleh personel, bukan atas pekerjaan atau peraonsrs

. Sistem pengelolaan kinerja personel berbdsasanced scorecarddi
dukung oleh suatu sistem personal computer (PC). nR&nberikan

kesempatan kepada setiap karyawan untuk mengasésasadangsung ke
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shared data basenformasi kinerjamission center, service center, team
dan karyawan yang di himpun oleh pusat pertanggamgban informasi
organisasi. Sehingga memberdayakan karyawan unt@ngetahui
perkembangan organisasi secara Kkeseluruhan sertanberikan
kesempatan untuk melakukan pengambilan keputusgkudigas bagi

pencapaian sasaran strategis organisasi.

. Keberhasilan pengelolaan kinerja personel berbasibklanced scorecard
sangat di tentukan oleh komitmen yang kuat dan kepoan untuk
mewujudkan komitmen tersebut oleh perilaku indild manajemen
puncak. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk
mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan komitmean

integritasnya terhadap visi, misi, keyakinan dagan, strategi organisasi.

Membangun Balanced Scorecard

Sebelum Balanced Scorecarddiimplementasikan, organisasi
terlebihdahulu harus membangun atau menyuBaltanced Scorecard
Terdapat enamtahapan dalam membangun sBatanced Scorecard
yaitu:

1) Menilai Fondasi Organisasi

Langkah pertama organisasi untuk melakukan penilaatas
fondasiorganisasi adalah membentuk tim yang akamummeskan dan
membanguBalanced ScorecardTim ini akan merumuskan visi dan
misi organisasi, termasukdidalamnya mengidentifikabutuhan dan
faktor-faktor yang mendukungorganisasi untuk meacapsinya.

Tim ini mengembangkan rencana-rencanayang akarkuéa,
waktu yang dibutuhkan serta anggaran untukmenjatamja. Penilaian
fondasi organisasi meliputi analisa kekuatan,kelema kesempatan,
dan ancaman terdapat organisasi yang dapat dilakekgan
menggunakan SWOT analysis.

Organisasi juga dapat melakukamchmarkingerhadap organisasi

lainnya. Dari penilaian fondasi ini organisasimdafei apa yang
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menjadi visi dan misi organisasi, kekuatan dan rkaleanbahkan
tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mehenu

kebutuhanmasyarakat.

2) Menetapkan Visi organisasi

Visi diperlukan dalam sebuah organisasi untuk
menumbuhkanpemotivasian  personil.Visi  organisasi jabdrkan
kedalam ukuran-ukuran kinerja.Pengukuran kinerjanutki dari
penentuan ukuran Kkinerja untuk menentukanukurarerjan visi
organisasi perlu dijabarkan kedalam tujugod) dan sasaranstrategi
(objectives).

Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkiamassayang
akan datang. Visi biasanya dinyatakan dalam suatoyptaan yang
terdiridari satu atau beberapa kalimat singkat.kKntaewujudkan
kondisi yangdigambarkan dalam visi, perusahaanuperérumuskan
strategi. Dalam prosesperumusan straistiategi formulation) visi
organisasi dijabarkan dalagoaltujuan).

3) Membuat Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi menunjukkan bagaimana tindakatakian
yang harusdilakukan untuk melaksanakan strategiafujorganisasi
merupakan gambaranaktivitas-aktivitas yang haruakakan untuk
mencapai strategi serta waktu yangdibutuhkan umtekcapai hasil
yang diinginkan.Tujuan harus dinyatakan dalambentag spesifik,
dapat diukur, dicapai, berorientasi pada hasibseemilikibatas waktu
pencapaian (Gaspersz, 2003).

Tujuan organisasi dinyatakan dalamempat perspektitu
perspektif customers dan stakeholders perspektif employee
&organization capacity Untuk masing-masing perspektif dirumuskan
tujuanyang akan dilakukan untuk mencapai misi asgesn

4) Membangun strategi organisasi
Strategi merupakan pernyataan apa Yyang harus Kdaku

organisasiuntuk mencapai keberhasilan. Strategididapatkan dari
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misi dan hasil penilaianfondasi organisasi. Stiaiag menyatakan
tindakan apa saja yang harusdilakukan oleh orgsinissauk mencapai
misi organisasi yang sesuai dengankekuatan damkékn organisasi.

Dalam membentuk strategi, organisasi harusmempeatigkan
pendekatan apa saja yang bisa digunakan untuk laekgastrategi
tersebut, termasuk didalamnya apakah strategi biersebisa
dijalankan,berapa banyak sumber daya yang dibutuliken apakah
strategi tersebutmendukung organisasi mencapanyaisi

5) Mengukur Performance
Mengukur performanceberarti memantau dan mengukur kemajuan
yangsudah dicapai atas tujuan-tujuan strategis yateah
diciptakan.Pengukurankinerja yang bertujuan untulenimgkatkan
kemajuan organisasi kearah yanglebih baik.Untukatdapengukur
kinerja, maka harus ditetapkan ukuran-ukuranyamsgaeuntuk setiap
tujuan strategis.Dalam setiap perspektif dinyatakaan-tujuan
strategis yang ingin dicapai, yang kemudian untetiap tujuantujuan
strategis tersebut ditetapkan paling sedikit sagagpkuran kinerja.
Untukdapat menghasilkan pengukuran kinerja yangnaefaat maka
organisasi harusdapat mengidentifikasikan hasilitdomé yang
diinginkan dan proses yangdilakukan untuk mencaptiometersebut.
6) Menyusun Inisiatif

Inisiatif merupakan program-program yang haruskdikan untuk
memenuhi salah satu atau berbagai tujuan strate§ebelum
menetapkan inisiatifyang harus dilakukan adalah nentukan
target.Target merupakan suatu tingkatkinerja yaimpitikan. Untuk
setiap ukuran harus ditetapkan target yang ingapdic

Penetapan target ini bisa berdasarkan pengalamaaa halu atau
hasibenchmarkingerhadap organisasi-organisasi yang unggul didalam
bidangnya.Target-target biasanya ditetapkan unamgka waktu tiga
sampai lima tahun.Setelah target-target ditentukeaka selanjutnya
ditetapkan program-programyang akan dilakukan untakcapai target

tersebut.
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45  Prosedur Normatif Sistem Manajemen Kinerja Polri

Sistem Manajemen Kinerja Polri disingkat SMK Polti tetapkan
berdasarkanPeraturan Deputi Kapolri Bidang Sumb&yaDManusia Nomor 1
Tahun 2010 Tanggal 23 Pebruari 2010.SMK Polri tedhri 6 (enam) Bab dan
27 (dua puluh tujuh) Pasal.

BAB 1
KETENTUAN UM UM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnysindkat Polri adalah
alat negara yang berperan dalam memelihara keamdaanketertiban
masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan ngenigan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalgikareerpeliharanya
keamanan dalam negeri.

2. Sistem Manajemen Kinerja selanjutnya disingkat Sktialah sistem yang
mengidentifikasi dan mengukur kinerja seluruh anggeolri agar selaras
dengan Visi dan Misi organsisasi.

3. Key Result Areaelanjutnya disingkat KRA adalah rangkaian pokokek
tugas dan cakupan tanggung jawab suatu jabataro@nggng diturunkan
dari KRA unit kerja / KRA pimpinan unit kerjanya.

4. Key Performance Indikatoselanjutnya disingkat KPI adalah indikator
kinerja Polri dengan merujuk pada KRA anggota yaeigangkutan.

5. Pejabat Penilai selanjutnya disingkat PP adalalpipiam langsung anggota
Polri yang tugas dan tanggung jawab mengidentifikesengukur dan
merangkum kinerja anggota yang dinilai.
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6. Pimpinan Pejabat Penilai selanjutnya disingkat Bédtah Pimpinan dari PP
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menye@sgkrmasalahan
banding yang diajukan oleh anggota yang dinilai.

7. Anggota Yang Dinilai selanjutnya disingkat AYD aalalanggota Polri yang
diidentifikasi dan diukur kinerjanya.

8. Rekan Kerja adalah anggota Polri yang memiliki pmap langsung yang
sama dengan AYD.

9. Faktor Generik selanjutnya disingkat FG adalah diakpenilaian yang
diperlakukan sama pada semua anggota Polri.

10. Faktor Spesifik selanjutnya disingkat FS adalahdiagenilaian yang terkait
dengan tugas pokok dan tanggung jawab anggota @oiriasing-masing
fungsi yang ada pada Polri.

Pasal 2
SMK bertujuan untuk menciptakan komunikasi antamapman dan anggota
dalam rangka memperjelas harapan organisasi dasarnatserta pemahaman
anggota mengenai :
a. Tugas pokok dan fungsi anggota;
b. Bagaimana tugas pokok dan fungsi tersebut berpehgaepada tujuan
organisasi;
c. Pemahaman tentang kinerja;
d. Bagaimana pimpinan dan anggota bekerjasama untwkujmekan kinerja;
dan

e. Bagaimana meminimalkan kendala-kendala pencapaienj;

Pasal 3
Prinsip operasionalisasi Sistem Manajemen Kineddad :

a. Transparan, vyaitu pelaksanaannya dilakukan secadukia dengan
menyepakati 5 (lima) faktor kinerja yang akan dindantara PP dengan AYD

dan hasil penilaian disampaikan secara langsung.
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b. Bersih, yaitu tidak ada celah bagi APP ataupun AMiluk melakukan KKN
karena penilaian juga melibatkan 2 (dua) rekan A¥idg dipilih secara acak.
c. Akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjakaab secara vertikal
maupun horizontal.
d. Obyektif, yaitu penilaian kinerja sesuai dengantdakinerja dan hasil yang
disepakati sesuai dengan target yang telah disemktaawal.
Pasal 4

Tahapan SMK terdiri atas :

tahap | : Perencanaan Kinerja;
tahap Il : Pemantauan dan Pembimbingan;
tahap Il : Penilaian Kinerja; dan

tahap IV : Evaluasi Kinerja.

Tahap Evaluasi Kinerja (Tanpa tahap banding)

N

Tahap Banding (Keberatan atas Penilaian)

BAB 11
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pasal 5

Perencanaan kinerja adalah suatu aktivitas dalaid $ng bertujuan untuk
mempertegas tugas pokok dan fungsi anggota sertgepakati Indikator Standar

Kinerja anggota.

Pasal 6

Proses Perencanaan Kinerja meliputi kegiatan :

a. PP dan AYD mempelajari manual SMK dan uraian jabgtang berlaku;

b. Satuan Kerja yang membidang SDM memberikan saliiwamulir rekap
Penilaian Kinerja 2 (dua) periode sebelumnya damddir Penilaian Kinerja

Spesifik kepada PP;
c. PP mengidentifikasi kinerja AYD pada 2 (dua) peeiegbelumnya;
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d. PP mengundang AYD untuk hadir dalam pertemuan parexan kinerja;

e. PP menjelaskan maksud, tujuan, manfaat SMK semia fenilaian Kinerja
kepada AYD;

f. PP menjelaskan secara detail tugas pokok AYD barkas dokumen uraian
jabatan yang berlaku, pedoman Standar Kinerja twan/dugas-tugas
tambahan lainnya;

g. PP bersama AYD mengidentifikasikan dan menyepdkéima) tugas pokok
yang menjadi faktor Penilaian Kinerja Spesifik ppgaiode berjalan (kolom 2
formulir Penilaian Kinerja Spesifik);

h. PP bersama AYD mengidentifikasi dan menyepakatdtaKinerja (kolom
3 formulir Penilaian Kinerja Spesifik). Standar Kma yang dimaksud
mengacu pada Standar Kinerja yang lebih tinggi;

I. PP dan AYD mengidentifikasi faktor-faktor yang kemgkinan akan
menghambat pencapaian Standar Kinerja;

j. PP bersama AYD mendiskusikan alternatif solusidektktor penghambat
tadi;

k. PP mendokumentasikan hasil diskusi butir i dan lardabutir 1 catatan
kualitatif aspek Spesifik anggota yang dinilai;

|. PP dan AYD menandatangani formulir Penilaian Kia&pesifik.

Bagian kedua
Pemantauan dan Pembimbingan
Pasal 7

Pemantauan dan pembimbingan merupakan aktifitasnd8IMK yang bertujuan
untuk memantau dan mengarahkan anggota dalam rgmghkesapaian Standar

Kinerja.
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Pasal 8

Proses pemantauan dan pembimbingan meliputi kegkatgiatan :

a.

PP membuat catatan sendiri mengenai pelaksanaas tAYD terutama
kinerja yang di atas dan/atau di bawah standatic@lriincidents) yang
kemudian di tahap Ill dapat dipindahkan pada hutoatatan kualitatif aspek

generik dan butir 2 catatan kualitatif aspek sjjesif

(1)

(2)

1)
(2)

PP memanggil AYD yang memiliki kinerja di bawahratar.
PP memberikan arahan dan petunjuk untuk memperkiaiija AYD.

. Jika diperlukan, PP merekomendasikan untuk merniggtogram pembinaan

dan/atau pengembangan

Bagian ketiga
Penilaian Kinerja
Pasal 9

Penilaian Kinerja merupakan suatu aktivitas dalaistesm SMK yang
bertujuan untuk menilai Kinerja Generik dan Sp&s#nggota pada periode
penilaian.

Penilaian Kinerja Generik maupun Spesifik dibedakamuk golongan

Brigadir, Inspektur, Perwira Menengah dan golonganwira Tinggi.

Pasal 10

Penilaian Kinerja Generik meliputi penilaian sedeanantitatif dan kualitatif.
Peniaian Kinerja Generik secara kuantitatif dengsemnilai 10 (sepuluh)
faktor Kinerja, yaitu ;

a. Kepemimpinan;

b. Jaringan Sosial;

c. Komunikasi;

d. Pengendalian emosi;
e. Agen Perubahan;

f. Integritas;

g. Empati;
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h. Pengelolaan administrasi;
I. Kreativitas; dan
j.  Kemandirian.

(3) Penilaian Kinerja secara Kualitatif dengan menualiskakta kinerja sebagai
penjelasan dari pencapaian kinerja yang menongal, yang di atas standar
atau yang di bawah standar.

Pasal 11

Proses Penilaian Kinerja meliputi kegiatan :

a. Satuan Kinerja yang membidangi SDM, selambat-lamfzall bulan sebelum
periode penilaian berakhir, mengirimkan FormuliniRean Kinerja Generik
(sesuai pangkat AYD yang dinilai) kepada PP dadua) rekan kerja AYD.
Kedua rekan kerja AYD yang dipilih harus memilikasan langsung yang
sama dengan AYD dan telah bekerja sama sekurargrmya selama 3 (tiga)
bulan dan dipilih secara random.

b. 2 (dua) rekan kerja AYD melakukan Penilaian Kinefgamgan mengisi kolom
4 (empat) formulir Penilaian Kinerja Generik.

c. PP melakukan penilaian kinerja dengan mengisi kofbifempat) formulir
Penilaian Kinerja Generik serta kolom 4 (empat) danlima) formulir
Penilaian Kinerja Spesifik.

d. PP mengirimkan formulir Penilaian Kinerja Gener#éndSpesifik yang telah
diisi sedangkan 2 (dua) rekan kerja AYD secara isesehdiri mengirimkan
formulir Kinerja Generik kepada satuan kerja bidaB®M selambat-
lambatnya 2 (dua) minggu sebelum periode penilagakhir.

e. Satuan kerja bidang SDM mengumpulkan dan merekapule Penilaian
Kinerja Generik dan Spesifik dari PP dan 2 (dukgnekerja AYD.
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Bagian keempat
Evaluas Kinerja

Pasal 12

Evaluasi kinerja merupakan suatu aktivitas dalamKSyng bertujuan untuk

mengkaji kinerja anggota pada periode berjalan.

Pasal 13

Tahapan dalam Evaluasi Kinerja, meliputi :

a.

Satuan Kerja yang membidangi SDM mengirimkan formuoékapitulasi
Penilaian Kinerja dan formulir Kinerja Generik dapesifik yang sudah diisi
kepada PP.

PP mengundang AYD untuk menghadiri pertemuan esekierja.

PP menjelaskan pencapaian kinerja AYD.

. PP memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerjaDAjada periode

Penilaian Kinerja berikutnya.

PP mendokumentasikan hasil umpan balik pada butit&an kualitatif aspek
generik dan butir 3 catatan kualitatif aspek sjjesif

Bila tidak ada banding, PP dan AYD menandatangarmiilir rekapitulasi

Penilaian Kinerja.

Jika AYD berkeberatan terhadap hasil penilaian m#&& menuliskan
keterangan pada catatan akhir formulir rekapituRenilaian Kinerja dan

menandatangani formulir, namun AYD tidak.

. PP mengirimkan formulir rekapitulasi Penilaian Kjaedan formulir Kinerja

Generik serta Spesifik kepada Satuan Kerja yangbigangi SDM selambat-

lambatnya 1 (satu) minggu setelah formulir terselgrima.
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Bagian kelima
Banding

Pasal 14

Anggota berhak mengajukan keberatan atas penyaiag telah dilakukan dengan

tidak menandatangani formulir rekap Penilaian Ke&enerik atau Spesifik.

Pasal 15

Proses keberatan (banding) atas penilaian, dilakuwlengan cara-cara sebagai
berikut :

a.

Satuan Kerja yang membidangi SDM mengirimkan formaanding, kepada
atasan pejabat penilai (APP), selambat-lambatnyaafu) minggu setelah
permohonan banding diterima dari AYD.

APP dapat mengundang pihak-pihak yang terkait (mysa. PP, Rekan kerja
yang menilai, dan/atau AYD) untuk mengklarifikasngaian.

APP memutuskan Penilaian Kinerja periode berjakmasmengisi formulir

banding.

. Perubahan nilai kinerja periode berjalan dapat ngkatka/ menurunkan

sebutan kinerja maksimal 1 (satu) tingkat.
APP dan AYD menandatangani formulir banding.
APP mengembalikan formulir banding kepada satuaja k@ang membidangi

SDM selambat-lambatya 1 minggu setelah formulirdag diterima.
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BAB |11
PROPORSI PENILAIAN DAN RENTANG NILAI
Bagian kesatu
Proporsi penilaian
Pasal 16

Proporsi penilaian untuk Penilaian Generik seb&&# dan untuk Penilaian

Spesifik sebesar 65%.
Pasal 17

(1) Bobot Penilaian Generik, terdiri atas :
a. Proporsi PP sebesar 40%
b. Proporsi Kerja AYD masing-masing 30%
c. Bila rekan kerja AYD berjumlah kurang dari 2 (duwapng maka bobot
penilaian untuk PP sebesar 50% dan AYD sebesar 50%
d. Bila rekan kerja AYD tidak memiliki rekan kerja, k& bobot penilaian
100% oleh PP.
(2) Penilaian Kinerja Spesifik hanya dilakukan olehdaja.

Bagian kedua
Rentang Nilai
Pasal 18

(1) Rentang Nilai kinerja disusun dari angka 0-54
(2) Pembagian dan penybutan rentang nilai sesuai hydi atas adalah sebagai
berikut :
a. Istimewa, dengan nilai 49 s/d 54
b. Sangat Baik, dengan nilai antara 38 samapai 48
c. Baik, dengan nilai antara 27 sampai 37
d

. Kurang, denga nilai di bawah dari 27.
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BAB IV
PENILAIAN DAN WAKTU PENILAIAN
Pasal 19

(1) Penilai adalah PP dan rekan kerja yang sudah laekarmma dengan AYD
minimal 3 (tiga) bulan.

(2) Apabila seorang anggota Polri dipindahkan ke sakema yang baru dan
bertugas kurang dari 3 (tiga) bulan, maka yang atmjenilai adalah PP dan

rekan kerja AYD di satuan kerja sebelumnya.

Pasal 20

(1) Penilaian Kinerja dilakukan secara reguler dua kalahun (semesteran)
mengikuti tahun kalender.
(2) Penilaian Kinerja Semester | adalah Penilaian Kangang dilakukan pada
periode Januari sampai dengan Juni, sedangkarnaRenKinerja Semester
Il adalah Penilaian Kinerja yang dilakukan padaqukr Juli sampai dengan
Desember.
BAB V

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYIMPANAN FORMULIR
Pasal 21

(1) Formulir Penilaian Kinerja Spesifik atau Generiketlakan atas golongan
kepangkatan, yaitu :
a. Golongan Brigadir
b. Golongan Inspektur
c. Golongan Perwira Menengah dan
d. Golongan Perwira Tinggi
(2) Tata Cara Pengisian Formulir Kinerja sebagaimamakkud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkamdemperaturan ini.
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Pasal 22

Formulir Penilaian Kinerja bersifat rahasia selgdnarus diamankan dan
disimpan dan hanya pejabat tertentu sesuai kewanagg dan AYD yang
dapat mengetahuinya.

Penyimpanan Formulir Penilaian Kinerja yang tel&éepakati oleh PP dan
AYD disimpan di satuan kerja yang mengemban fui&3M di masing-
masing satuan organisasi.

Formulir dalam bentuk File disimpan dalam bentuk &Bu Flash Disk dan
dikirim ke satuan atas sesuai dengan tingkat kemgaranya.

Formulir  penilaian masing-masing golongan keparaykat untuk
memudahkan dalam penyimpanan diberi warna sesudbnggn
kepangkatan, yaitu :

a. Formulir untuk golongan Brigadir berwarna putih

b. Formulir untuk golongan Inspektur berwarna kuning

c. Formulir untuk golongan Pamen berwarna biru muda

d. Formulir untuk golongan Pati berwarna merah muda

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 23

Agar diperoleh hasil yang obyektif dan untuk memteterjadinya penyimpangan

dilakukan pengawasan oleh pengawas internal.

Pasal 24

Pengawasan internal dilaksanakan oleh pengembaiggifpengawasan yang ada

dalam struktur organisasi Polri, yaitu oleh ltwasdam Divpropam untuk tingkat

Mabes serta Itwasda dan Bid Propam untuk tingkktaPo
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Pasal 25

terhadap penyimpangan yang ditemukan dilaporkarad@ppimpinan sesuai
dengan tingkatannya secara tertulis untuk dianmilakan sesuai peraturan yang

berlaku.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Deputi Kapolri Bidang&er Daya Manusia ini,
maka daftar Penilaian (Dapen) yang selama ini kerldicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusianulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.
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BAB V

INTERPRETASI TERHADAP IMPLEMENTASI
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN KINERJA POLRI

Polri sebagai kepolisian nasional, yang secara rmdtrasi menganut
birokrasi weberian, menekankan segala aktivitas organisasinya beidasar
prosedur dan peraturan perundang-undangan secargkalye utuh dan
terintegrasikan dari tingkat pusat (mabes Polri) tkegkat daerah (Sutanto,
2005:25).

Istilah Weberianmengacu pada konsep manajemen yang dikemukakan
Max Weber tentang birokrasi rasional yang meng&aahalperaturan-peraturan
dan prosedur untuk mencapai suatu tujuan.Dalam gueyash Weber di dalam
Jusuf (2004) disebutkan, bahwa disamping sistengguetalian, birokrasi juga
menyangkut masalah legitimasi yang dapat bersurdbar otoritas tradisonal,
karisma, atau otoritas legal-rasional. Otoritasalegsional, adalah yang menjadi
dasar dari sebuah birokrasi modern yang tipe igaaimenurut Weber memiliki
enam ciri utama : (1) hadirnya hierarki; (2) hubamgang bersifat impersonal,
(3) tersedianya aturan secara tertulis; (4) prordidskukan atas dasar prestasi; (5)
terdapatnya spesialisasi pembagian kerja; dan @)gyamaan pada nilai
efesiensi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja personel Polrtasenenjadikan
adanya standar baku penilaian kinerja yang objektifka pada tanggal 23
Pebruari 2010 Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Ma@m menetapkan suatu
kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja PoliVIK$ ke dalam sebuah
“Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Maausb. 1 Tahun 2010".
Hal ini mengandung arti, bahwa secara legal nofrkabijakan tersebut memiliki
kekuatan yang bersifat otoritatif untuk dilaksanmakdeh seluruh personel Polri
sebagaimana prosedur normatifnya.

Manajemen kinerja merupakan suatu pendekatan gisatan terpadu
untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada @@gmengan memperbaiki

kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya dan dengs&ngembangkan
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kapabilitas tim dan kontributor individu (Amstrordgan Baron, 1998).Melalui
proses komunikasi secara terbuka dan berkelanyaiag melibatkan setiap orang
di dalam organisasi untuk secara bersama-samaetodngemua sumber daya
dalam organisasi yang menjadi masukapuf), proses pelaksanaan kinerja, hasil
kerja (utpu), dan manfaat atau dampak dari suatu kineya ¢omé, (Wibowo,
2007:22). Dengan menekankan kepada kesepakataanizenmengenai aturan,
akuntabilitas, tugas, sasaran serta persyaratdnlideadan kompetensi, tentang
cara-cara pengukuran kinerja, tentang penilaiaril v faktor-faktor yang
mempengaruhinya dan tentang rencana pengembangapedagkatan kinerja
(Suryadharma, 2010:46).

Adapun implementasi dalam tulisan ini mengadung pelaksanaan
undang-undang dimana berbagai aktor, organisassedur, dan teknik bekerja
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalamaupaguk meraih tujuan-
tujuan kebijakan atau program-program kebijakarefent (Lester dan Steward,
2000).Dengan benar-benar memperhatikan rambu-rgpelpaturan pemerintah
yang berlaku (Grindle 1980).

Dengan kata lain, bahwa untuk dapat mewujudkaratugari kebijakan
SMK Polri, maka kebijakan tersebut harus benar-bdapat di implementasikan
atau di laksanakan sebagaimana prosedur normatftgdah di tentukan di dalam
Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manbigial Tahun 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut, bab ini secaraiktalan membahas
tentang bagaimana personel Polri pada Polres Melskarta Barat
mengimplementasikan prosedur SMK yang pada intinygrupakan suatu
kerangka kerja yang terdiri dari empat tahapan yditu : (1) tahap Perencanaan
Kinerja, (2) tahap Pemantauan dan Bimbingan, (BapgaPenilaian Kinerja, (4)
dan tahap Evaluasi Kinerja. Untuk selanjutnya digaguhi oleh kemampuannya
sebagai individu untuk melakukan interpretasi ata@mberi makna terhadap
realita yang mereka hadapi dalam proses pengimpi@sian SMK Polri.

Pendekatan yang dipergunakan dalam pembahasantéesedut adalah
dengan membandingkan apa yang seharusnya dilak(deragaimana yang
tertulis didalam Peraturan De SDM Kapolri No.1 Tal2010) dan praktik nyata
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yang dilakukan oleh personel Polri dalam mengimgletasikan Sistem
Manajemen Kinerja Polri.

Pembahasan dalam bab ini, didasari atas perspetdipretif khususnya
yang dikembangkan oleh pemikirin George Herbertd/g®71) tentang interaksi
simbolik (symbolic interactionisinyang kemudian di ikuti oleh Herbert Blumer
(1969) dan Erving Goffman (1959). George HerberatMenenawarkan gagasan
penting tentang bagaimana para pelaku terlibaidakbuah interaksi sosial yang
ditandai oleh proses interpretasi yang kompleksikuntenghasilkan makna yang
khusus dari mana tindakan sosial mereka itu dilasa Sementara itu Blumer,
menjabarkannya ke dalam tiga pokok pikiran.Pertammnusia bertindak
terhadap sesuatu atas dasar makna yang dipuny@tsesu baginya.Kedua,
makna yang dipunyai sesuatu tersebut berasal atencuhdari interaksi sosial
antara seseorang dengan sesamanya. Ketiga, masedakiukan atau diubah
melalui suatu proses penafsiran yang digunakamgatalam menghadapi sesuatu
yang dijumpainya (Kamanto, 1993:36).

Selain teori utama tersebut diatas, pembahasamdadsulisan ini juga
akan didukung dengan beberapa teori lain yang niemglevansi dengan tema
yang ditentukan, yaitu : teori “Manajemen Kinerfe(formance Manajemen)”
oleh Michel Armstrong dan Baron (1998), konsep pentbkan kebijakan Frank
T.Paine dan William Naumes (1974), tedrimplementasi Kebijakan Publik
(Implementing Public Policy) oleh George C.Edwards (1980), dan teori
Strukturasi oleh Anthony Gidden (1984). .

51 Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Polri Pada Polres Metro

Jakarta Barat.

Dalam perspektif Weber tentang birokrasi disebutkdrahwa birokrasi
memiliki enam ciri utama yaitu (1) hadirnya hierark2) hubungan yang bersifat
impersonal; (3) tersedianya aturan secara teridljsoromosi dilakukan atas dasar
prestasi; (5) terdapatnya spesialisasi pembagiga;Ké) pengutamaan pada nilai

efesiensi.
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Polri sebagai kepolisian nasional (pasal 5 UU Nf@2), adalah satu
kesatuan yang diorganisasikan secara vertikal,, wtah terintegrasi dari tingkat
Mabes Polri sampai pada jajaran Polri terdepanh Qdarena itu, kebijakan-
kebijakan Polri yang tertuang dalam bentuk Undamgamg, Peraturan-Peraturan,
Keputusan, Juklak, dan Juknis yang ditetapkan seb@egdoman tugas pokok
maupun pembenahan di tetapkan dan diberlakukamasemanyeluruh di dalam
organisasi Polri mulai dari tingkat Mabes Polri anpada Resort dan Sektor
dilapangan.

Dengan di tetapkannya Sistem Manajemen Kinerjari Fa@@ dalam
Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Man&#&i No.1 tahun 2010
Tanggal 23 Pebruari 2010, maka secara legal ndrkediijakan tersebut bersifat
otoritatif untuk dilaksanakan atau di implementasildi dalam organisasi Polri
oleh seluruh aktor pelaksana (personel Polri) hgakla tingkat pusat (Mabes
Polri) maupun tingkat daerah (Polda, Polres, Pols8kb sektor). Untuk
selanjutnya dapat di pergunakan sebagai metodegraahhn kinerja Polri.

Sebagaimana makna implementasi kebijakan itu semnditu dipandang
dalam pengertian yang luas sebagai tahap dari priosisijakan segera setelah
penetapan undang-undang. Dimana berbagai aktognisesi, prosedur, dan
teknik bekerja bersama-sama dalam upaya untuk marpian-tujuan kebijakan
atau program-program (James Anderson (1969), Budakiio (2007:20)).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang pakngsial dalam
proses kebijakan publik. Dikatakan oleh Grindle@9®rang sering tidak
melihat arti penting dari implementasi kebijakamplementasi menurut mereka
hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telatugkan legeslatif atau para
pengambil keputusan sehingga kurang berpengarutahBh dalam kenyataan
bahwa betapapun hebatnya suatu rencana prograrkegjetan tetapi apabila itu
tidak direalisasikan dengan baik dan benar makarano dan kegiatan itu
menjadi sia-sia.Implementasi membutuhkan para patek yang benar-benar
jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, dan komimgang tinggi untuk
menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan Hessvaar memperhatikan

rambu-rambu peraturan yang berlaku” (Yeremias, 2008
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Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, selgajwitkan di bahas
tentang bagaimana implementasi atau pelaksandmjakan Sistem Manajemen
Kinerja Polri pada Polres Metropolitan Jakarta Baf@engan tujuan untuk
mengkaji apakah Sistem Manajemen Kinerja Polri htelimplementasikan
sebagaimana prosedur normatifnya yang telah dketami dalam Peraturan
Deputi Sumber Daya Manusia Polri No. 1 Tahun 2010.

5.1.1 Gambaran Umum

Untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan SMK Bolr
Polres Metro Jakarta Barat, di lakukan wawancamgae \Wakapolres
Metro Jakarta Barat (AKBP. Drs. Aan Suhanan, M3ijlalam Keputusan
Kapolri Nomor: Kep/366/VI/2010 pasal 7, Wakapolresniliki tugas
pokok untuk membantu Kapolres dalam melaksanakgastwa dengan
mengawasi,mengendalikan, mengkoordinir  pelaksanaagas-tugas
seluruh satuan organisasi Polres, dan dalam batagenangannya
memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangana semtlaksanakan
tugas lain sesuai perintah Kapolres. Hal ini berbahwa implementasi
Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Metlada Barat adalah
di bawah kendali dan tanggung jawab Wakapolres.

Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggalb@u&e 2011
pukul 11.15 Wib berlangsung di ruang kerja WakagmlHasil wawancara
tersebut sebagai berikut :

Penulis : “Apakah bapak telah mengetahui kebijaRalui
mengenai Sistem Manajemen Kinerja Polri dan
bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan
tersebut” ?

Akbp.Aan : “lya, saya mengetahui tentang hal tansskkitar
bulan Maret 2010 dari Kabag Sumda (Kepala
Bagian Sumber Daya Manusia) AKBP.Odah.
Karena pada waktu dilakukan sosialisasi oleh Biro
SDM Polda Metro Jaya, yang diundang hanya para
Kabag Sumda Polres-Polres saja. Saya sendiri
sangat mendukung terselenggaranya Sistem
Manajemen Kinerja tersebut, karena akan sangat
membantu dalam menciptakan sistem pembinaan
personel yang benar-benar berdasarkan
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kemampuan kerja. Apalagi saat ini Polri telah
menerapkan sistem remunerasi, sehingga anggota
akan berupaya untuk dapat bekerja lebih baik”.
“langkah-langkah apa yang bapak tetapkan
setelah mengetahui tentang kebijakan tersebut” ?
. “Setelah diperoleh informasi tentangoiiekan
Sistem Manajemen Kinerja dari penjelasan
AKBP.Odah, maka saya segera diperintahkan
kepada Kabag Sumda untuk membuat rencana
kegiatan sosialisasi dalam lingkungan Polres Metro
Jakarta Barat dan Polsek-Polsek Jajaran. Sampai
dengan saat ini, kegiatan sosialisasi telah
dilaksanakan pada hampir seluruh satker yang ada
di Polres dan Polsek-Polsek.
’Bagaimana  kegiatan
dilaksanakan” ?
:"Sosialisasi dilaksanakan kepada partaBhdan
perwakilan personel dengan mengumpulkan
mereka di ruang pertemuan Polres secara bertahap,
yaitu perfungsi yang ada di Polres. Kemudian
untuk tingkat Polsek, sosialisasinya dilakukan
dengan mendatangi masing-masing Polsek”.
“Siapa yang memberikan materi
pelaksanaan sosialisasi tersebut ?
"Pemateri adalah Akbp.Odah dan dibanteho
beberapa staf/personel Bag Sumda sebagai
operator computer”.
"Menurut bapak, apakah Sistem Manajemen
Kinerja Polri tersebut telah dipahami oleh seluruh
Personel Polres “?
"saya rasa sudah, tapi masih butuh prosgsgk
dapat dilaksanakan dengan baik”.
"Bagaimana dengan proses implementasiiya
Polres Metro Jakarta Barat ini “?
’Sistem Manajemen Kinerja sudah mulaiakit
laksanakan secara perlahan, setelah sosialiasi pada
bulan Mei, maka pada semester dua dalam tahun
2010 SMK ini sudah kita perintahkan untuk
dilaksanakan. Pada saat tes Secapa bulan Januari
lalu, SMK sudah dijadikan syarat administrasi
yang harus dikumpulkan oleh peserta”
"Menurut bapak, tindakan apa yang sehgeusn
dilakukan agar SMK tersebut dapat
diimplementasikan dengan baik di Polres ini“?
" Perlu dilakukan sosialisasi lagi secérerkala
disertai dengan simulasi agar anggota lebih
mengerti operasionalisasinya, tidak hanya metode
ceramah saja. Kelemahan kita selama ini adalah

sosialisasi tersebut

pada
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kita hanya mengeluarkan peraturan tetapi tidak
maksimal dalam hal sosialisasinya sehingga
peraturan tersebut tidak dipahami betul”.

Melengkapi keterangan tersebut, di lakukan wawanaengan
Akbp.Odah selaku Kabag Sumda (Kepala Bagian Suibbga Manusia)
Polres Metropolitan Jakarta Barat. Berdasarkan Kegaun Kapolri
Nomor: Kep/366/VI/2010 pasal 10, Bagsumda adalabuurmpembantu
pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.Badaubertugas
menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pdrgmiatinan fungsi
dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan adminidogmstik serta
pelayanan bantuan dan penerapan hukum.

Sebagai unsur pelaksana pembinaan dan adminigieasonel
Polri, Bagian sumber daya manusia sangat berpaiamdbengembangan
dan pengimplementasian manajemen kinerja. Sebagaimiasampaikan
oleh Suryadharma (2010:192-193), bahwa “fungsi Btepgen Sumber
Daya Manusia didalam manajemen kinerja adalah nely@k manajemen
puncak bahwa pengenalannya akan memberikan suatpak yang
signifikan kepada kinerja organisasi. Kemudian karamenjadi petunjuk
jalan bagi manajemen puncak, para manajer dan \karyapada
umumnya”.

Hal ini mengandung arti bahwa, Bidang SDM berpenaanting
dalam membantu mencapai tujuan manajemen kinergaraelebih
konsisten, dengan memberikan bimbingan dan mendopana manajer
(unsur pimpinan) untuk memahami bahwa tujuan utdara manajemen
kinerja bukanlah pengisian formulir tetapi bagaimananajemen kinerja
mampu menciptakan kondisi kerja yang positif bagiuruh anggota
organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Selain itu dalam praktiknya Bag Sumda bertugas kuntu
menghimpun formulir hasil penilaian kinerja selugpgrsonel Polri untuk
kemudian di datakan dalam data base personel Pdbas ini untuk
selanjutnya dipergunakan dan di jadikan pedomanandalproses
pembinaan Kkarir personel Polri. Sehingga benaribeapat terlaksana

sistem pembinaan karir berdasarkan kinerja.
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Wawancara dengan Kabag Sumda yang dilaksanakan hpada
Rabu tanggal 9 Pebruari 2010 pukul 14.25 Wib, beptg diruang staf
Bag Sumda Polres Metropolitan Jakarta Barat derdijdampingi oleh

Kasubbag Sumda (Akp.Retno) memberikan informabiagai berikut :

Penulis

Akbp.Odah

Penulis
Akbp.Odah

Penulis

Akbp.Odah

Penulis

Akbp.Odah
Penulis
Akbp.Odah

Penulis
Akbp.Odah

"apakah ibu telah mengetahui tentang e®ist
Manajemen Kinerja Polri dan bagaimana ibu
mengetahuinya “?

: “sudah, waktu itu para Kabag Sumdaaajdolda
Metro Jaya dikumpulkan oleh Biro SDM Polda
untuk di beri informasi tentang kebijakan tersebut
yang disampaikan oleh Kabag Binkar, namun bukan
sosialisasi. Dilaksanakan sekitar bulan Maret 2010”

:"Apa yang ibu ketahui tentang kebijakenseébut™?
"SMK di peruntukkan sebagai penggantftada
penilaian (Dapen) yang selama ini diterapkan.
Namun metode penilaian SMK tidak sama dengan
Dapen yang hanya satu arah saja vyaitu dari
pimpinan, SMK melibatkan anggota sebagai yang di
nilai dengan rekan kerjanya sehingga apabila
anggota yang dinilai tidak berkenan dengan hasil
penilaian yang diberikan dapat mengajukan
banding”.

" Apa yang ibu lakukan setelah memperoleh
informasi Sistem Manajemen Kinerja tersebut “?
"Saya melaporkan informasi tersebut Hepa
Wakapolres, dan diperintahkan untuk segera buat
kegiatan sosialisasinya”.

"Siapa yang bertugas menyampaikan materi
sosialisasi tersebut”?

"Saya sendiri”.

:"Bagaimana proses ibu melaksanakannya?
"Dibuatkan sprint sosialisasi berikutdyalnya.
Terlebih dahulu dilaksanakan pada tingkat Polres
terhadap seluruh personel Polri secara bergilir
berdasarkan  satker = masing-masing.  Setelah
sosialisasi di Polres baru kemudian pada tingkat
Polsek, dengan cataor to doorkepada 8 (delapan)
Polsek dijajaran Polres Jakarta Barat”. Karena SMk
tersebut harus diketahui oleh seluruh personel.Polr

:"Bagaimana dengan proses implementasmya”
’Sejauh  ini  kami sudah berusaha untuk
melaksanakannya  sebaik  mungkin. Untuk
memaksimalkannya pada saat proses seleksi Setukpa
Januari  kemarin  penilaian  kinerja  sudah
menggunakan SMK sebagai syarat administrasi dan
kebetulan juga di syaratkan dari Biro SDM Polda
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Metro Jaya. Selain itu bagi anggota yang akan
mengikuti pendidikan kejuaruan juga sudah harus
dilengkapi dengan SMK.

Penulis "Apakah ada kendala dalam mengimplemiatas
SMK di Polres Metro Jak-Bar ?.

Akbp.Odah :"pertama, terkendala masalah anggararenk
untuk memperbanyak formulir SMK dilakukan
sendiri oleh masing-masing satker karena belum ada
anggaran khusus untuk itu didalam Dipa Bag
Sumda, sedangkan setiap personel disiapkan enam
formulir. Jadi untuk memperbanyaknya menjadi
beban tersendiri bagi kepala satuan.Kedua, masih
diperlukan pemahaman lebih mendalam tentang
materi SMK.Ketiga, karena anggota Polres lebih
banyak kegiatan lapangan sehingga untuk
melaksanakan SMK itu agak sulit kalau tidak
dikejar-kejar oleh atasan, selain karena faktor
kemalasan personel apabila dihadapkan dengan
kegiatan administrasi’.Keempat, perlu waktu khusus
untuk pengisiannya karena metodenya lebih sulit
dibanding penggunaan Dapen yang lebih mudah
karena hanya diisi oleh pimpinan saja.

Penulis Tindakan apa yang sebaiknya dilakukamarag
SMK ini dapat diimplementasikan dengan baik pada
Polres Metropolitan Jakarta Barat?

Akbp.Odah :"saya kira harus disosialisasikan lagcasa
berulang-ulang dan harus dipaksakan untuk
digunakan. Harusnya jika mau, bisa dilaksanakan
oleh masing-masing Satker persemester yaitu setiap
enam bulan. Tapi saya tanyakan kepada rekan-rekan
di Polres lain belum juga dilaksanakan maksimal.

Respon positif terhadap SMK di sampaikan oleh Kadnftoyo

(Kasubbag Progar) Bag Ren Polres Metro JakartatBara

“Saya pribadi sangat setuju dengan SMK ini, apakag@au hasil
penilaiannya itu benar-benar di gunakan untuk peedn Kkarir.
Saya yakin pasti semua anggota termotivasi untlkkerize dengan
baik dan tidak ada lagi yang elek-elek an sepekasang. Kalau
sekarang gak jelas, rajin atau tidak kayaknya tigeskgaruh untuk
dapat jabatan yang bagus.Yang penting...kuaaat lgpoyari.
Dari informasi tersebut di peroleh gambaran, bake@ara umum
Polres Metro Jakarta Barat telah menerima danmgkanaSMK sebagai
bagian dari sistem manajemen SDMnya.SMK Polri m&kap sebuah

metode yang tepat untuk membenahi kinerja Polralsggks menciptakan
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sistem pembinaan SDM Polri yang objektif, transpardan akuntabel

berdasarkan prestasi kerja.Sebagaimana di sampal&han(Tjuju2008:2)

yang mengatakan, bahwa “Sumber Daya Manusia adaighr utama

penentu keberhasilan organisasi dalam memberikgaskian bahwa

pelaksanaan fungsi dan kegiatan organisasi dilaksensecara efektif dan

adil bagi kepentingan individu, organisasi dan rmaaslkat. Karena

pentingnya peran SDM tersebut, maka perlu diketidagan baik dan

terintegrasi sebagai bagian dari Manajemen SDM{yan

1
2
3
4.
5
6

Sistem perencanaan sumber daya manusia
Sistem rekrutmen dan seleksi
Sistem pendidikan dan latihan
Sistem penilaian kinerja (SMK)
Sistem karir
Sistem kompensasi.

Secara lebih umum SMK dapat membantu organisasandal

menciptakan budaya para individu dan kelompok umhémikul tanggung

jawab bagi usaha peningkatan proses kerja dan kpoam yang

berkesinambungan. Lebih lengkapnya SMK menganduasgreunsur penting,

sebagai berikut :

1. Manajemen kinerja adalah suatu cara untuk mendapdiksil yang

lebih baik bagi organisasi, kelompok, dan indivitkngan memahami
dan mengelola kinerja sesuai target yang telamdamakan, standar,
dan persyaratan kompetensi yang telah di tentukan.

Manajemen kinerja adalah suatu kesepakatan di aarkaryawan
dengan manajernya tentang berbagai harapan.

Sebuah proses : Manajemen kinerja bukan hanyaglexam sistem
formulir dan prosedur, melainkan serangkaian tiadgakang diambil
untuk mencapai suatu hasil dari hari ke hari danngemla
peningkatan kinerja diri mereka sendiri maupun griam

Pemahaman bersama:untuk memperbaiki kinerja, paligidu perlu
memiliki pemahaman bersama tentang bagaimana selyarientuk
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tingkat kinerja dan kompetensi yang tinggi itu dapa pula yang
hendak di capai

5. Suatu pendekatan dalam mengelola dan mengembasghkarer daya
: manajemen kinerja berfokus pada tiga hal. Pertdragaimana para
manajer dan pimpinan kelompok bekerja secara éf@&tigan orang-
orang yang ada di sekitar mereka. Kedua, bagairpana individu
bekerja dengan para manajer dan kelompok. Ketigaailmana
individu dapat dikembangkan untuk meningkatkan péatwuan,
keahlian dan kepiawaian mereka dan tingkat komgesasrta kinerja
mereka

6. Pencapaian : pada akhirnya, manajemen Kinerja fadagacapaian
yang berhubungan dengan pekerjaan individu sehinggr@&ka dapat
memanfaatkan kemampuannya sebaik-baiknya, menygut#ensi
mereka sendiri dan memaksimalkan kontribusi meréddnadap
keberhasilan organisasi.

Setelah memperoleh pemahaman tentang kondisi unetijakan
Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres MetnvgolJakarta Barat,
selanjutnya dilakukan penelitian terhadap operadigasi substansi
kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Polri yang dialiudalam Peraturan
De SDM Kapolri No.1 tahun 2010.

5.1.2 Implementas Prosedur Normatif Sistem Manajemen Kinerja
Polri Oleh Personel Polri Pada Polres Metro Jakarta Barat

Pada hakikatnya, manajemen kinerja dipandang selagdu
proses yang fleksibel yang melibatkan para mardger pegawai yang
beroperasi dalam suatu kemitraan, tetapi di dalamigydapat suatu
kerangka kerja yang menentukan bagaimana sebalkegabekerja sama
dengan harmonis. Kerangka kerja ini harus dapatgoramgi tingkat
sejauh mana suatu manajemen kinerja diberlakukaratdes-ke-bawah
dan perlu agar dapat merangsang tumbuhnya suatdelsian yang

seimbang .Kerangka kerja manajemen kinerja dalaatusorganisasi,
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harus dirancang berdasarkan kebutuhan-kebutuhasu&rdari organisasi
yang bersangkutan dan anggota-anggotanya.

Pandangan para pakar manajemen tentang kerangka ker
manajemen kinerja sangat bervariasi. Hal terselisgbdbkan karena
perbedaan dalam latar belakang dan pengalaman grasising dalam
memahami sistem manajemen kinerja sehingga penekamg di berikan
juga berbeda-beda.Namun perbedaan tersebut hehddiklaat sebagai
sifat saling melengkapi dan memperkaya.

Seperti yang di sampaikan oleh Wibowo (2007:32)idpe
organisasi yang ingin menerapkan manajemen kinesgaiknya
mengembangkan modelnya sendiri sehingga dapatudikes dengan
keadaan dan kebutuhannya sendiri.Namun demikiarsipfprinsip dasar
penyelenggaraan manajemen kinerja yang tidak ddjadtaikan tetap
harus diperhatikan agar dapat mencapai tujuan gamginkan.

Namun demikian, di katakan oleh Suryadharma (2@62%
“meskipun setiap organisasi ingin mengembangkanamaren kinerja
sesuai versi dan kebutuhannya, tentu diperlukaanisa kerja konseptual
sehingga proses yang tepat dapat dikembangkan daksahakan.
Kerangka kerja ini akan membantu menentukan pemaekang akan di
terapkan. Kerangka tersebut merupakan panduantagjer, karyawan,
dan kelompok, sehingga jelas kegiatan manajemeerj&irapa yang di
harapkan”.

Berikut ini disampaikan dua (2) model kerangkgaéonseptual
yang dapat dijadikan acuan dalam Manajemen Kinetgh Michel

Amstrong (1994) dan Deming , sebagai berikut :

1. Model Daur Manajemen Kinerja meliputi aktifitasrikut ini :
a. Penentuan Strategi serta Sasaran organisasi
1) Persiapan pernyataan nilai serta misi yang tiéai
dengan strategi organisasi
2) Penetapan sasaran organisasi dan departemen

b. Penetapan Rencana dan Kinerja
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1) Kesepakatan mengenai akuntabilitas, tugas, aasar
tuntutan pengetahuan,keahlian dan kompetensi serta
ukuran kerja.

2) Kesepakatan mengenai rencana kerja dan “action

plan” untuk pengembangan SDM dan peningkatan

kinerja
C. Pengelolaan secara Berkesinambungan Sepanjaog Ta
1) Pemberian umpan balik secara teratur.
2) Evaluasi perkembangan secara berkala
d. Evaluasi Kinerja secara Formal
1) Persiapan oleh manager dan karyawan secara

individu untuk suatu evaluasi formal

2) Evaluasi kinerja tahunan, yang kemudian mengarah
kepada kesepakatan kinerja baru

e. Pengembangan dan Pelatihan

1) Program pengembangan dan pelatihan yang
didasarkan atas hasil evaluasi kinerja

2) Pengembangan yang lebih informal akan
berlangsung disepanjang tahun dalam bentuk
bimbingan, konseling, on-the-job training dan

aktivitas pengembangan diri.
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=

Gambar 5.1 : Daur Manajemen Kinerja Amstrong (1994)
Sumber : Surya Dharma .(2010:62).Manajemen Kirfaig@afah Teori dan Penerapannya

2. Model Siklus Manajemen Kinerja Deming
Deming menjelaskan proses manajemen kinerja dimulai
dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pekksa
memonitor jalan dan hasil pelaksanaan, dan melakrgdew atau
peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan danajken
pekerjaan yang telah dicapai.

penilan

Review/umpan balik

Gambar 5.2 :Siklus Manajemen Kinerja Deming
Sumber : Wibowo, (2010:26Manajemen Kinerja
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a. Rencana kinerja, merupakan eksplorasi bersamantg
apa yang perlu dilakukan dan diketahui individu ulint
memperbaiki kinerjanya dan mengembangkan keterampil
dan kompetensinya, dan bagaimana manajer dapat
memberikan dukungan dan bimbingan yang mereka
perlukan.

b. Tindakan kerja, manajemen kinerja membantu otarigk
siap bertindak sehingga mereka dapat mencapai hasil
seperti direncanakan.

C. Review dan umpan balik, dalam kesempatan metakuk
review secara formal, pimpinan memberi kesempatan
individu memberi komentar tentang kepemimpinan.
Dukungan dan bimbingan yang mereka peroleh dari
manajer merupakan bentuk upreward atau penghargaan
keatas. Review mencakup : pencapaian sasaran,atingk
kompetensi yang dicapai, kontribusi terhadap milkt
utama, pencapaian pelaksanaan rencana pengembangan
pribadi, pertimbangan tentang masa depan, peragaan
aspirasi tentang pekerjaan, dan komentar terhadap
dukungan manajer. Hasil review menjadi umpan badik
kontrak kerja.

d. Penilaian kinerja, dengan memperhatikan hasu ptestasi
kerja, dapat ditetapkan penilaian kinerja. Penantisghkat
penilaian dapat bervariasi, dapat bersifat angkzhahet,
skala (diatas rata-rata, rata-rata, dibawah rdtg;ratau

(sangat efektif, efektif, berkembang, dapat dipiiha

Adapun kerangka kerja yang di tetapkan di dalam SP#ri
sebagaimana yang di atur dalam pasal 4 Peratuge®IM Kapolri No.1
tahun 2010 adalah terdiri dari empat (4) tahapamakeaitu : tahap
perencanaan Kkinerja, tahap pemantauan dan pemigamhintahap
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penilaian kinerja, dan tahap evaluasi kinerja. $elmaana gambar

dibawah ini :

Perencanaan

n Umpan
Evaluasi ball

Penilaian

Gambar 5.3 :Siklus Manajemen Kinerja Polri
Sumber : Peraturan De SDM Kapolri No.1 Tahun 2010.

Dalam operasionalisasinya, Sistem Manajemen Kind?alri
menetapkan empat prinsip dasar yang di atur ldnd®asal 3 Peraturan
De SDM Kapolri No.1 tahun 2010 yaitu : transpargeldksanaannya
dilakukan secara terbuka dengan menyepakati lirkgorfkinerja yang
akan dinilai oleh Pejabat Penilai(PP) dengan Arggang Dinilai (AYD)
dan hasil penilaian disampaikan secara langsurgsilB (tidak ada cela
bagi APP dan AYD untuk melakukan KKN karena peaifaijuga
melibatkan dua rekan AYD yang dipilih secara aca&ki#abel (penilaian
dapat dipertanggung jawabkan secara vertikal maupornizontal).
Objektif ( penilaian kinerja sesuai dengan faktaekja dan hasil yang

disepakati sesuai dengan target yang telah disgpaka

5121 Perencanaan Kinerja SMK Palri

Perencanaan Kinerja diatur di dalam pasal 5 dealps

Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusma 1
Tahun 2010 tentang SMK Polri.
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Pasal 5
Perencanaan Kinerja adalah suatu aktivitas dalanK Sf&ing
bertujuan untuk mempertegas tugas pokok dan flarggjota serta

menyepakati Indikator Standar Kinerja Anggota

Pasal 6

Proses Perencanaan Kinerja meliputi kegiatan :

a. PP dan AYD mempelajari manual SMK dan uraian jabata
yang berlaku;

b. Satuan Kerja yang membidang SDM memberikan salinan
formulir rekap Penilaian Kinerja 2 (dua) periode
sebelumnya dan formulir Penilaian Kinerja Speskipada
PP;

C. PP mengidentifikasi kinerja AYD pada 2 (dua) peeod
sebelumnya;

d. PP mengundang AYD untuk hadir dalam pertemuan
perencanaan kinerja;

e. PP menjelaskan maksud, tujuan, manfaat SMK sernia je
Penilaian Kinerja kepada AYD;

f. PP menjelaskan secara detail tugas pokok AYD barkas
dokumen uraian jabatan yang berlaku, pedoman Standa
Kinerja dan/atau tugas-tugas tambahan lainnya;

g. PP bersama AYD mengidentifikasikan dan menyepdkati
(lima) tugas pokok yang menjadi faktor Penilaiaméfja
Spesifik pada periode berjalan (kolom 2 formuliniaan
Kinerja Spesifik);

h. PP bersama AYD mengidentifikasi dan menyepakati
Standar Kinerja (kolom 3 formulir Penilaian Kinerja
Spesifik). Standar Kinerja yang dimaksud mengacdapa

Standar Kinerja yang lebih tinggi;
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I. PP dan AYD mengidentifikasi faktor-faktor yang
kemungkinan akan menghambat pencapaian Standar
Kinerja;

J- PP bersama AYD mendiskusikan alternatif solusi dakt
faktor penghambat tadi;

k. PP mendokumentasikan hasil diskusi butir i dan larda
butir 1 catatan kualitatif aspek Spesifik anggotang
dinilai;

l. PP dan AYD menandatangani formulir Penilaian Kiaer]

Spesifik.

Sehubungan dengan pelaksanaan Perencanaan aKiner|
maka hasil wawancara yang dilakukan dengan IptadiygKanit
Binpolmas) pada tanggal 17 Pebruari Pukul 15.15,Vy#ng

mengatakan :

“Untuk unit saya Perencanaan Kinerja sudah di padg
bulan Januari kemarin.Dan saya rasa di Sat Bimmas
semuanya sudah mengerjakan.Karena waktu itu, $eluru
Kanit di perintahkan oleh Kasat untuk segera mernbua
perencanaan kinerja Yang saya tahu perencanaanakitue
mengisi formulir untuk target kerja anggota 6 bulan
kedepan. Kalau saya sebagai Kanit cukup mengawgsi s
anggota yang mengisi dan menentukan sendiri tugas a
yang akan mereka kerjakan. Dengan begitu mereka aka
lebih tanggung jawab dengan tugasnya.Selain itggata
juga menginginkan demikian karena kalau harus mepku
dulu, mungkin kerjaan ini tidak akan selesai kanerasing-
masing punya keperluan dan tugas berbeda ”.

Keterangan lain di sampaikan oleh Kanit Hardat S
Reskrim Polres Metro Jakarta Barat (AKP.Ekman Adngang
mengatakan :

“Yaaaa....saya sih fleksibel saja, yang penting tdindi

isi oleh anggota.Nanti di serahkan ke saya barua say
tandatangani.Kalau harus kumpul dulu dengan semua,
sepertinya sangat repot karena tugas di sini kagata
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banyak dan sebagian besar anggota reskrim jaramglde
di tempat karena tugas-tugas operasional”.

Didalam prosedur Perencanaan Kinerja SMK Polal h
yang paling mendasar yang harus di lakukan adakdaklannya
pertemuan antara Pejabat Penilai (PP) dan Anggatay Dinilai
(AYD) untuk bersama-sama menentukan kesepakatgn teetang
faktor kinerja dan standar kinerja yang akan kis¢éamakan masing-
masing anggota pada satu periode kerja (6 buladggan. Hal ini
di lakukan agar baik PP maupun AYD dapat membual sa
kesepakatan bersama tentang target yang akan danakan
anggota sehingga PP mengerti dan dapat memantasespro
pelaksanaannya.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Wibowo (200,7:6
“‘manajer dan masing-masing pekerja sangat perluukunt
merencanakan pekerjaan bersama-sama. Agar massiggma
dapat memahami peran atas kinerja yang direncandaena
perencanaan kinerja merupakan dasar kuat untuklukeken
proses manajemen kinerja”.

Faktor kinerja di susun berdasarkan uraian tygaisok
(Job Descriptiop masing-masing jabatan untuk selanjutnya di
jabarkan ke dalam standar kinerja yang akan diicdph masing-
masing anggota. Untuk selanjutnya kesepakatan bigrseli
masukkan ke dalam formulir penilaian spesifik.

Perencanaan kinerja merupakan titik awal daatwssiklus
manajemen kinerja.Dasar untuk melakukan perencakaserja
adalah perencanaan strategis organisasi yang rp&aatdujuan
utama suatu organisasi. Perencanaan strategis takaerapa saja
yang harus dilaksanakan organisasi untuk mencajpgirt tersebut.
Tujuan dan rencana strategis tersebut di jabardaih lanjut pada
tingkat unit-unit kerja di bawahnya. Perencanaaeta mendesain
kegiatan apa yang harus di lakukan untuk mencappiart
organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, ibeges
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menyediakan sumber daya yang diperlukan dan kapmmsh
dilakukan (Wibowo, 2007:39).Penyusunan perencaraaerja di
lakukan bersama-sama antara manajer dan anggotay yan
bersangkutan.Tujuannya adalah untuk menimbulkaa meemiliki

dan bukan dipaksakan terhadap sasaran tersebuafbarma,
2010:83).

Pada Polres Metro Jakarta Barat, perencanaategs
organisasi disusun dalam sebuah produk Rencana Hatunan
(Renja Polres Tahun 2011). Berisikan uraian lendkafang :
Kondisi umum wilayah hukum Polres Metropolitan Jék#arat.
Tujuan dan Sasaran organisasi.

Visi dan Misi Polres.
Sasaran Prioritas Polres.
Arah Kebijakan Strategis Polres Tahun 2011

S o

Program Kegiatan dan Pagu Indikatif.

Adapun arah Kebijakan Strategis Polres Metropoli
Jakarta Barat Tahun 2011, sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Potuk un
meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas-tugagamen
profesional, melalui latihan-latihan, kursus atamgidikan sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

2. Mengefektivitaskan Polmas Community Policin dengan
membentuk petugas Polmas di setiap RW guna lebitdekatkan
polisi dengan masyarakat, melalui kegiatan-kegidtanjungan
untuk membangun hubungan polisi dengan masyar8katnitra
dengan masyarakat dalam menangani masalah-masadai di
lingkungannya melalui FKPM (Forum Kemitraan Polidan
Masyarakat) dalam rangka mewujudkan masyarakat ysigh
hukum.

3. Meningkatkan kemampuan intelijen dan memperkuaingan

intelijen untuk memperoleh informasi yang akuragte#tsi dini
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kemungkinan konflik massal dalam masyarakat danakogbn
langkahh-langkah  pencegahan dengan penanganan a secar
sistematis dan tuntas.

4. Melakukan operasi kepolisian secara terpusat makpwilayahan
secara konsisten.

5. Meningkatkan kecepatan Pol@gick Resporjs terhadap laporan/
pengaduan dengan tenggat waktu 10 menit sampadri T

6. Melakukan penertiban dan penegakkan hukum terhadap
premanisme untuk mewujudkan rasa aman masyarakat.

7. Melakukan penindakan secara tegas dan tuntas tgrhselgala
bentuk perjudian, dan narkoba serta pengungkapanskeasus
yang meresahkan masyarakat.

8. Penanganan bencana alam bersama-sama instangi terka
Meningkatkan kerjasama keamanan dengan instanserpgah/
swasta/ lembaga terkait dalam rangka terciptangani@an yang
kondusif.

10. Mengoptimalkan  pelayanan  kepada masyarakat dengan
memberdayakan layanan telepon bebas pulsa 110.

11. Memperkuat dan meningkatkan kemampuan Intelejerandal
memanfaatkan jaringan informasi serta menggunakbmu |
Pengetahuan dan tehnologi untuk menjaga dari gamggu
keamanan sebagai dampak dari akses perkembangaasi sit
politik, ekonomi, sosial budaya dan  keamanan kbter
masyarakat pasca Pemilu Tahun 2009.

12. Melanjutkan/meningkatkan pencapaian sasaran keiijafrategi
percepatan seperti periode tahun sebelumnya, mteautpada
sasaran-sasaran prioritas yang belum optimal hasiln

Selanjutnya Kebijakan Strategis Polres tersebujgbdrkan
kedalam bentuk Program Kegiatan Polres Tahun 26&hagai arah
pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaaesPiletropolitan

Jakarta Barat. Uraian Program Kegiatan tersebbggse berikut :
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1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Polri
1) Tujuan
Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polraisec
optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanamaiht
dan pembayaran gaji yang dilaksanakan tepat waktu,
akuntabel dan terintegrasi antara Polres MetrortaBarat

dan Sub Satker jajaran Polres Metro Jakarta Barat.

2) Kegiatan.
a) penyelenggaraan admninistrasi dan
perawatan personel Paolri..
b) dukungan pelayanan internal perkantoran
Polri.
C) pemeliharaan/perawatan peralatan fasilitas

sarana dan prasarana dan pengelolaan LTGA.

d) perbaikan pengadaan peralatan/perlengkapan
perkantoran.
e) penyusunan perencanaan penganggaran dan

pengembangan Paolri.
f) pelayanan administrasi keuangan Polri.
b. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

1) Tujuan

Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas makgar
agar terdorong kerjasama dengan Kepolisian secaadkif

dan saling mengandalkan untuk membantu tugas
Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiba
bersama (Community Policing).
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2) Kegiatan.

a. pemberdayaan kemitraan dengan lembaga
pendidikan, masyarakat, tokoh masyarakat, instansi
pemerintah lain dan swasta, jasa pengaman, tokoh
agama & LSM.
b. pembinaan kelompok masyarakat sadar
kamtibmas.
c.  Program Pemeliharaan Kamtibmas
1) Tujuan
Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan
ketertiban masyharakat agar mampu melindungi Seluru
warga masyarakat dalam beraktivitas untuk menirkgkat
kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan
gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugieia se

korban akibat gangguan keamanan dimaksud.
2) Kegiatan

a) pemeliharaan Alut Pemeliharaan Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat
b) bina Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan
d. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

1) Tujuan
Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian 4 jenis
kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan tesignal,
kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahata

terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM.

2) Kegiatan, penyelidikan dan Penyidikan Tindak

Pidana Kewilayahan

Arah Kebijakan dan Program Kegiatan Polres TA 2011

tersebut diatas, kemudian dijadikan sebagai pedopsaksanaan
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tugas oleh Satuan-Satuan Fungsi yang ada di Pbetsopolitan
Jakarta Barat yang dijabarkan ke dalam bentuk ppepdoduk
Rencana Kerja (Renja) Satuan baik tahunan, bulanalgguan, dan
harian.

Selanjutnya pada tahap perencanaan Kkinerja, isagnharus
menetapkan kriteria kinerja, target kinerja, damligator kinerja
sebagai bentuk kontrak kinerja atau komitmen kanékloeheriono,
2009 :102)

Dalam kontrak kinerja ditentukan hal-hal mengenai

1. Akuntabilitas kinerja yang harus dipenuhi oleh astggdalam hal ini
adalah tanggung jawab dalam mencapai hasil kerja

2. Tujuan spesifik yang hendak dicapai, termasuk takggerja yang
hendak dicapai

3. Standar kinerja yang akan digunakan untuk mengesglseberapa
bagus target kinerja di capai

4. Faktor-faktor kinerja, kompetensi, atau perilaku nya akan

mempengaruhi proses kinerja.

Catatan mengenai rencana kinerja yang Dberisi uraian
kesepakatan kinerja ini, dapat di jadikan sebag#iuchen kerja
sepanjang tahun atau sesuai dengan batas waktksaedan SMK
yang di tentukan dan sebagai dasar bagi evaluasajkan serta
penyesuaian dengan keadaan jika terjadi perubaBarygdharma,
2010:83).

Di dalam SMK Polri, hal yang berkaitan dengan kekepan
sasaran kinerja telah di tetapkan ke dalam satuukeformulir
penilaian kinerja spesifik dan penilaian kinerjangec.Formulir
penilaian kinerja spesifik mencakup uraian faktanekja, standar
kinerja, indicator pelaksanaan kinerja, serta koleenilaian kinerja,
yang disesuaikan dengan tugas pokok dari masingigaersonel
Polri. Sedangkan untuk formulir penilaian kinergngric, mencakup

uraian 10 faktor kinerja yang umumnya berkaitan gaen perilaku

Universitas Indonesia

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.



154

individu, yaitu : kepemimpinan, jaringan sosial, mkanikasi,
pengendalian emosi, agen perubahan, integritasatgngengelolaan
administrasi, kreativitas, dan kemandirian.

Penentuan sasaran kinerja personel Polri khusugaga
faktor penilaian spesifik di laksanakan dengan é@oman kepada
jabaran tugas pokokJ@b Descriptiol masing-masing satuan kerja
pada tingkat Polres dan Polsek yang di tetapkataldim Keputusan
Kapolri Nomor : Kep/366/V1/2010 tentang OrganisBsin Tata Kerja
Kepolisian Republik Indonesia Resor. Pencapaiararaagsya di
sesuaikan dengan tujuan strategis organisasi Sefeum yang telah
di tentukan di dalam Rencana Kerja Polres.

Keputusan Kapolri tersebut, menguraikan tentamgdung jawab
dan tugas pokok dari masing-masing Satuan Kerjdarggkan untuk
uraian spesifik tentang tugas pokok dari masingimggabatan dalam
fungsi belum di di jelaskan. Hal ini menjadi sakdit kendala di
dalam tahapan perencanaan kinerja SMK Polri. Khususdalam
penyusunan uraian faktor kinerja dan standar kanerj

Sebagaimana di sampaikan oleh Wakasat (Wakil Kepala
Satuan) Bimmas Kompol. Heru pada tanggal 17 PebiRudwul 14.30
Wib, sebagai berikut :

“Setelah sosialisasi SMK dari Kabag Sumda sekitdarb Mei
2010, seluruh Satuan yang ada di Polres ini dingara untuk
segera membuat SMK tersebut untuk masing-masing
anggota.Blanko formulir di serahkan oleh Kabag Saikepada
masing-masing Kasat untuk di perbanyak sejumlahgatag
yang ada di satuannya.Sekitar Bulan Juli 2010 kdimbat
Binmas telah mencoba mempraktekkan SMK dengan nsemyu
Rencana Kinerja dan bisa berjalan dengan baik meskielum
maksimal. Termasuk untuk bulan Januari 2011 keméhriuk
pembuatan Rencana Kinerja, diserahkan kepada massing
Kanit untuk melaksanakannya. Saat ini anggota sewsua
berjumlah 26 orang (25 Polri dan 1 Pns). Yang s@&aa
sampai saat ini tidak ada kendala, yang dirasa asydi
mungkin hanya untuk pengisian uraian faktor kinedan
standar kinerja khususnya untuk Bintara.Jadi unyang
Bintara faktor kinerjanya hampir sama untuk semuoggata
dalam satu Unit”.
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Sampai dengan saat ini, yang menjadi kendaeatdi
dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, adalah b&dapatnya
penjabaran dan analisa pekerjggb description dan job analisys
yang jelas dan tegas sebagai batasan dan tanggual jtugas secara
berjenjang dari tingkatan terendah sampai yanmtgit Uraian tugas
pokok atau job description yang terdapat di dalarga@isasi Dan
Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia mulai kagMabes Polri
sampai dengan tingkat Resor yang di jadikan acuahand
melaksanakan tugas pokok personel Polri, masihfaemsnum pada
tugas pokok satuan atau fungsi saja dan tidak nkengadir secara
spesifik tugas dari masing-masing personel/ anggetauai dengan
jabatan dan fungsinya.

Sedangkan proses perencanaan kinerja dalam suatu
organisasi akan lebih mudah di kerjakan, bilamaxaht diketahui
dengan tepat dan jelas batasan dari masing-masatgtan
sebagaimana yang diuraikan dalam analisa pekerjdah.ini di
karenakan, analisa pekerjagob( analisy$ merupakan suatu uraian
pekerjaan yang berisi informasi dari suatu jabat@mnentu, yang
menjelaskan tentang (Manullang, 2008:40) :

1. Proses mengerjakan suatu pekerjaan

2. Keahlian, pengetahuan, syarat fisik dan mental wagalalam
jabatan suatu jabatan

3. Tanggung jawab dari pemegang jabatan

4. Syarat pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara spesifik analisia jabatan berisikan uraian :

1. Penentuan nama pekerjaan

2. Tugas-tugas, kewajiban, hak, tanggung jawab danewamng yang
di bebankan kepada petugasnya

3. Sifat pekerjaan

4. Syarat mental, pengetahuan, fisik, kemahiran, je@ita umur
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5. Lingkungan di mana pekerjaan itu di lakukan

Waktu Perencanaan Kinerja

Aktifitas perencanaan kinerja dapat di lakukan bkkali
sesuai dengan kebutuhan.Namun, perencanaan patiak harus
dilakukan setahun sekali, yaitu pada awal siklusnirgauan
kinerja.Perencanaan dapat pula terjadi pada saaripeaan pekerja
baru. Dapat pula terjadi pada waktu pekerja di ahk@n pada
departeman atau fungsi lain (Wibowo,2007:70).

Di dalam SMK Polri, perencanaan kinerja dilakukatasa
regular dua kali setahun (semesteran).Perencanaanaksemester |
di lakukan pada periode Desember dan semester da eeriode
Juni.Hal ini mengacu kepada waktu penilaian kinggag dilakukan
pada periode semester | Januari sampai dengan Sedangkan
penilaian kinerja semester Il pada bulan Juli samdeagan Desember
(Pasal 20).

Manfaat dari perencanaan kinerja :

1. Menghubungkan perencanaan startegik

2. Memudahkan dalam pemberian reward dan punishmedaserkan
capaian kinerja.

3. Memfokuskan dan mengoperasionalkan rangkaian paneac
sampai penganggaran.

4. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja

5. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atgi pada
unit kerja

6. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja
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5.1.2.2 Pemantauan dan Bimbingan SMK Polri

Pemantauan dan Pembimbingan di atur di dalam dalPas
dan Pasal 8 Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sunilagra Manusia
No. 1 Tahun 2010 tentang SMK Polri.

Pasal 7

Pemantauan dan Pembimbingan merupakan aktifitasmdal

SMK yang bertujuan untuk memantau dan mengarahkeygcda

dalam rangka pencapaian Standar Kinerja.

Pasal 8
Proses pemantauan dan pembimbingan meliputi kegiata

kegiatan :

a. PP membuat catatan sendiri mengenai pelaksanaas gD

terutama kinerja yang di atas dan/atau di bawahdata (critical

incidents) yang kemudian di tahap 1l dapat diplmdan pada butir 1
catatan kualitatif aspek generik dan butir 2 catdtaalitatif aspek
spesifik.

b. PP memanggil AYD yang memiliki kinerja di bawahrstar.

c. PP memberikan arahan dan petunjuk untuk memperkaikrja

AYD.

d. Jika diperlukan, PP merekomendasikan untuk menggogram

pembinaan dan/atau pengembangan

Wawancara yang dilakukan dengan Brigadir Fauzi arag§at
V Intelkam Polres Metropolitan Jakarta Barat pada 8enin tanggal
24 Pebruari 2011 pukul 11.10 , mengatakan :

“Setahu saya selama ini kalau ada anggota yangkoiela
kesalahan misalnya tidak berdinas atau tidak mgaiger
tugas dengan baik.Oleh Kanit atau perwira lainnyaedur
saja secara lisan.Kalau untuk di catatkan ke panil&MK
sepertinya sih belum ada”.
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Pasal 8 tentang prosedur SMK, menjelaskan bahwab&e]
Penilai dalam hal ini adalah para atasan langsufani(-Kanit)
melakukan pemantauan dan bimbingan terhadap présegm
anggotanya.Jika terdapat kinerja di atas standar @itbawah standar
maka hal tersebut harus di tuliskan pada formuditatan kualitatif
berdasarkan aspek generic atau spesifik anggotadiaitai.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam proses
Pemantauan dan Bimbingan (Umpan Balik) adalah lggeran para
Pejabat penilai untuk mencatat kesalahan yang wilakukan oleh
anggotanya, dengan alasan kasihan dan masih di@iu untuk
memperbaiki kesalahannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kanit V Slkéam (AKP.
Edy waluyo), tanggal 24 Pebruari 2011:

“Menurut saya selama anggota itu tidak melakukasaledan
besar yang ada kaitannya dengan pidana dan hargiuken
pelanggaran-pelanggaran kedinasan, maka kami masih
memberinya kesempatan untuk memperbaiki
kesalahannya.Saya memanggil anggota tersebut kemuili
nasehati agar dapat memperbaiki kesalahannya.Karena
pengalaman kalau anggota terlalu di kerasi merakiah
semakin menjadi, bahkan ada yang jadi membenci atau
menjauhi kami. Sedangkan kita kan juga berfunggiukun
membimbing mereka. Jadi tidak perlu dulu untuk w@itaan
kedalam formulir catatan. Sebenarnya sih, tugas kealragai
atasan langsung di dalam SMK itu lumayan beratrie@aberus
memonitor  terus dan mencatat bagaimana kerja @mggo
Sementara tugas kami sendiri sudah cukup banyak.
Jadi..ya...di jalani semampunya saja”.

Tindakan Proteksi sesama anggota Polri seringadier
dalam interaksi sosial di internal Polri. Oleh @1{&996) di dalam
Jusuf (2004) , hal ini di jelaskan sebagai kebiasagkebiasaan
pendorong terbentuknya praktik tindakan tidak pateh anggota
Polri. Kondisi ini dipicu oleh adanya mekanismedkepok untuk
melindungi anggotanya yang melakukan tindak tidakutp dari
ancaman penyelidikan internal dan eksternal, ydadgrdng oleh

semangat solidaritas kelompok. Hal ini menjadi fsalsatu
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penyebab tidak berjalannya proses pemantauan dabingan
sebagaimana di tetapkan di dalam SMK Polri.

Sementara jika dipahami dengan baik oleh selparkonel

Polri utamanya para Pejabat Penilai proses penmamtaian
bimbingan ini dapat dijadikan suatu metode untulknimgkatkan
motivasi karyawan untuk lebih berprestasi.
Sebagaimana dijelaskan oleh Wibowo (2010:106)aksainaan
kinerja dalam proses pencapaian tujuan organisai gimonitor
dan dikendalikan, untuk dapat mengetahui secarh tbbi apabila
terjadi penyimpangan dari rencana. Untuk keperltiardiperlukan
adanya umpan balik dari proses pelaksanaan sehpgganpin
dapat membuat pertimbangan dan langkah yang diazerluntuk
mengoreksi penyimpangan agar tujuan organisasip telapat
dicapai pada waktunya.

Umpan balik dapat didefinisikan sebagai inforntasitang
perilaku masa lalu, disampaikan sekarang, yang kiong
mempengaruhi perilaku di waktu yang akan datangpambalik
menjadi tanggung jawab manajer dan pekerja karextudnya
memperoleh manfaat komunikasi yang jelas dan sedang
berlangsung (Schwartz, 1999:43 dalam Wibowo :166).

1. Fungsi umpan balik
Umpan balik melakukan dua fungsi bagi mereka yang
menerimanya, Yyaitu fungsi instruksional dan fungsi
motivasional.Instruksional, apabila umpan balik
mengklarifikasi atau memperjelas peran atau mengaja
perilaku baru.Motivasional, apabila umpan balilgdnakan
sebagai alat untuk meberikan reward.

2. Sumber umpan balik
Secara otomatis pekerja akan mendapatkan umpak bal
dari rekan kerja, supervisor, bawahan dan orangldar

organisasi (masyarakat).
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3. Hasil perilaku umpan balik

Umpan balik berhubungan erat dengan proses pemretap

tujuan, menyangkut hasil perilaku, berupa : aralaha, dan

ketekunan.
4. Umpan balik yang baik (Kreither dan Kinicki, 20083).

a.
b.

Menghubungkan umpan balik dengan tujuan kinerja
Memberikan umpan balik secara spesifik, terikat
pada perilaku yang dapat diamati dan hasil yang
dapat diukur

Memberikan umpan balik sesegera mungkin
Memberikan umpan balik positif untuk perbaikan
proses kinerja, bukan hanya hasil akhir
Memfokuskan umpan balik pada kinerja dan bukan
pada kepribadian

Mendasarkan umpan balik pada informasi yang

akurat dan kridebel.

5.1.2.3 Penilaian Kinerja SMK Polri

Penilaian Kinerja di atur di dalam Pasal 9 , dan 11

Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manbiial Tahun
2010 tentang SMK Palri.

Pasal 9

Penilaian Kinerja merupakan suatu aktifitas dalafKS yang

bertujuan untuk menilai Kinerja Generik dan Sp&s#dnhggota pada

periode penilaian.

Pasal 10

(1) Penilaian Kinerja Generik meliputi penilaian secara

kuantitatif dan kualitatif.

(2) Peniaian Kinerja Generik secara kuantitatif dengemilai

10 (sepuluh) faktor Kinerja, yaitu ;
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Kepemimpinan;
Jaringan Sosial;
Komunikasi;
Pengendalian emosi;

Agen Perubahan;

- ® 2 0 T @

Integritas;

Empati;

- @

Pengelolaan administrasi;
I Kreativitas; dan
J- Kemandirian.

(3) Penilaian Kinerja secara Kualitatif dengan menalrskakta
kinerja sebagai penjelasan dari pencapaian kingajag
menonjol, baik yang di atas standar atau yang diaba

standar.

Pasal 11
Proses Penilaian Kinerja meliputi kegiatan :

a. Satuan Kinerja yang membidangi SDM, selambat-lamjzatl
bulan sebelum periode penilaian berakhir, mengiamkormulir
Penilaian Kinerja Generik (sesuai pangkat AYD vyatigilai)
kepada PP dan 2 (dua) rekan kerja AYD. Kedua r&kga AYD
yang dipilih harus memiliki atasan langsung yanmaalengan
AYD dan telah bekerja sama sekurang-kurangnya seaitiga)
bulan dan dipilih secara random.

b. 2 (dua) rekan kerja AYD melakukan Penilaian Kined@ngan
mengisi kolom 4 (empat) formulir Penilaian KineGanerik.

c. PP melakukan penilaian kinerja dengan mengisi kolof@ampat)
formulir Penilaian Kinerja Generik serta kolom 4nfgat) dan 5
(lima) formulir Penilaian Kinerja Spesifik.

d. PP mengirimkan formulir Penilaian Kinerja GenerandSpesifik

yang telah diisi sedangkan 2 (dua) rekan kerja A¥&rara
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sendiri-sendiri mengirimkan formulir Kinerja Gerlerkepada
satuan kerja bidang SDM selambat-lambatnya 2 (aoiaggu
sebelum periode penilaian berakhir.

e. Satuan kerja bidang SDM mengumpulkan dan merekapuio
Penilaian Kinerja Generik dan Spesifik dari PP 8@gdua) rekan
kerja AYD.

Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Metraoolit

Jakarta Barat, Kompol Wawan Setiawan, Sik padaKemis tanggal

10 Pebruari 2011 pukul 15.15 Wib mengatakan :

“Pada saat kegiatan seleksi Secapa (Sekolah CalovirR)
sekitar bulan Januari kemarin, syarat administraguk
penilaian kinerja sudah berdasarkan SMK.Yang s |
agak sulit adalah pemberian nilai oleh Rekan Kelgaeka
tidak berani untuk menilai yang sebenarnya karena
perasaan tidak enak terhadap teman sendiri.Jadiyahg
diberikan rata-rata nilai baik atau sangat bailepestinya
ada kekhawatiran meraka akan di perlakukan sakaa ji
memberi nilai rendah kepada rekannya, atau akan
memperburuk hubungannya dengan rekan yang dinilai”.

Hal serupa di kemukakan oleh Briptu Suryadi Batanit
Turjawali Sat Sabhara, sebagai berikut :

“Namanya juga teman, kalau di kasih nilai jelekakyiang
tidak enak soalnya dia pasti tahu.Selain itu, kagiga
kalau nilainya tidak bagus karena nilai itu di pakaat
persyaratan seleksi pendidikan”.

Proses penilaian kinerja di dalam SMK Polri, ddakakan
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di d&asal 20, yaitu
penilaian kinerja dilakukan secara regular dua ka&tahun
(semesteran). Penilaian kinerja semester | adaéatflgmn kinerja
yang dilakukan pada periode Januari sampai Juténggkan penilaian
kinerja semester 1l adalah penilian kinerja yan¢pkdikan pada
periode Juli sampai dengan Desember Penilaian jhirgitakukan
dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinemggota yang

telah dilakukan dalam satu periode kerja sebelumBgik terhadap
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faktor kerja generik dan spesifik pada formulir gaelah disiapkan
sebagaimana standar kinerja yang telah dibuat datahmap
Perencanaan Kinerja. Penilaian kinerja melibatkempman langsung
sebagai Pejabat Penilai (PP), Anggota Yang Din#e¥D), dan 2
orang rekan kerja di dalam Satuan Kerja yang s®miilaian Kinerja
dilakukan secara objektif.

Fenomena umum vyang sulit untuk dihindari dalam gsos
penilaian kinerja adalah pemberian nilai yang dwdasleh unsur
subjektifitas individu terhadap individu lainnya. ellyebabkan
penilaian kinerja tidak dapat terselenggara sebzm@a realitas
kinerja yang dilakukan oleh anggota Polri. Solitkexiterhadap rekan
kerja serta kekhawatiran untuk mendapat perlakyleary sama jika
memberi nilai jelek menjadi penyebab penilaian yaaak objektif.

Konsep Cooley tentang looking-glass-self dapaumikan
untuk menganalisa hal tersebut. Pada intinya konSmmwley
menyatakan, bahwa, pertama, individu selalu menrigkan
bagaimana ia dilihat orang. Kedua, individu membakan
bagaimana orang lain itu membuat penilaian tenthngya. Ketiga,
individu mengembangkan apa yang disebut dengali-feeling
sebagai hasil dari bayangan dirinya tentang pemlarang lain.

Sementara itu, Penilaian Kinerja yang objektif sdng
bermanfaat bagi pengembangan kinerja personel. Pelragaimana di
sampaikan oleh Sedarmayanti (2007:263), bahwa &amnilKinerja
adalah sistem yang digunakan untuk menilai dan etahgi apakah
seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannyearase
keseluruhan.Penilaian kinerja merupakan pedomanandalhal
karyawan dapat menunjukkan kinerjanya secara rdén teratur
sehingga bermanfaat bagi pengembangan karier karysang dinilai
maupun bagi organisasi secara keseluruhan. Setainterdapat
beberapa alasan lain mengapa Penilaian Kinerjashditaksanakan

sebagaimana realitanya, yaitu :
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1. Alasan untuk menilai kinerja

a. Memberi informasi untuk dapat dilakukannya promadan
penetapan gaji.

b. Penilaian memberi peluang bagi pemimpin dan stafkumeninjau
perilaku yang berhubungan dengan kerja. Hal ini omegkinkan
kedua belah pihak mengembangkanrencana memprbaiki
kekurangan dan mendorong kearah penyempurnaan.

2. Manfaat Penilaian Kinerja adalah untuk

a. Penyesuaian kompensasi

b. Keputusan penempatan

c. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan

d. Perencanaan dan pengembangan karir

e. Proses penyusunan karyawan

f. Memberikan kesempatan kerja yang sama

Umpan balik untuk sumber daya manusia

Q

3. Elemen Penilaian Kinerja
Sistem penilaian kinerja harus praktis dan berkenakengan
pekerjaan.Artinya bahwa sistem tersebut mengevighessaku secara
kritis yang merupakan keberhasilan pekerjaan.Sistenara praktis
dapat dipahami oleh pengevaluasi dan karyawanm®igienilaian
memerlukan standar Kkinerja.Agar efektif standar eia harus
bertalian dengan hasil yang diinginkan dari sepagerjaan.Evaluasi
kinerja memerlukan ukuran kinerja yang dapat ditkastaUkurannya

harus mudah digunakan dan terpercaya.

4. Syarat Penilain Kinerja
a. Analisis jabatan untuk mengidentifikasi tugas daewdjiban
pekerjaan.
b. Sistem penilaian kinerja harus baku dan formal
c. Standar kinerja tertentu harus disampaikan kepadgyakan

sebelum masa penilaian
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d. Data objektif dan tidak kacau

e. Penilaian yang objektif

f. Karyawan harus dievaluasi menurut dimensi kerjaetén dan
bukan menurut satu ukuran yang memungkinkan

g. Karyawan harus diberi kesempatan meninjau kembatilgan
mereka

h. Harus ada sistem banding jika terjadi ketidak safzak

i. Penilaian harus sering dilakukan

5. Proses Penilaian kinerja
a. Mengidentifikasikan tujuan spesifik penilaian kijer
b. Menentukan tugas yang harus dijalankan dalam pekerjanalisis
jabatan).
c. Memeriksa tugas yang dijalankan dengan berpedomada p
deskripsi jabatan
d. Menilai kinerja pada setiap unsur jabatan yangrdipe

e. Membicarakan hasil penilaian dengan karyawan

6. Penilai

a. Atasan langsung
. Bawahan
Rekan kerja
. Kelompok

. Diri sendiri

- o o o T

Kombinasi
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7. Periode Penilaian Kinerja
Evaluasi atas kinerja dilakukan secara berkalandatdaerval waktu
tertentu.Sebagian besar organisasi, penilaian ukkak satu atau dua

kali dalam satu tahun.

5.1.2.4Evaluas Kinerja SMK Palri

Evaluasi kinerja diatur didalam pasal 12 dan 13afean
Deputi Kapolri Sumber Daya Manusia.
Pasal 12

Evaluasi kinerja merupakan suatu aktivitas dalam KSMang

bertujuan untuk mengkaji kinerja anggota pada peerioerjalan.

Pasal 13
Tahapan dalam Evaluasi Kinerja, meliputi :

a. Satuan Kerja yang membidangi SDM mengirimkan formul
rekapitulasi Penilaian Kinerja dan formulir Kineraenerik dan
Spesifik yang sudah diisi kepada PP.

b. PP mengundang AYD untuk menghadiri pertemuan esalua

kinerja.

c. PP menjelaskan pencapaian kinerja AYD.

d. PP memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerjaDAyada
periode Penilaian Kinerja berikutnya.

e. PP mendokumentasikan hasil umpan balik pada butiatatan
kualitatif aspek generik dan butir 3 catatan kadéfitaspek spesifik.

f. Bila tidak ada banding, PP dan AYD menandatangamndlir
rekapitulasi Penilaian Kinerja.

g. Jika AYD berkeberatan terhadap hasil penilaian mdka
menuliskan keterangan pada catatan akhir formekapitulasi
Penilaian Kinerja dan menandatangani formulir, nanmAyYD
tidak.

Universitas Indonesia

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.



167

h. PP mengirimkan formulir rekapitulasi Penilaian Kijae dan
formulir Kinerja Generik serta Spesifik kepada Satierja yang
membidangi SDM selambat-lambatnya 1 (satu) mingeielah

formulir tersebut diterima.

Wawancara yang dilakukan dengan Aiptu Wijayanto nfKa
Binmas Polsek Cengkareng) tanggal 7 Maret 2011 I@&d0 Wib di
Polres Metro Jakarta Barat, mengungkapkan tentagigkganaan

evaluasi kinerja di kesatuannya, sebagai berikut :

“Kalau tidak salah sekitar bulan Mei 2010, Kabagnfia dengan
stafnya datang ke Polsek untuk sosialisasi SMK.Psak itu
hampir semua personel Polsek hadir termasuk Kap&ssialisasi
hanya satu kali itu saja, tapi saya rasa sebagisartanggota sudah
mengerti karena sekalian dengan praktek pengistetelah
sosialisai Kapolsek memerintahkan masing-masing untuk
mencoba membuat SMK ini. Untuk Unit Bimmas, di kaioir
langsung oleh Kanit, dan sampai saat ini bisa ddakkan dengan
baik meskipun belum sempurna sekali. Untuk evallkerja, di
unit saya sudah di lakukan satu kali dan tidak mdaalah, hanya
waktu itu, saya ada mempertanyakan tentang nilag yhberikan
Kanit. Karena ternyata nilai saya sama dengan rekang
kebetulan jarang berdinas. Saya sampaikan ke Ktapt, oleh
Kanit tidak ada penyelesaian sampai formulir di kahkan ke
Urmin.

Evaluasi kinerja Polri dilakukan melalui pertemuarmal
antara pimpinan sebagai Pejabat Penilai dengango#mgyang
dinilai (AYD). Dilaksanakan pada periode akhir aptisemester
kerja.Pertemuan tersebut membahas tentang pencakmiarja
yang telah dilakukan oleh anggota, untuk kemudidakakan
bimbingan oleh pimpinan agar dalam periode selagaukinerja
anggota dapat lebih baik lagi.Dalam evaluasi kaetgrbuka
kesempatan kepada anggota untuk dapat memberikan
pandangannya terhadap hasil penilaian yang telitksdinakan.
Jika anggota merasa keberatan dengan penilaiabtgrsnaka di
beri kesempatan untuk mengajukan banding dengdak ti

menandatangani rekapitulasi penilaian kinerja. |8eteproses
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evaluasi selesai, formulir diserahkan kembali kgida sumber
daya manusia.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan paaih
terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diglerorganisasi,
tim atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikampan balik
terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan pdases
pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pultakdkan
terhadap proses penilaian, review dan pengukuraarje. Atas
dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan langkahkahguntuk
melakukan perbaikan kinerja diwaktu yang akan da(@ibowo,
2007:261).

1. Sasaran evaluasi

Kreitner dan Kinicki (2001:300), evaluasi kinerjaapdt
digunakan untuk :

a. Administrasi penggajian
Umpan balik kinerja
Mendokumentasi keputusan kepegawaian
Mengidentifikasi kinerja buruk
Mengidentifikasi tujuan

-~ ® oo T

Menetapkan keputusan promosi

Pemberhentian pegawai

= «Q

Mengevaluasi pencapaian tujuan
2. Manfaat evaluasi
Vecchio (1995:260), evaluasi kinerja memberikan faanberupa :
a. Membantu supervisor dalam membuat keputusan tentang
kompensasi relative
b. Membantu manajer mengevaluasi kecocokan bawahan
untuk training dan mutasi pekerjaan
a. Membuka saluran komunikasi antara supervisor dan
bawahan
c. Memberi bawahan umpan balik yang berguna tentang

bagaimana mereka melakukan pekerjaan
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3. Waktu evaluasi
Evaluasi terhadap kinerja individu dapat dilakuksetiap
saat atau berdasarkan waktu tertentu melalui urbphk informal

untuk dilakukan review kinerja.

52  Kesenjangan di antara Prosedur Normatif dan Praktik

Seluruh uraian sebelumnya mencoba memberikan gaatbaran tentang
terjadinya kesenjangan antara prosedur normatif SRBri sebagaimana di
tetapkan di dalam Peraturan De SDM Kapolri No.1ureB010 dengan praktik
sesungguhnya yang di lakukan oleh aktor-aktor pala& kebijakan SMK, yaitu
para personel Polri baik selaku Pejabat Penilai),(P1ggota Yang Dinilai
(AYD), dan Rekan Kerja dalam hal ini yang berdipasia Polres Metropolitan
Jakarta Barat.

Kesenjangan tersebut jelas terlihat pada 4 (Bngiaapan prosedur kerja
SMK Palri yaitu pada tahap : Perencanaan Kinergamd@htauan dan Bimbingan,
Penilaian Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Berikuaian kesenjangan pada masing-
masing tahapan:

1. Tahap Perencanaan Kinerja

SMK pasal 6 tentang prosedur Perencanaan Kinegjassyaratkan
dilakukannya pertemuan formal antara PP dan AYQikibersama-sama
mendiskusikan tugas pokok AYD. Untuk selanjutnyanyepakati 5
(lima) tugas pokok yang ditentukan sebagai FaktenilRian Kinerja
Spesifik dan di jabarkan kembali ke dalam StandameKa spesifik
sebagai sasaran pencapaian kinerja AYD pada wakhdatang. Namun
dalam praktiknya pertemuan tersebut tidak dilakkanaSehingga AYD
menentukan sendiri Faktor Kinerja dan Standar Kan8pesifiknya tanpa
adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan PP. Kéindai berakibat
pada tidak terciptanya komunikasi dan kesepaka&ja kantara PP dan
AYD serta tidak dibuatnya catatan hasil pertemuaastepFormulir Catatan
Kualitatif Spesifik AYD oleh PP. Serta hal palingendasar yang tidak
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tercapai adalah terbinanya komunikasi antara PFA¥@huntuk bersama-
sama mendiskusikan bagaimana memaksimalkan kifeffa di masa
akan datang, mengatasi hambatan kerja, serta makdap saling

pengertian tentang pekerjaan (Bacal, 1999) .

Tahap Pemantauan dan Bimbingan

Pasal 8 SMK tentang Prosedur normatif Pemantauan Rlmbingan
menyebutkan bahwa PP diwajibkan membuat catatarsushientang
pelaksanaan kinerja AYD yang diatas rata-rata maupbawah standar
kinerja yang telah ditentukan dalam Perencanaanerf@n Untuk
selanjutnya dicatatkan ke formulir catatan kudfi@spek generic ataupun
aspek spesifik.Jika kinerja AYD dibawah standar kan&ewajiban PP
untuk melakukan bimbingan untuk memperbaikinya.®agaaktiknya PP
tidak memiliki catatan-catatan tentang perkembangdmerja
anggota.Dengan alasan, beban tugas pokok yang besar padatnya
kegiatan operasional menyebabkan para Pejabat aPetiilak bisa
mengawasi setiap saat pelaksanaan kerja anggdahga. itu tidak di
catatnya pelanggaran yang di lakukan oleh anggt@sa pertimbangan
toleransi dan rasa kasihan jika harus mencatatlesal&han anggota
karena akan berdampak buruk terhadap perkembargarakggota yang
bersangkutan. Sehingga terhadap AYD yang tidak kealeakan tugas
sesuai standar kinerja yang ditetapkan dalam Panean Kinerja hanya
di lakukan peneguran lisan oleh PP sedangkan did@rosedurnya, di
wajibkan untuk di catat ke dalam formulir catataenitaian kualitatif

generik .

Tahap Penilaian Kinerja

Pasal 9 SMK tentang prosedur Penilaian Kinerja Iysmagkan

keterlibatan PP, dan 2(dua) Rekan Kerja AYD dalamg§i yang sama.
Untuk melakukan analisa dan penilaian terhadap dbrmpenilaian

formulir penilaian generic dan spesifik secara kifj®alam praktiknya
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penilaian kinerja tidak dilakukan sebagaimana t&akinerja yang
dihasilkan oleh AYD.Penilaian masih dipengaruhhal@sur subjektifitas.

4. Tahap Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja melibatkan PP dan AYD untuk meimds hasil Penilaian
Kinerja yang telah diberikan kepada AYD oleh PP dRekan Kerja
AYD.Dalam evaluasi kinerja, AYD berhak mengajukamnding terhadap
penilaian yang diberikan baik oleh PP maupun AYDhtud di catat
formulir rekapitulasi Penilaian Kinerja, sebagahfa yang akan diajukan
kepada Atasan Pejabat Penilai (APP). Dalam pragtigluasi kinerja
prosedur banding tidak dilaksanakan oleh PP. Mhsiilaelesaikan antara
mereka saja dan tidak mencatatkannya pada formekiapitulasi penilaian

kinerja.

Selain kesenjangan prosedural pada empat tahapaBMK sebagaimana
di uraikan di atas. Terdapat beberapa faktor laimgydapat menjadi penghambat
keberhasilan SMK dalam mencapai tujuan yang telatetdpkan. Antara lain
faktor pelaksanaan sosialisasi, dukungan SDM daygaman, serta resistensi
anggota di dalam organisasi.

Di dalam teori kebijakan publiknGplementing public poligyoleh Goerge
C.Edwards (1980), di katakan bahwa “ terdapat erfgkaor atau variable krusial
yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakén y&omunikasi, sumber-
sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan strukiokrdsi (Budi Winarno,
2007:174).

Informasi yang di peroleh dari tim perumus SMK padabes Polri
maupun pada Polres Metro Jakarta Barat tentanckgaelaan sosialisasi yang
hanya di lakukan satu kali, tentu saja di rasakargat kurang maksimal untuk
dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada gasangl Polri terkait
substansi dan prosedur pelaksanaan SMK . Semetutaabagai sebuah produk
kebijakan baru yang diberlakukan kepada selurusgmei Polri sebagai bagian
dari kelengkapan administrasi individu, tentu séijperlukan waktu dan metode

khusus untuk dapat menginformasikan prosedur SMtarsejelas dan akurat
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kepada seluruh personel Polri. Agar dalam pengimpigasiannya tidak terdapat
kebingungan tentang apa yang harus di lakukan. d&letijelasan pesan

komunikasi ini akan mendorong terjadinya pemahayaany berbeda dan bahkan
mungkin dapat bertentangan dengan makna sebendanygang di tetapkan di

dalam SMK Polri.

Hasil wawancara yang di lakukan baik pada tingkab®s Polri maupun
pada Polres Metro Jakarta Barat diperoleh suatnapaman yang terkesan
mengedepankan SMK hanya sebagai proses penilammj&ipengganti Dapen
saja (daftar penilaian kinerja yang selama ini djpaakan Polri). Sebagaimana
di sebutkan di dalam konsep arah pengembanganeafaigan Manajemen SDM
Polri, yang menguraikan tahapan Sistem Pembinaarajdaen SDM Polri, yaitu
terdiri dari : sistem perencanaan SDM, sistem Iiekem dan seleksi, sistem
pendidikan dan latihan, sistem penilaian kinerjan g¢istem kompensasi. Serta
uraian lengkap tentang SMK yang hanya menjelaskemiang SMK sebagai
“Sistem Penilaian Kinerja” pengganti “Dapen (daftemnilaian kinerja) personel
Polri yang selama ini di pergunakan di dalam linghan Polri (Blue Print SDM
Polri, 2009:110).

Sementara makna sesungguhnya dari SMK adalah “eraeaj tentang
menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi géeldif antara manajer,
kelompok, dan individu melalui kegiatan perencanaambingan (coaching),
penilaian, dan evaluasi kinerja (Wibowo, 2007:1pnBbeaman internal Polri yang
memfokuskan SMK sebagai metode penilaian kinerja §aengganti Dapen),
dapat mengaburkan maksud dan tujuan di berlakulkan®yK di dalam
organisasi Polri.

Seperti di sampaikan oleh Suryadharma (2010:31)KSkhemiliki
implikasi yang lebih luas dari pada hanya sekedanila hasil kerja
personel/anggota saja. la juga berkenan denganahdaaci keberhasilan suatu
organisasi mencapai tujuannya, yaitu : proses kergnajemen, pengembangan
dan imbalan. Manajemen Kinerja dapat menjadi skekwatan penggabung yang
amat kuat, yang memastikan bahwa proses tersehubutigkan secara tepat
sebagai bagian fundamental dari pendekatan Manaj&umber Daya Manusia.
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Hasil akhir dari rangkaian proses tersebut adalatbgikan kualitas kinerja
anggota di dalam suatu organisasi”.
Kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor pengbammplementasi

SMK di dalam organisasi Polri.Sebagaimana di kerkakaoleh Suryadharma
(2010:192), yang mengatakan, bahwa salah satu yaegjadi penghambat
keberhasilan SMK di dalam suatu organisasi adakamghaman yang keliru
tentang SMK khususnya dari para manajer.Manajemeerj bukanlah suatu
kegiatan mengisi formulir penilaian saja. Kegunatama dari manajemen kinerja
adalah membangun harapan yang jelas dan pemahanang :

1)Fungsi kerja esensial yang diharapkan dari pargakvan;

2) Seberapa besar kontribusi pekerjaan karyawan begcgpaian
tujuan organisasi;

3) Bagaimana karyawan dan penyelianya bekerja samak unt
mempertahankan, = memperbaiki, maupun mengembangkan
karyawan yang sudah ada sekarang;

4) Bagaimana prestasi kerja di ukur;

5) Mengenali berbagai hambatan kinerja dan menyingkinla.

Dukungan SDM dan anggaran juga di rasakan sangatperegaruhi
implementasi SMK pada Polres Metro Jakarta BaeaRgung jawab sosialisasi
SMK yang hanya di bebankan kepada Kabag Sumday $aja kurang maksimal
untuk dapat mengcover seluruh personel Polri yalagpada Polres Metro Jakarta
Barat dengan jumlah kurang lebih 1800 personelasgkbin dukungan anggaran
untuk operasionalisasi SMK juga belum tersedia alamh DIPA Polres.Seperti
yang disampaikan oleh Kabag Sumda (Akbp.Odah)wabani :

“Kalau mau berpedoman kepada aturan, sebenarnyaisdbrmulir SMK
personel di Polres ini di pegang oleh Bagsumdaapidierhubung belum
ada dana khusus untuk itu. Jadi untuk formulir-foimdi serahkan ke
masing-masing Satuan untuk di pegang dan di pedkasgndiri sebanyak
jumlah anggotanya. 1 (satu) anggota saja formuiaya 6 (enam) lembar
untuk satu semester. Sedangkan kalau tidak ad#pdi dari mana dapat
anggaran untuk itu. Ya....yang pasti beban baru hlagit Kasat-kasat
apalagi yang jumlah anggotanya banyak”.
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Sementara itu, sebagaimana di sampaikan olehg8layma ,2010:263),
bahwa fungsi sumber daya manusia adalah pengawaindaajemen kinerja. la
harus memastikan bahwa manajemen kinerja itu beaspdengan efektif dan ia
seharusnya menjalankan semacam pengendalian kuahtak tujuan tersebut.
Para anggota dari fungsi SDM ini memegang peratimpgedalam memimpin dan
memfasilitasi unit-unit kerja, dalam merencanakam dnengimplementasikan
SMK dengan memberikan bimbingan kepada para malwijeDengan kata lain,
tugas mereka adalah sebagai konsultan-konsultannait Sehingga sangat di
perlukan ketersediaan SDM yang benar-benar memateantaing SMK tersebut
dengan di dukung oleh ketersediaan dana bagi kalanwmpersionalisasi SMK.
Baik untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi maupntuk pengadaan
formulir-formulir SMK yang untuk saat ini setiaprgenel di lengkapi dengan 7-9
lembar formulir SMK dalam satu periode kerja.

Di dalam prosedur SMK, pengadaan, pendistribusiam plenyimpanan
formulir menjadi tugas dan tanggung jawab dari Bagiumber daya manusia.Hal
ini tidak terlepas dari peran fungsi SDM sebagaigaevas operasionalisasi SMK
di dalam organisasi Polri.Serta kaitannya dengaa@an atau rekapitulasi hasil
penilaian kinerja para personel Polri, yang selaym di pergunakan sebagai
pedoman perencanaan karir personel Polri berdasapkestasi kerja nferit
System

Penerimaan personel Polri terhadap kebijakan SMKupakan hal utama
yang dapat mendukung terlaksananya SMK dengan dhaittalam organisasi
Polri.Meskipun secara umum di ketahui bahwa sebduggar personel Polri yang
di wawancarai pada Polres Metro Jakarta Barat mperepositif di syahkannya
kebijakan SMK Polri.Namun terdapat beberapa petgoga yang menilai SMK
sebagai hanya sebagai tambahan tugas dan cukupulitieary bagi mereka.Oleh
sebab itu, penyampaian informasi yang akurat ddas jgentang makna
sesungguhnya dari SMK harus benar-benar dapat rkabekepada seluruh
personel Polri.Sehingga mereka dapat memahami b&Mi&a sangat penting
untuk di aplikasikan sebagai sebuah metode perageidtinerja dan merupakan

alat bagi organisasi Polri untuk mencapai tujuannya
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Kecenderungan penolakan atau resistensi oleh amggbiadap penerapan
SMK di disampaikan juga oleh Wibowo (2007:36) yamgngatakan, bahwa
dalam kenyataannya memang banyak manajemen kigarjg dapat berjalan
baik, namun tidak pula yang mengalami kegagalarafagalan menjalankan
manajemen  kinerja dapat berakibat pada timbulnyatra ci buruk
organisasi.Tantangan yang dihadapi manajemen &inexglalah terdapat
kecenderungan dihindari baik oleh pimpinan maupanyawan.Dimata pimpinan,
manajemen kinerja merupakan tambahan beban kagamngding menjalankan
tugas yang selama ini sudah dikerjakan. Sementaralii pihak anggota masih
banyak keraguan karena mereka belum memahami dapsnwakan manfaat
manajemen kinerja bagi mereka.Oleh sebab itu, ldikgmn adanya suatu cara
menjalankan manajemen kinerja yang rasional, mugiphhami, dan mudah
dijalankan.

Hal selanjutnya yang mempengaruhi pelaksanaan SMKi Rdalah
masalah birokrasi. George C.Edwards (1980) mengataBahwa “birokrasi
merupakan salah satu badan secara keseluruhandneejaksana kebijakan.
Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkigetsdmui apa yang dilakukan
dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumbé&rkumelakukannya.
Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin merekamasiamdiat oleh struktur-
struktur organisasi dimana mereka menjalankan kagigersebut yang memiliki
karakteristik antara lain adanya tekanan-tekanami dait-unit birokrasi,
kelompok-kelompok kepentingan, dan pejabat-pejeksekutif”.

SMK Polri merupakan suatu metode baru yang dapatbegkan manfaat
positif selain bagi peningkatan kinerja persondriBoga terhadap pembenahan
Manajemen SDM Polri khususnya pada sistem pembikaan personel Polri
yang selama ini dirasakan sangat tidak professidaal masih dipengaruhi oleh
hal-hal yang bersifat subjektifitas. Dengan di pgemnya SMK Polri yang
berorientasi pada pengembangan kualitas SDM Piofredukan suatu sinergitas
diantara sistem-sistem yang ada dalam manajemen Ba@lNMyang terdiri dari :
sistem perencanaan SDM, sistem rekrurmen dan sete&tem pendidikan dan
latihan, sistem penilaian kinerja, sistem karim dsstem kompensasi (Blue Print
SDM Polri 2010-2025).
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Oleh sebab itu, pembenahan menyeluruh terhadapnssstem SDM
yang ada saat ini adalah langkah strategis gunaujudiian SDM Polri yang
berkualitas, professional, bermoral, dan moderelai§ itu, komitmen tinggi dari
seluruh personel Polri mulai dari level manajemamagak sampai dengan
individu Polri adalah hal yang paling krusial untigtlaksananya tujuan dari di
tetapkannya SMK Polri, yaitu untuk memperbaiki kjad?olri melalui penerapan
sistem penilaian kinerja yang objektif, transparatgn akuntabel dalam
pelaksanaan manajemen SDM Polri. Khususnya dalaktikrpengembangan
karir SDM Polri yang seharusnya dapat benar-beegpddoman kepada Skep
Kapolri No.Pol:Skep/977/X11/2004 Tanggal 28 Desem®@04 Tentang Pedoman
Administrasi Pembinaan Karir SDM Polri, yang menyilan bahwa “ pada
dasarnya setiap anggota Polri mempunyai kesempatansama dalam kompetisi
untuk mendapatkan promosi yang meliputi pendidildan jabatan dengan
berdasarkan pada penilaian mental kepribadian dzstgsi kerja”. Namun dalam
praktiknya pedoman tersebut belum dapat terealssisagaimana yang telah di
tetapkan.

Permasalahan-permasalahan sebagaimana yang darurditas terkait
pengimplementasian SMK Polri, selayaknya dapat tdsiadengan mengacu
kepada prinsip-prinsip organisasi yang diterapkandalam organisasi Polri
seperti yang disampaikan oleh Prof. Awaluddin Djanl995), antara lain
:pertama prinsip pendelegasian wewenang untuk memaksanafielaksanaan
sosialisasi sampai ke tingkat terkecil di dalangaoisasi Polri (Polsek dan
Pospol).Kedug prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasiantara unit-unit
di dalam organisasi Polri. Mengandung arti, bahveskipun penanggung jawab
implementasi SMK adalah berada pada fungsi SDM iPoétmun dalam
praktiknya selayaknya mendapat dukungan dari deldwngsi-fungsi terkait
dengan memaksimalkan pemahaman anggota terhadap ®M&but melalui
pengawasan dan pembimbingan dari para unsur-umapir@an di masing-masing
fungsi dengan terus berkoordinasi dengan fungsi SK&figa prinsip kontinuitas
dan konsistensi, dalam perumusan kebijakan-kebijalolri, mulai dari
perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatatakegperasional.
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53 Pemaknaan Terhadap Implementasi Prosedur Sistem Manaemen

Kinerja Palri

Uraian pada Subbab sebelumnya mencoba memberiktun gemahaman
tentang kesenjangan yang terbentuk di antara puosedrmatif SMK Polri
sebagaimana yang di tetapkan di dalam PeraturantDi€ppolri Bidang SDM
Polri No. 1 Tahun 2010 dengan tindakan nyata paesgmel Polri dalam
mengimplementasikan kebijakan SMK. Dari hasil pgia@l di peroleh suatu
pemahaman bahwa kesenjangan tersebut terjadi bkék@ma di landasi oleh
ketidaktahuan mereka terhadap aturan yang telatagkan, namun lebih di
sebabkan oleh pengembangan interpretasi subjedite# personel Polri sebagai
individu untuk memaknai realita yang mereka alamlach proses interaksi
sosialnya dengan sesama anggota Polri dalam melegimaptasikan SMK Polri.

Kontradiksi struktural yang terjadi dalam prosesngmplementasian
Sistem Manajemen Kinerja menjadi pendukung terbery@interpretasi terhadap
prosedur normatif SMK. Pemaknaan tersebut, padairreeh berimplikasi
terhadap di tentukannya suatu tindakan yang diamgaling relavan atau masuk
akal bagi untuk menyelesaikan konflik mereka maskigli ketahui bahwa
tindakan tersebut menyimpang dari prosedur sebgaadari kebijakan SMK
Polri.

Dengan kata lain, bahwa meskipun aturan tentang Ik sudah sangat
jelas bagi mereka namun karena individu memilikmienpuan khusus untuk
melakukan interpretasi terhadap realita di sekyi@rrmengakibatkan tindakan
yang di pilih adalah yang dianggap paling relevan chasuk akal bagi mereka
dalam situasi tersebut. Temuan penelitian padaBalbsebelumnya secara jelas
memberikan suatu gambaran, bahwa meskipun secawan kabijakan Sistem
Manajemen Kinerja Polri telah di pahami oleh pagespnel Polri khususnya pada
Polres Metro Jakarta Barat. Namun dalam praktiknyasih di temukan hal-hal
yang bersifatidak proseduraterhadap beberapa aturan kerja SMK Polri.

Tindakan tidak prosedura para personel Polri dalam

mengimplementasikan SMK Polri pada Polres MetrcadakBarat, akan di kaji
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secara lebih mendalam dengan mengacu kepada perpekpretif : interaksi
simbolik oleh George Herbert Mead (1931). Untukasgltnya dikembangkan
oleh sejumlah pemikir utama yang memberi arah ddséam perkembangan
perspektif ini diantaranya : Herbert Blumer daniggvGoffman.

Interaksi simbolik menawarkan gagasan penting tentaagaimana para
pelaku terlibat dalam sebuah interaksi sosial yathgtandai oleh proses
interpretasi yang kompleks untuk menghasilkan majarag khusus dari mana
tindakan sosial mereka itu di dasarkan. Dalam pagala perspektif interaksi
simbolik.Para pelaku berinteraksi dengan menggunaabol-simbol yang di
dalamnya Dberisi tanda-tanda, isyarat-isyarat darta-kata.Perspektif ini
mempelajari objek secara simbolik dan melihat taslisosial sebagai sesuatu
yang dinamis.

Untuk selanjutnya George Herbert Mead (1931) dalémorinya
insteraksionisme simbolik menekankan, bahwa “setiagividu memiliki
kemampuan menafsir dan sehubungan dengan itu meénmliiaan untuk
menentukan perilakunya yang relevan. Individu iidak hanya dibentuk
melainkan juga secara aktif membentuk dan menaptéikgkungannya” (Jusuf :
2004).

Teori diatas di pertegas oleh Blumer (1969) salatu gpengembang
perspektif interaksionisme simbolik Mead (1934) yamenyatakanpertama
individu mendasarkan tindakannya atas dasar midkdag makna adalah
sesuatu yang di bangun melalui interdkstiga makna adalah sesuatu yang
senantiasa di perbaharui dan di negosiasikan métadupretasi secara aktif oleh
individu selama berinteraksi dengan individu laiany

Interaksi sosial yang terjadi dalam proses implgéa@nSMK oleh para
personel Polri pada Polres Metro Jakarta Barat,jaderdasar terbentuknya
interpretasi terhadap prosedur SMK Polri. Berbagalita yang mereka hadapi
dalam melaksanakan SMK Polri pada akhirnya menghkarumereka untuk dapat
menentukan pilihan tindakan yang merupakan hasii gdamaknaan mereka
terhadap realita yang dihadapi untuk kemudian meke@n tindakan yang
dianggap paling relevan untuk dilaksanakan pada s@a Sebagaimana

ditetapkan di dalam prosedur SMK, yaitu mulai dahap perencanaan sampai
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dengan evaluasi kinerja mengharuskan adanya Wttt aktif dari para aktor
pelaksana SMK Polri untuk menciptakan suatu komasiikyang harmonis
diantara manajer, rekan kerja, dan individu gunessdma-sama menjalankan
SMK Polri secara bersinergi. Sehingga interpretasig terbentukpun, tidak
terlepas dari keberadaannya sebagai bagian dad kabbmpok sosial di mana
mereka berinteraksi.Tindakan yang dipilih oleh undiipun sangat di pengaruhi
oleh keberadaan dan interaksinya di dalam kelongsiebut.

Hal tersebut jelas terlihat dalam praktik proselderja SMK yang di
lakukan antara PP (Pejabat Penilai), AYD (Anggo&ng Dinilai), dan Rekan
Kerja di dalam organisasi Polri. Sebagai contoldap@hap perencanaan kinerja,
prosedur mengharuskan di laksanakannya pertemuaralf@ntara PP (pejabat
Penilai) dan AYD (Anggota Yang Dinilai) untuk menfias rencana kerja AYD
kedepan sebagaimana di atur pada Pasal 6 Perddgr&DM Kapolri No. 1
Tahun 2010. Namun secara umum dalam praktikny& tidhtersebut di lakukan.
Dengan berbagai alasan, antara lain ketiadaanuwddit aktor-aktor tersebut
untuk secara khusus membahas masalah perencansamkiyang berasumsi
bahwa meskipun tidak dilakukan pertemuan formaamafP dan AYD namun
kegiatan perencanaan itu dapat di jalankan dengdnddeh anggota . Kondisi
tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu kesepaksettuk melaksanakan hal
tersebut tanpa melalui prosedur yang di tetapkangain menyusun perencanaan
kinerja yang dibuat sepihak oleh AYD.

Oleh Poloma (2003) pengembang teori interaksionisimdolik Blumer,
menjelaskan hal tersebut sebagai berikpgrtama, masyarakat terdiri dari
manusia yang berinteraksi yang merupakan akumua@s berbagai tindakan
manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia Kadua, interaksi
simbolik mencakup “interpretasi tindakan”.Ketigahjek-objek tidak memiliki
makna yang intrinstik, makna lebih merupakan produkteraksi
simbolik.Keempat, manusia tidak hanya mengenalkohjar dirinya, tetapi bisa
melihat dirinya sendiri sebagai objek.Kelima, tikda manusia adalah tindakan
interpretif yang di buat oleh manusia sendiri.Keenéindakan itu saling terkait
dan disesuaikan dengan anggota-anggota kelompok.
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Berkenaan dengan interaksi khusus individu Poldalam organisasinya,
maka paham solidaritas kelompok mewarnai prosesaksi sosial tersebut. Hal
ini secara langsung berdampak signifikan terhadégrpretasi yang di lakukan
oleh individu terhadap realita yang meraka alantamaproses interaksi tersebut.
Dalam implementasi SMK Polri, solidaritas antardkepok (sesama anggota
Polri) sangat terlihat pada pelaksanaan tahapanamemman dan bimbingan.
Didalam pasal 8 Peraturan De SDM Kapolri No. 1 Tah2010 tentang
Pemantauan dan Pembimbingan Kinerja di atur memgeigas PP (pejabat
penilai) untuk terus melakukan pemantauan dan Igam terhadap kinerja
personelnya. Terhadap personel Polri yang pelaksakiaerja di bawah standar
atau melakukan suatu pelanggaran kode etik di Wajiluntuk di catatkan pada
formulir catatan penilaian spesifik atau generierida, dalam praktiknya hal
tersebut tidak di lakukan. Sebagaimana hasil waamngang di lakukan dengan
aktor PP (pejabat penilai), maka alasan utama tdidkkukannya hal tersebut
adalah karena faktor kasihan jika anggota tersebyiroses hukum/kode etik
akibat catatan yang di berikan. Sehingga hany&ukin peneguran lisan saja,
dengan harapan AYD dapat merubah sikap perilakkegeah yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka C88@6)(herargumentasi
bahwa kebudayaan polisi seringkali bersifat fungasiderhadap keberlangsungan
polisi dalam pekerjaannya. Solidaritas antar poir@mberi jaminan kepada
anggotanya bahwa mereka akan saling mendukung, erahpnkan, dan
membantu koleganya jika terdapat ancaman dari &gata menjaga rahasia jika
berhadapan dengan proses penyidikan. Secara kp€hkdin (1996) menjelaskan
hal ini sebagai kebiasaan — kebiasaan pendorongenteiknya praktik tindakan
tidak patut oleh anggota Polri. Adapun unsur-unkebudayaan polisi yang
dimaksud Chan adalah : (1) rasionalitas bahwa atbodeh dilanggar sepanjang
itu dalam rangka tugas dan fungsi dalam pekerjeardgpat dilakukan secara
cepat dan efesien, (2) Adanya mekanisme kelompokukummelindungi
anggotanya yang melakukan tindak tidak patut dezaman penyelidikan internal
dan eksternal, yang didorong oleh semangat sdidakelompok, (3) adanya
proses reproduksi (enkulturasi dan pewarisan) masias dan perlindungan itu

(butir 1 dan 2) kepada generasi baru polisi, ddarerjanya sehari-hari.
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Konsep Cooley tentang looking —glass-self jugagaarrelevan untuk
menganalisa tindakan interpretif yang dilakukarhglersonel Polri dalam praktik
penilaian kinerja SMK Polri. Fenomena umum yangt suituk dihindari dalam
proses penilaian kinerja adalah pemberian nilai gyaftidasari oleh unsur
subjektifitas individu terhadap individu lainnyaal&h satu penyebabnya adalah
kekhawatiran untuk mendapat perlakukan yang sak@amemberi nilai jelek
kepada rekan yang di nilai sehingga penilaian ydilakukan tidak objektif atau
tidak sesuai dengan kinerja sebenarnya yang dikéakwleh individu yang di
nilai. Pada intinya konsep Cooley menyatakan, balpgatama, individu selalu
membayangkan bagaimana ia dilihat orang. Keduaivithd membayangkan
bagaimana orang lain itu membuat penilaian tent@ingya. Ketiga, individu
mengembangkan apa yang disebut dersgdirfeelingsebagai hasil dari bayangan
dirinya tentang penilaian orang lain.

Hal-hal yang terjadi diatas dijelaskan lebih jaalildi dalam perspektif
interaksionisme simbolik oleh Mead (1934), bahwaukdtir sosial yang
didalamnya berisi tentang peran-peran sosial adsésuatu yang tidak tetap
(fixed) tetapi senantiasa dimodifikasi selama interakgngan kata lain, Mead
mengakui bahwa setiap masyarakat, termasuk orgasigsial, memiliki struktur
yang didalamnya menyediakan pengetahuan tentan@tuiep berperilaku.
Walaupun demikian, Mead berargumentasi bahwa sefdpidu memiliki
kemampuan menafsir dan sehubungan dengan itu meénglilaan untuk
menentukan perilakunya yang relevan.Sangat jelasinidibahwa, Mead
beranggapan individu tidak hanya dibentuk melainkaga secara aktif
membentuk dan menciptakan lingkungan sosial mereka.

Demikian halnya yang di kemukakan oleh Goffman ()96alah satu
pengembang teori interaksionisme simbolik, menemaskahwa “individu
bukanlah sekedar produk dari sistem.Dalam institagl sekalipun, individu
memainkan peran aktif yang dapat mempengaruhi tstrukahkan membentuk
struktur baru”.

Terkait dengan teori tersebut, maka interpretaau giemaknaan atau
penafsiran yang di lakukan oleh individu Polri dalanengimplementasikan

prosedur normatif SMK, pada akhirnya berpengaruthattap terbentuknya
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struktur baru dari bagaimana seharusnya SMK tetskbmplementasikan sesuai
dengan aturan atau struktur legalnya di dalam &ematDeputi Sumber Daya
Manusia Polri No.1 tahun 2010. Dengan kata laimwaaakibat dari interpretasi
yang di lakukan oleh para personel Polri dalam kselaakan prosedur SMK,
maka terbentuk suatu struktur baru yang berbedgasenprosedur SMK yang
sebenarnya. Dalam konteks ini struktur baru tensedmalah tindakan tidak
procedural yang di hasilkan dari sebuah situasitridiksi struktural diantara
tuntutan birokrasi (loyalitas pada kepentingan slindan perintah atasan,
solidaritas sesame anggota Polri, kepentingan girjodengan tuntutan prosedur
SMK Palri.

Tindakanunprosedurakersebut, dapat memangkas bahkan menghilangkan
beberapa aspek penting dari suatu kebijakan yadg p&hirnya berimplikasi
terhadap tidak tercapainya tujuan yang telah ditent dari kebijakan SMK
tersebut. Khususnya dalam mewujudkan mekanismeefeagn kinerja personel
Polri yang bersinergi di antara pimpinan, tim, dadividu dalam melaksanakan
tugas-tugas pokok Palri. Serta dalam menciptakstersi penilaian personel yang
objektif dan akuntabel.

Terkait dengan dualitas struktural di dalam suagianisasi maka di dalam
teori strukturasi oleh  Giddens (1979) dikatakanahwa “semua bentuk
pengaturan kelembagaan dan struktur pada dasadafahasistem sosial yang
dibentuk oleh praktik-praktik sosial’. Pengaturampaturan kelembagaan dan
struktur keduanya adalah instrument untuk mencgtalorganisasi.Namun
demikian, praktik-praktik sosial yang dihasilkateto individu dan kelompok
yang membentuk organisasi pada saat yang samamegibentuk pengaturan
kelembagaan dan struktur. Dinamika dari pengaruh d#dabungan saling
tergantung ini menghasilkan sebuah proses yangutisiengan dualitas struktur.

Akibat dari dualitas struktur tersebut, maka setiapggota dalam
organisasi akan menghadapi beragam kontradiksiailelan-aturan yang mendua
dan jamak itu. Sehingga dalam organisasi yang keksplsetiap agen memiliki
kebutuhan dan sekaligus dihadapkan pada keharugak melakukan diskresi
dalam menjalankan perannya.Dalam perspektif stragiudiskresi adalah inheren

dalam keagenan. Dalam konteks ini diskresi adatian yang melekat dalam
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setiap tindakan agen yang secara teoritis dipalsinagai hasil dari kapasitas
transformatif untuk memodifikasi struktur.

Namun demikian, organisasi Polri yang menganut mpal\eberian yang
segala aktifitasnya baik operasional maupun pemabinberpedoman kepada
aturan-aturan tertulis, selayaknya dapat melaksanadegala aturan tersebut
sesuai dengan prosedur normatifnya.Sebagaimant dgfa suatu aturan atau
undang-undang adalah mengikat dan memaksa untaksdilakan sesuai dengan
ketentuan yang di tetapkan agar tercipta sebuaherdtatan dan
ketertiban.Adapun dalam keadaan memaksa persoral urduk melakukan
diskresi kepolisian namun tetap mengacu dan tidakebtangan dengan aturan
atau kebijakan yang berlaku.Sebagaimana yang dicdatdalam Pasal 18 UU
No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Repubdknesia.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesmpulan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Polri, ditetapkan kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja Polri (SMK)
yang merupakan sebuah metode pengelolaan dan penilaian kinerja personel Polri
yang telah di legalformalkan ke dalam Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber
Daya Manusia Polri No. 1 Tahun 2010 Tanggal 23 Pebruari 2010.

Pembentukan dan penetapan SMK Polri ke dalam Peraturan Deputi Kapolri
Bidang Sumber Daya Manusia No. 1 Tahun 2010 merupakan suatu wujud nyata
kepedulian dan respon Polri terhadap dinamika sosial dan politik yang terjadi di
Indonesia yang menuntut terciptanya perbaikan dalam segala aspek fundamental
institusi Polri baik pada bidang struktural, instrumental, dan kultural untuk
mewujudkan kinerja Polri yang professional dengan didukung oleh konsep tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan ditetapkannya Sistem Manag emen Kinerja Polri kedalam Peraturan
Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri No.1 tahun 2010 Tanggal 23
Pebruari 2010, maka secara legal normatif kebijakan tersebut bersifat otoritatif
untuk dilaksanakan atau di implementasikan oleh seluruh personel Polri. Pada
Polres Metro Jakarta Barat, SMK telah di jadikan sebaga kelengkapan
administrasi personel Polri dan telah dijadikan sebagai syarat formal penilaian
kinerja dalam pelaksanaan mangemen SDM Polri. Antara lain, untuk kegiatan
seleks pendidikan Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira Polri), seleksi Selapa
(Sekolah lanjutan Perwira), seleksi pendidikan S2 KIK dan STIK, dan lain
sebagainya.

Namun demikian, dalam pengimplementasiannya belum dapat dilakukan
secara maksimal masih ditemukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan

prosedur normatif yang telah ditentukan. Tindakan menyimpang tersebut
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khususnya terjadi pada empat tahapan kerja SMK, yaitu pada tahap perencanaan
kinerja, pemantauan dan bimbingan, penilaian kinerja, dan evaluas kinerja.

Dari hasil pendlitian diperoleh suatu pemahaman bahwa tindakan tidak
prosedural personel Polri yang menyebabkan terjadinya kesenjangan di antara
prosedur normatif dan praktik nyata dalam mengimplementasikan kebijakan SMK
tersebut, bukanlah didasari oleh ketidaktahuan mereka atau ketidakpahaman
mereka terhadap aturan atau kebijakan SMK tersebut. Namun terjadinya
perbedaan tersebut lebih merupakan hasil dari interpretasi atau pemaknaan
subjektif para personel Polri terhadap prosedur normatif kebijakan SMK.

Interpretas terhadap prosedur SMK tersebut, terbentuk sebagal sebuah
respon terhadap kontradiks struktural yang di hadapi para personel Polri dalam
mengimplementasikan kebijakan SMK. Dalam arti, bahwa di satu sisi mereka di
tuntut untuk dapat menjalankan kebijakan SMK tersebut sebagaimana prosedur
yang di tetapkan. Namun di sisi lain mereka juga berhadapan dengan tuntutan lain
dari birokrasi yang berkaitan dengan loyalitas. Selain itu solidaritas kelompok dan
kepentingan personal juga menjadi dilema tersendiri dalam melaksanakan SMK
sebagaimana prosedurnya. Sedangkan SMK menuntut pel aksanaan yang objektif,
transparan, dan akuntabel.

Untuk menciptakan situasi kondusif atas kontradiksi struktural yang
terjadi, parapersonel Polri mencoba mengembangkan sebuah pemaknaan baru
terhadap prosedur normatif SMK yang berimplikasi terhadap terbentuknya
tindakan-tindakan yang berbeda dari bagaimana seharusnya SMK Polri tersebut
dilaksanakan sesuai Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri
No. 1 tahun 2010. Tindakan tidak prosedural tersebut terbentuk sebagai sebuah
struktur baru tentang SMK Polri, yang jika terlembagakan di dalam organisas
Polri akan sangat mempengaruhi bahkan dapat menghambat tercapainya tujuan
yang telah ditetapkan dari kebijakan SMK tersebut, yaitu mewujudkan perbaikan
kinerja personel Polri dan menciptakan sistem penilaian kinerja yang objektif,
transparan dan akuntabel.

Terbentuknya kesenjangan antara prosedur normatif SMK Polri dan
praktiknya di lapangan, menghasilkan sebuah proposisi teoritik yang merupakan
esensi pembahasan atas permasal ahan tersebut, sebagai berikut :
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Tindakan tidak prosedural personel Polri dalam
mengimplementasikan  prosedur normatif  Sistem
Manajemen Kinerja Polri terbentuk sebagai hasil
pengembangan interpretasi subjektif mereka terhadap
kontradiks struktural yang terjadi dan berimplikasi
pada tidak tercapainya tujuan kebijakan yang telah
ditetapkan.

Rekomendasi

Penetapan Sistem Mangemen Kinerja sebagai kebijakan Polri untuk

memperbaiki kinerja para personel Polri adalah sangat tepat. Namun demikian,

guna mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Mangemen Kinerja Polri

kKhususnyapada Polres Metro Jakarta Barat diperlukan upaya-upaya

penyempurnaan. Untuk itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut:

1.

Seyogyanya dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan
kebijakan Sistem Managjemen Kinerja Polri dengan memfokuskan pada
pemahaman personel Polri terhadap prosedur normatif SMK Polri.
Khususnya pada kerangka kerjainti dari SMK Polri yang terdiri dari tahap
perencanaan kinerja, pemantauan dan bimbingan, penilaian kinerja, dan

evauas kinerja.

Guna meminimalisir terjadinya tindakan tidak prosedural personel Polri
daam mengimplementaskan SMK Polri, perlu kiranya dilakukan
sosialisasi, pelatihan dan pengawasan yang lebih intensif oleh fungsi-
fungs terkait baik fungsi pembinaan SDM maupun fungsi pengawas
internal dalam hal ini adalah Seksi Propam dan Seksi Pengawasan Umum
dengan didukung oleh seluruh unsur pimpinan dalam organisasi Polres
Metro Jakarta Barat.

Secara umum, perlu dilakukan suatu langkah penyempurnaan terhadap:

a Metode Sistem Mangjemen Kinerja Polri agar lebih efektif, efesien
dan terpadu antara sistem pengelolaan kinerja organisasi, tim, dan

individu dengan didukung oleh pendekatan informasi teknologi
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sebagal sarana database dan pusat informasi kinerja yang dapat
diakses secara terbuka oleh seluruh personel Polri. Sehingga akan
lebih mendukung terciptanya suatu metode pengelolaan dan
penilaian kinerja yang benar-benar transparan, objektif, dana
kuntabel serta lebih memberi kesempatan kepada para personel
Polri untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai arah kebijakan
yang telah di tetapkan oleh organisasi.

Jabaran tugas pokok (Job description) Polri yang ada saat ini
sebagaimana diatur diddlam  Keputusan  Kapolri  No.
Kep/366/V1/2010 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk dapat dirancang secara lebih
spesifik, per fungsi, per jabatan, per tupoksi, dan per level
kepangkatan. Guna memperjelas otoritas dan standar prestasi bagi
para personel Polri, sehingga Sistem Mangemen Kinerja Polri
dapat terlaksana dengan lebih terarah serta tehindar dari
overlapping tugas dan tanggungjawab.
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10.

11.

12.

PEDOMAN WAWANCARA :
TIM PERUMUS SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Salah satu yang menjadi program unggulan reformasi birokrasi Polri Bidang Sumber
Daya Manusia adalah pembuatan Sistem Manajemen Kinerja Polri, mohon di jelaskan
apa yang melatar belakangi di tetapkannya konsep kebijakan tersebut ?

Bagai mana pendapat bapak tentang kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Polri tersebut ?
Siapa-sigpa aktor sgja yang terlibat di dalam pembentukan atau perumusan kebijakan
SMK Polri ?

Bagaimana pendapat bapak tentang pelibatan aktor eksternal yaitu para ahli mangemen
Ul dan lembaga donor dalam proses terbentuknya kebijakan Polri tentang Sistem
Manajemen Kinerja? Mohon di jelaskan!

Baga mana mekanisme terbentuknya kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Polri ?
Bagaimana pelaksanaan sosidisasi kebijakan Sistem Mangiemen Kinerja Polri kepada
para anggota Polri baik di lingkungan Mabes Polri maupun di Polda-Polda ? Mohon di
jelaskan'!

Apakah menurut bapak kebijakan Sistem Mangemen Kinerja Polri tersebut telah
tersosialisasi dengan baik di dalam organisasi Polri ? Mohon di jelaskan ?

Bagaimana pendapat bapak mengenai pemahaman dan pengetahuan anggota Polri
terhadap kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Polri saat ini ? Mohon di jelaskan !
Bagaimana implementasi kebijakan Sistem Managjemen Kinerja Polri saat ini ? Mohon di
jelaskan !

Menurut bapak apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian
Sistem Manajemen Kinerja dalam organisasi Polri ? Mohon di jelaskan !

Apakah ada kebijakan yang di tempuh dalam menyikapi faktor-faktor yang
mempengaruhi pengimplementasian kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Polri tersebut
?Mohon di jelaskan !

Apakah Mabes Polri dalam hal ini Fungs Pembinaan Sumber Daya Manusia melakukan
pengawasan dan evaluas terhadap penyelenggaraan Sistem Mangemen Kinerja ini ?
Mohon di jelaskan !
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PEDOMAN WAWANCARA :
WAKA POLRESMETRO JAKARTA BARAT

Pada bulan Pebruari 2010, Polri telah menetapkan kebijakan tentang Sistem Manaemen
Kinerja Polri, bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan tersebut ? Mohon di jelaskan!
Kapan dan bagaimana bapak mengetahui tentang kebijakan Sistem Mangemen Kinerja
Polri tersebut ?

Apakah ada tim khusus dari Biro SDM Polda Metro Jaya yang memberikan sosiaisas
tentang kebijakan Sistem Mangemen Kinerja Polri kepada para anggota di Polres Metro
Jakarta Barat ini ? Mohon di jelaskan !

Kebijakan apa yang ditempuh untuk menyampaikan kebijakan Sistem Mangemen
Kinerja Polri tersebut kepada para anggota sejgjaran Polres Metro Jakarta Barat ? Mohon
di jelaskan !

Siapa-sigpa sgja yang terlibat di dalam pelaksanaan sosidisasi Sistem Managemen
Kinerjapada pada Polres Metro Jakarta Barat ?

Apakah tim sosidisas tersebut sebelumnya telah mendapat sosidlisasi atau pelatihan
tentang aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Polri dari Biro SDM Polda Metro Jaya ?
Bagaimana implementasi Sistem Manajemen Kinerja Polri di Polres Metro Jakarta Barat
saat ini ?

Menurut bapak apakah anggota sudah cukup memahami tentang Sistem Mangemen
Kinerja Polri ini ? Mohon di jelaskan!

Menurut bapak apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian
Sistem Manajemen Kinerja dalam organisasi Polri ? Mohon di jelaskan !

Apakah ada kebijakan yang di tempuh dalam menyikapi faktor-faktor yang
mempengaruhi pengimplementasian kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Polri tersebut
?Mohon di jelaskan !
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PEDOMAN WAWANCARA
KABAG SUMDA SDM POLRESMETRO JAKARTA BARAT

Pada bulan Pebruari 2010, Polri telah menetapkan kebijakan tentang Sistem Manaemen
Kinerja Polri, bagaimana pendapat ibu tentang kebijakan tersebut ? Mohon di jelaskan!
Kapan dan bagaimana ibu mengetahui tentang kebijakan Sistem Mangemen Kinerja
Polri tersebut ?

Siapa-siapa sgja dari Polres Metro Jakarta Barat yang di tunjuk untuk mengikuti
penyampaian kebijakan Sistem Mangemen Kinerja Polri oleh Biro SDM Polda Metro
Jaya ?

Siapa yang memberikan sosialisas kebijakan Sistem Mangjemen Kinerja Polri pada Biro
SDM Polda Metro Jaya ?

Berapa kali kegiatan sosialisasi Sistem Mangjemen Kinerja Polri di laksanakan oleh Biro
SDM Polda Metro Jaya ?

Kebijakan apa yang selanjutnya di tempuh oleh Pimpinan Polres Metro Jakarta Barat
setelah memperoleh informasi tentang kebijakan Sistem Mangjemen Kinerja Polri
tersebut? Mohon dijelaskan'!

Bagaimana pelaksanaan sosialisasi kebijakan Sistem Mangemen Kinerja Polri dalam
lingkungan organisasi Polres Metro Jakarta Barat ?2Mohon dijelaskan !

Apakah Sistem Mangemen Kinerja telah di implementasikan sebagai salah satu tahapan
di dalam manajemen sumber daya manusia Polri di Polres Metro Jakarta Barat ?Mohon
di jelaskan !

Menurut ibu apakah anggota sudah cukup memahami dan mengerti tentang
pengaplikasian sistem mangjemen kinerja Polri ini ?

Menurut ibu apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian Sistem
Manajemen Kinerja dalam organisasi Polri ? Mohon di jelaskan !

Apakah ada kebijakan yang di tempuh dalam menyikapi faktor-faktor yang
mempengaruhi pengimplementasian kebijakan Sistem Mangjemen Kinerja Polri tersebut
?Mohon di jelaskan !

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.



10.

11.

12.

PEDOMAN WAWANCARA
PEJABAT PENILAI SSISTEM MANAJEMEN KINERJA POLRI

Bagai mana pendapat bapak/ibu tentang kebijakan Sistem Mangemen Kinerja Polri yang
telah di tetapkan di dalam Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia No.1
tahun 2010 ? Mohon di jelaskan!

Berapa kali kegiatan sosidlisas Sistem Manaemen Kinerja Polri di laksanakan oleh
Kabag Sumda Polres Metro Jakarta Barat ? Mohon di jelaskan !

Apakah seluruh anggota di Satuan/Unit bapak/ibu telah mendapatkan sosialisasi
kebijakan Sistem Mangjemen Kinerja Polri ? Mohon di jelaskan!

Bagai mana pemahaman anggota/ personel di Satuan bapak/ibu tentang kebijakan Sistem
Manajemen Kinerja Polri ini ?Mohon di jelaskan'!

Apakahdi Satuan/ Unit bapak/ibu telah mengimplementasikan Sistem Mangemen
Kinerja Polri ? Sgjak kapan ? Mohon di jelaskan !

Di dadam Sistem Mangemen Kinerja bapak/ibu berperan sebaga Pejabat Penilai,
tindakan apa yang di lakukan untuk memaksimalkan pengi mplementasiannya ? Mohon di
jelaskan !

Apakah anggota di Satuan/ Unit bapak/ibu telah membuat perencanaan kinerja SMK,
kapan dan bagai mana proses pel aksanaannya ? Mohon di jelaskan !

Apa yang menurut bpk/ibu menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan perencanaan
kinerjaini ? Mohon di jelaskan!

Sebagal Pejabat Penilai bapak/ibu melaksanakan kegiatan pemantauan dan bimbingan
terhadap pelaksanaan kinerja anggota, bagai mana bpk/ibu melaksanakannya? Mohon di
jelaskan !

Apakah bpk/ibu memiliki catatan khusus untuk mencatat kinerja anggota ?Mohon
dijelaskan!

Apayang bpk/ibu lakukan jika terdapat anggota yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya
dengan baik atau melakukan tindakan pelanggaran kode etik Polri ?Mohon di jelaskan!
Apa yang menurut bpk/ibu menjadi  kendala dalam melaksanakan kegiatan pemantauan
dan bimbingan kinerjaini ? Mohon di jelaskan!

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bagaimana bpk/ibu melaksanakan kegiatan penilaian kinerja terhadap anggota ?Mohon
dijelaskan!

Apa yang menurut bpk/ibu menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan penilaian
kinerjaini ? Mohon di jelaskan!

Bagai maan bpk/ibu melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja anggota ?Mohon di jelaskan!
Apakah ada anggota yang keberatan dengan hasil penilaian yang telah di berikan oleh
bpk/ibu ataupun oleh rekan kerjanya ? Aapa tindakan yang bpk/ibu lakukan ? Mohon di
jelaskan!

Apakah di Satuan/Unit bpk/ibu anggota yang bertindak selaku Rekan Kerja untuk
memberikan penilaian kinerja mencukupi ? Apa yang bpk/ibu lakukan jika anggota yang
berperan sebagai Rekan Kerjatidak mencukupi ? Mohon di jelaskan!

Apa yang menurut bpk/ibu menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan evaluas
kinerjaini ? Mohon di jelaskan!

Apakah dalam pengimplementasian Sistem Mangemen Kinerja ini, ada di lakukan
pengawasan oleh Fungsi Propam ? Mohon di jelaskan!

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.



10.

11.

12.
13.

PEDOMAN WAWANCARA
REKAN KERJA DAN ANGGOTA YANG DINILAI

Bagai mana pendapat bapak/ibu tentang kebijakan Sistem Mangemen Kinerja Polri yang
telah di tetapkan di dalam Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia No.1
tahun 2010 ? Mohon di jelaskan!

Apakah bapak/ibu telah mendapatkan sosiadlisasi kebijakan Sistem Manaemen Kinerja
Polri ? Mohon di jelaskan!

Apakah bapak/ibu sudah merasa cukup memahami tentang kebijakan Sistem Mangjemen
Kinerja Polri ini ? Mohon di jelaskan !

Apa di Satuan/ Unit bapak/ibu telah mengimplementaskan Sistem Mangemen Kinerja
Polri ? Sgjak kapan ? Mohon di jelaskan !

Apakah bpk/ibu memahami peran dan tugasnya di dalam Sistem Manajemen Kinerja
Polri ? Mohon di jelaskan !

Apakah bapak/ibu telah membuat perencanaan kinerja SMK, kapan dan bagaimana
proses pelaksanaannya ? Mohon di jelaskan !

Apa yang menurut bpk/ibu menjadi  kendala dalam melaksanakan kegiatan perencanaan
kinerjaini ? Mohon di jelaskan!

Apakah dalam pelaksanaan tugas di lakukan pemantauan dan bimbingan oleh Peabat
Penilat ? Mohon di jelaskan !

Apa yang menurut bpk/ibu bagaimana seharusnya Pejabat Penilai melakukan tugasnya
dalam kegiatan pemantauan dan bimbingan kinerja ? Mohon di jelaskan!

Bagaimana Rekan Kerja, bagaimaan bpk/ibu melaksanakan kegiatan penilaian
kinerja?Mohon dijelaskan!

Apa yang menurut bpk/ibu menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan penilaian
kinerjaini ? Mohon di jelaskan!

Bagai maan bpk/ibu melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja anggota ?Mohon di jelaskan!

Apakah ada anggota yang keberatan dengan hasil penilaian yang telah di berikan oleh
bpk/ibu ataupun oleh rekan kerjanya ? Apa tindakan yang bpk/ibu lakukan ? Mohon di
jelaskan!

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.
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15.

Apa yang menurut bpk/ibu menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan evaluas
kinerjaini ? Mohon di jelaskan!

Apakah dalam pengimplementasian Sistem Mangemen Kinerja ini, ada di lakukan
pengawasan oleh Fungsi Propam ? Mohon di jel askan!

Interpretasi terhadap..., Andi Titin Ashari, Pascasarjana Ul, 2011.
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